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[KABUVALH; 21 paAL)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (1)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
10 (SEPULUH ) RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2017

Waktu  : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang
11 SIFAT RAPAT : Terbuka

III.  ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Pimpinan Komisi / Inisiator atas 3 Rancangan
Peraturan Daerah;

3. Penjelasan Bupati atas 7 ( tujuh ) Rancangan Peraturan Daerah;

4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT
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VL. JUMLAH ANGGOTA

1.
. Fraksi Demokrat

s = S O R O U R N

Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

. Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

. Fraksi Harapan

: 10 orang
: 8 orang
: 6 orang
. 8 orang
. S orang
: 4 orang

: 4 orang

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

Ju—y

Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
5.
6
7

Fraksi Gerindra

. Fraksi Karya Sejahtera

. Fraksi Harapan

: 45 orang

: 9 orang
: 6 orang
: 6 orang
: 7 orang
: 2 orang
: 2 orang

: 4 orang

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

—

3

4
5
6

2.

Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Demokrat

. Fraski Kebangkitan Bangsa
. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
. Fraksi Gerindra

. Fraksi Karya Sejahtera

: 36 orang

: 1 orang
: 2 orang
. - orang
: 1 orang
: 3 orang

: 2 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu’alaikumWr. Wh.

Yang terhormat
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala
Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya |,
sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk menghadiri dan
mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, dalam rangka
membahas 10 (sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang. Semoga pembahasan 10 ( sepuluh ) Raperda ini berjalan

lancar, dan nantinya dapat terwujud Perda yang berkualitas, perda yang



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang yang dibuah dengan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD  dijelaskan bahwa “Rapat Paripurna untuk
menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila

dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota
DPRD”

Adapun berdasarkan laporan yang saya terima dari Sekretariat
DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak
45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 36 orang. Dengan demikian, kuorum dalam rapat paripurna

hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “Bismillahirrohmanirrohim? tepat

pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna  DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa, 10 ( sepuluh )

Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas ini, terdiri dari 7 ( tujuh )



Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
dan

Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Dan tiga Raperda dari DPRD, meliputi :

1.

Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan

Nelayan, dan

Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara, sebagaimana hasil

rapat Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan Perda

Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 November 2017,

adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.
Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna ini yaitu
Penjelasan Pimpinan Komisi/ Inisiator Atas 3 ( tiga ) Rancangan

Peraturan Daerah.

Dimulai dari Pimpinan Komisi A untuk menyampaikan penjelasan
atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Dipersilahkan.

=== PENJELASAN PIMPINAN KOMISI A ATAS RAPERDA ===
> ( Penjelasan Komisi A tentang Raperda tentang Perlindungan
dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan terlampir )

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.]. atas penyampaiannya.

Selanjutnya kepada Pimpinan Komisi B untuk menyampaikan

penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

dan Nelayan.
Dipersilahkan.

=== PENJELASAN PIMPINAN KOMISI B ATAS RAPERDA ===
» ( Penjelasan Komisi B atas Raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani dan Nelayan terlampir )

Terimakasih  Saudari  Imro’atus Sholichah, S.E.M.H, atas

penyampaiannya.



=== PENJELASAN ATAS RAPERDA TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN ===
» ( Penjelasan Inisiator Raperda tentang Tanggungjawab Sosial

Perusahaan terlampir )
Terimakasih Saudara Sugiharto atas penyampaiannya.,

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu ” Penjelasan Bupati atas 7 ( tujuh )

Rancangan Peraturan Daerah”.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

======PENJELASAN BUPATI ATAS 7 RAPERDA ======

> ( Penjelasan Bupati atas 7 ( tujuh ) Rancangan Peraturan

Daerah terlampir )

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita dengar dan ikuti bersama, penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang baik dari Pimpinan
Komisi DPRD maupun dari Bupati Rembang. Dengan telah
disampaikannya penjelasan atas Raperda, maka selesai sudah acara rapat
paripurna ini. Untuk rapat paripurna kedua, dengan agenda penyampaian
pemandangan umum fraksi maupun pendapat Bupati atas Raperda akan

dilaksanakan besuk pagi, Selasa tanggal 19 Desember 2017.



Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala

kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

-

PUATRE Ty

7 SEKRETARIS, 4

" Drs. DRUPODO. M.Si.
Pembina Tingkat
NIP. 19670421 199303 | 009




LAMPIRAN :

RISALAH RAPAT PARIPURNA ( 1 ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10
RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN

2017

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN I1]

LAMPIRAN [V

LAMPIRAN Vv

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

Penjelasan Komisi A tentang Raperda tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan

Program Nasiona] Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan;

Penjelasan Komisi B atas Raperda tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petan;i dan
Nelayan:

Penjelasan  Inisiator Raperda  tentan g
Tanggungjawab Sosia] Perusahaan;

Pengantar Bupati atas 7 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2017;



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

H ABDUL HAFIDZ S.Pd | Bupati Rembang 1%7/%

BAYU ANDRIYANMTO, S & Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
Rembang

)

. ]’Pengadilan Negeri
T [Rembang

" /' B - i '\
5 | q AN AN ... |Dandim 0720 Rembang
/ ‘‘‘‘‘‘ ﬂu@ A% Kepolisian Resort
""""""" Rembang
g e ﬁ,m .............. Pengadilan Agama Kab.
"""" Rembang
|
Drs. SUBAKTI Sekertaris Daerah

B

19670421 189303 1' 008



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARITANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017

19

1 HMATD KAMIL M7,
2 [SUGHARTO

3 |HM MU:(S_YH). ST
4. |ZAIMUL UMANM NS

5_|MOKHAMAD ZAENUR

§ . [SULISTYO WETI ARIANT
7 [HENPY PURWOKO., § I
MOHAMMAD ANSTIOR]

H SUPAD!I

NUR HASYIM

FRAKSE DEMORRATY

HOGUNASIHIL S 1

EDVRKARTONGO, S 1 AT

IMRO ATUS SOLICHTALL S 1 A H

FCTITRMATT PURN AN AW AT

EKA SISWA KARTIK A

HOISLAHUDDIN

H. HARNQO, S E

MUGIYARTO. S

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

M. BISRL CHOLIL LAQUE

20 [MOHAMMALD IMROM

2t [HLYAS

22 ISHOLLH 1A

Keltua DPRD_V a

PUKUL  : 09.30 WIB
| NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
] 2 3 4 K
FKARSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

Anggota /.

Anggota '\

Anggota

. Anggota —
== ‘<'z

_Anggota 4 N 6____/

Angeota

Anggota
_Anggota

Anggota

Wakil Ketua DPR )
Ang gota
Anggota N\ |1 e e
Angrota < .
Ahggota -
,:-\1?\:{50{&1

Anggota

Angyota

Wakil Ketua DPRD ‘
Anggota
Anppon

Attty




| FRAKS!PDIPERIJUVANGAN NAXDEN R S B R D —
25 |SUMARSIH Wakit Rewa DPRD 128 .
26 |JASNMANI Anggota L
27 [WIDODO Anggota
28 |ALLIRCHAM, 8.1, Anggota
| 28 [NANIK SR SUNDARI Anggota
| 30 [DONNY KURNIAWAN, S 1. M M Anzgola
31 [FRIDA [RIANI Anggota - -
32 [MUHAMMAD BAHAUD DUROR. Spi Anggota 1
FRAKS!I PARTAT CERINDRA
A3 JHURENURNIAW AN < N
S HEUTEEAN ANT DN LGNNI .
1'
(35 |PUILSANTOSO, 5PN Anggorta N
38 [H YUDIANTO, S H ..Anggota S
37 |AYTARDIYAH MAYASARI Anggota
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
38 [H ISMARI S H Anggota .
38 JUATOT PAERAY, S 1M 8 Angyota ‘
40 (M JQI\'O SUPRIHADI, S 1. Ang_gp(a_-_/
41 |CATUR WINANTO, $.1
FIRAKSE HARAPAN
‘2 |SURARMAIN _Anggata
43 |SAHNINGSIH, S.F Anggota
t4 IPARAMITA PRAPANCA A N RS %] Anggota
45 [NURJANNAN Anggota 4¢
/'.vﬂ‘ "l
Ke rangan ‘) i p\\ P
o gin K/\UUP/\H N REMIBANG
JoN Lol ; ‘\' ,U/\
VLo r/ﬁ (-\ |




DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

10 JABATAN NAMA TANDA TANGAN

I

I |CAMAT REMBANG TR

2 |CAMAT KALIORI e,

VoO[CAMAL SUMBER |

— 1 . )
] 4

4 ]CAMAT SULANG PP

S O|CAMATBULU | s

o [CAMAT PAMOTAN | i 6

7 |CAMAT GUNEM | . S 7

x |CAMAT SALE | 8

i )

0 |CAMAT LasEM | %/ 4> ......... 9L /M [( .

1 |CAMAT PANCUR L V " o

1 CAMAT SEDAN o ‘ 1

12 JCAM/—\T SLUKE o m——m—_”-..' o o 12

| |CAMAT KRAGAN ’ (,3 7
[ o leamar saren WJ - j ” 1
B Gt ey 7 i~ |

i N Kl\p
} DPRD KAB. REMBANG

=S
v /SEK’R’E\?
T I <-:_
(U e WAN L
" \ ..... ...--"""""""7
' \’b\ \v/'\":‘ /,
\-




RAPAT PARIPURNA (| )
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KA

DAFTAR HADIR SKPD

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017

CPRD KABUPATEN REMBANG
BUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

1

PUKUL . 0930 WiB
NO | BADAN/BAG/DINASKKANTOR | Nama [ JABATAN | TANDA TANGAN
1 2 I 3 l 4 [ 5 . o
1 |STAF AHLI BUPATI | [ E **_‘%
2 [STAF AHLI BUPATI 2
3 |STAF AHLI BUPAT] 3 |
4 |STAF AHLI BUPATI FRarl & 4 /\)( jl
| 5 |ASISTEN I sEKDA E g
| & |ASISTEN Il sEKDA A FreaTe— | A5/ | 6
| 7 |ASISTEN Il sEKDA | N 22 J?M / 7
| 8 |BAG. TATA PEMERINTAHAN | H | | 4
9 |BAG. HUKUM I ‘Hv ,Mq, E i /(7‘/
10 |BAG. HUMAS ,Q A JO()X%

BAG. ADM. PEMBANGUNAN

| 12 [BAG. ADM. PEREKONOMIAN [] 12
13 (BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT [ lak z/«-\/ Aa i/ti by ]13 fﬂ‘:\ -
Ol A N Segyath [, [ Sapef]
15 |BAG. UMUM - 5 //
6 |BPPKAD MW brm o /2N
17 |INSPEKTORAT 17 _ ‘
18 |BAPPEDA fognles G Bt Scletos VZANNY
19 [DINSOSP2KB L Labron OIZS |
20 [BKD | I ]
21 |BPBD Vi~ € b N e/
22 |DPU TATA RUANG BV o) 2 2 g& 1
23 |DPKP/DINPERKIM NOes HennomA PU e 23 ( 0y W: }/V )
24 |DINAS KESEHATAN QUDVN% U Sedsgt | 5 2 N
25 |DINDIKPORA (M 22/ Sy _(/ -
26 |DINPERINDAGKOP & UMKM v/ ~26— _
27 |DINTANPAN Quir i tipan L ‘V i ]
29 JoNLUTAN (Buoivore (Ghedde, | ¥ L




NO BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L1 2 3 4 [
" 70 |PERUM PEGADAIAN 70
71 |BSM.BANK DANAMON 71
72 |DHARMA WANITA PERSATUAN 72
73 |GERAKAN PRAMUKA 73
74 |PMI CAB. REMBANG 74
75 |STIE. YPPI REMBANG 75
76 |DPC PPP 76
77 OPC PARTAI DEMOKRAT 77
78 |OPD PARTAl GOLKAR 78
79 |JPD PAN 79
80 |[PDPC PARTAI HANURA 80
81 |UPC PKS 81
82 |DPC PARTAI NASDEM 82
83 |DPC PARTAI GERINDRA 83
84 |UPC PKB 84
85 |LPC POI PERJUANGAN 85
86 |< UARA MERDEKA 86
87 |CAKRA TV 87 p
88 |FADIO CBFM Masuls gf(
89 |FADIO R2B W 89 ~
90 |MAJALAH BANGKIT %0
91 |PATI EXKSPRESS o1
82 |RADIO MATA AIR | 92
[ 93 % N 7o Frr 93?’:
o ”
9 85
96 96
97 97
| <8 , 98
e ! B | 93
! 100 ’ 100




NO

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR

JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 8

N I R

34 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP ’ | g" 34

35 |kanTOR KEssanaPoLnwas | T, & Ko T as ]
36 |DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN V/‘%/;}v{ j 4 3;#
37 |DINAS PMPTSP NAKER 37

38 |RSUD dr. R. SUTRASNO PP s - \ae/S
39 |SATPOL PP W lua LU yp 39/ JJNA NS
40 |TIM PKK KAB. REMBANG v ‘ / 40

4 [PDAM Fernauan | ko Bdn ey 41(@\“_&__

42 |PERCETAKAN DAERAH Sanaga & homonas. | e . iynpe 42 STl
43 |PD. BANK PASAR 43

44_|PT. MIGAS REMBANG ENERGY |48l ARIE\N) | Deditul— 44 @j: ,
45 |BANK BNI 46 45 "
46 |BANK JATENG CAB. REMBANG 46 G
47 |BRICAB. REMBANG 47

48 |PD BPR BKK LASEM 48

49 |PT.RBS 49

50 |APOTIK DAERAH 50

51 |KANTOR KEMENTRIAN AGAMA 51

52 |DIPENDA PROPINSI 52

53 |BPS KAB. REMBANG 53

54 |RUMAH TAHANAN 54

55 |PERHUTANI KPH MANTINGAN 55

56 |PERHUTANI KPH KEBONHARJO 56

57 |KANTOR PERHUTANI SPH IV 57

58 |KANTOR POS DAN GIRO 58

59 [TELKOM REMBANG 59

60 |PLN CAB. REMBANG 60

61 |BAWASLU KAB. REMBANG 61

62 |BPN KAB. REMBANG 62

63 |KANTOR PAJAK 63

64 |UP3AD (ASET DAERAH ) 64

65 |KANTOR PELABUHAN 65




NO |  BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 8

101 | 101

102 | 102

103 J\ 103

104 { o ) N 104

105 | o 105

,:“ ,\\n't

SQKRETARIS DPRD KAB REMBANG

IRRTL

(fi‘ r('K\J

.y ..‘--"" /
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KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

1.

II.

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

PERDESAAN (PNPM MD)

PENDAHULUAN

1.

Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal
dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD,Komisi
gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan
Daerah ;

. Bahwa Dberdasarkan Peraturan diatas maka kami

berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “Perlindungan
dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md)

€«

DASAR

1.

2.

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun



111.

PENJELASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah
satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang
digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah
perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan yang dikukuhkan
secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 dan
sekarang telah berakhir masa program kegiatannya untuk
itu perlu adanya kepastian perlindungan kepemilikan aset
hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terjadi kekosongan hukum terkait dengan
pengelolaan keuangan/ aset PNPM Mandiri Perdesaan di
tingkat desa dan kecamatan pada seluruh Kabupaten
Rembang.

Bahwa pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) di
tingkat kecamatan sampai hari ini terjadi keresahan atas
belum pastinya legal standing pada posisi keuangan
dimaksud.

Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Md) dalam Peraturan Daerah ini
bertujuan:

I. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan
keuangan/ aset hasil dari PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Memberikan pedoman tentang perencanaan pengelolaan
keuangan/ aset dari PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Mendorong dan mewujudkan ekonomi yang masif.

Adapun Manfaat Penyusunan Raperda ini adalah:

1. Dapat dijadikan kebijakan dan pedoman untuk
Pemerintah Desa melakukan arah pembangunan
berkelanjutan.



V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM Md).
Rembang, 18 Desember 2017

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua Tim Inisiator

MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telpon (0295) 691184, Fax. (0295) 693290
Email : setdprd@rembangkab.go.id

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN
NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang , pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal
dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi
gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan

Daerah ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami
berinisiatif mengusulkan Raperda tentang
“PERLINDUNGAN DAN PEMEBERDAYAAN PETANI DAN
NELAYAN”

II. DASAR

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun
- 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 September 2017 Tim Inisiator melakukan
FGD dengan UNDIP terkait Penyusunan Naskah
Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten
Rembang.

2. Tanggal 6 Oktober 2017 Tim Inisiator mengadakan
Public Hearing Tahap I.

3. Tanggal 8 Oktober s/d 11 Oktober 2017 Tim Inisiator
melakukan Study Banding ke . DPRD Kab. Sidoarjo,
DPRD Prov Jawa Timur Dan DPRD Kab. Lamongan.

4. Tanggal 9 November 2017 Tim Inisiator mengadakan
Public Hearing Tahap II.

76-Wov . 2017
5. Tanggal Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang
Tanggung Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan
Nelayan Di Kabupaten Rembang pada Pimpinan DPRD
untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 mengamunatkan bahwa negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungisegenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan
pertanian dan perikanan diarahkan untukmeningkatkan sebesar-
besar kesejahteraan petani/nelayan.Selama ini Petani/nelavan



ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang
merupakan hakdasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara
nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-
undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, secara
jelas dinyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa,
karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas
kesejahteraan.Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia
berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam
pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan
Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga
internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia.
Perlindungan Petani/nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk
kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor
kesepakatan dalam WorldTrade Organization, yang telah
diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisai Perdagangan
Dunia).Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk
melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi
sarana , produksi,
penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean
pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk
didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis
(tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan
nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean
pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang
bertujuan ' melindungi
sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang
merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan
yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean
pemasukan komoditas pertanian dan/ atau perikanan dilakukan
tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas
pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan,
upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk
mencapai



mampu menstimulasi Petani/nelayan agar lebig berdaya, antara
lain,

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses
Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses
Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga
kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi
Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ nalayan
adalahPetani/nelayan, terutama kepada Petanipenggarap paling
luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata
pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani
yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya
tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2(dua) hektare;
Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skalausaha kecil,
Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan
ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Perlindungan petani/nelayan
adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan
sarana produksi dan nelayan kepastian
usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan
lahan,kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan
perubahan iklim.Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan
melalui, (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan
memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2)
kepastian usaha yang meliputi jaminanpenghasilan karena
program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen,
Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga
komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dan
pasar),(4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5)
perubahan iklim dengan
membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan
Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan
mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tanit
penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan
melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan
berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan
Pemberdayaan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1)
pendldlkan dan pelat1han (2) penyuluhan dan pendampingan, (3)
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permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan
penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan
dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan,
kebersamaan,keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan,
dan Dberkelanjutan.Upaya perlindungan dan pemberdayaan
Petani/ nelayan selama inibelum didukung, oleh peraturan
perundang-undangan yang komprehensifholistik, dan sistemik,
sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hokum serta
keadilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha dibidang
pertanian dan atau perikanan.Undang-undang yang ada selama
ini masih Dbersifat parsial dan belum mengatur upaya
perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secarajelas,
tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-
undangantara lain:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah
Pertanian;

Undang-undang Nomor S Tahun .1960 tentang Pokok-pokok
Agraria;

Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas TanahPertanian;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perausaransian;

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang PerbankanAtas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan danTumbuhan;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
VarietasTanaman;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang- undange Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;:



17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian
InternasionalMengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan
Pertanian; _

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan danNelayan Perikanan, dan Kehutanan;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana,;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

KecildanMenengah;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
KesehatanHewan;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan RetribusiDaerah;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
LahanPertanian Pangan Berkelanjutan; dan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan teréebut, Peraturan Daerah ini
mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan
secara komprehensif holistik, dan sistemik dalam suatu
pengaturan yang terpadu dan serasi.



V. PENUTUP

Demikian penjelasan’ Tim Inisiator Raperda Inisiatif
tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, dan usulan
Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing — masing
Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada
kritik maupun saran dari Fraksi - Fraksi.

Rembang, | November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator Komisi B DPRD Kab. Rembang.

@ omisi B

IMRO’TUS SHO ICHAH S.E. M.\H
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
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PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi
Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota
DPRD,Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan
Peraturan Daerah ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif
mengusulkan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.

II. DASAR

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 Juni 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS
terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang

2 Tangeal 1 Agustus 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing



4. Tanggal 18 Juli 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS
terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

5. Tanggal 15 September 2016 Tim Inisiator mengadakan Public
Hearing Tahap II.

6. Tanggal 23 September 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan
UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
Rembang.

7. Tanggal 6 Oktober 2016 ,Pengajuan Surat Raperda Inisiatif
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

PENJELASAN

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan
ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah
dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan
produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan
masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem
perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara
sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi
semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai
institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (corporate
citizenship) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat.
Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan
tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut
serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada
persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people planet).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu
pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi
kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi
lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan
ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhaukan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal

P - - T £~ - /™ 1 raVaVYalsl Y h o Y



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah

ini bertujuan:

a.

mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai
tanggungjawab  sosial perusahaan termasuk  lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan
dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara
terpadu dan berdaya guna;

meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan
mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi
penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan
administrasi di daerah;

mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasij kegiatan
perusahaan beroperasi;

menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan
tanggung jawab sosial;

menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan
kesehatan masyarakat;

mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan
di daerah.

PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator atas Raperda Inisiatif tentang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Rembang, 18 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator
1. H. Joko Suprihadi, S. H.

2. Puyji Santoso, S. P., M. H.
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PENJELASAN BUPATI REMBANG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Senin, 18 Desember 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala
Dinas se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan
taufig, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,
bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam
mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi
masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati:

Penyelenggaraan  pemerintahan yang baik
membutuhkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan
dalam produk hukum daerah. Peraturan daerah
(perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan
daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan
pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan
perkembangan peraturan perundang-undangan yang
lebih  tinggi serta kebutuhan/kondisi masyarakat.



Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan

perundang-undangan dan dinamika masyarakat

Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru

serta perubahan atas perda-perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami
menyampaikan tujuh rancangan perda untuk dilakukan
pembahasan, yaitu:

a. Raperda tentang Penyelenggaraan |badah Haji Di
Kabupaten Rembang;

b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:;

c. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang;

d. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi:

e. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan:

f. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum; dan

L



g. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan

masing-masing raperda pada penje_lasan berikut :

Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Di Kabupaten Rembang

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang
pelaksanaannya membutuhkan kemampuan fisik,
non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah
lainnya, ibadah haji dilaksanakan secara terpusat
dan masal dalam rentang waktu yang bersamaan
serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari
umat Islam, tidak saja dari Indonesia melainkan
dari seluruh penjuru dunia. Dengan karakter yang
demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi
cukup diserahkan kepada pribadi-pribadi umat
Islam, melainkan membutuhkan keterlibatan
negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah



maupun negara-negara lain termasuk Indonesia
sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji
merupakan implementasi dari perlindungan hak
asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan
ajaran agamanya yang dijamin oleh Konstitusi.
Bentuk perlindungan itu antara lain melakukan
pengaturan melalui produk perundang-undangan
dan memberikan fasilitas guna mempermudah
pelaksanaannya. Semuanya bertujuan agar para
jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji
sécara nyaman, khusyu’ dan hikmat sehingga
memperoleh predikat haji mabrur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
telah mengatur  kewenangan organ-organ

pemerintah untuk berpartisipasi dalam



penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum
kewenangan itu dibedakan antara pemerintah
pusat yang notabene Kementerian Agama dan
pemerintah daerah melalui Gubernur dan/atau
Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan
kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota adalah
pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji
(PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi
maupun daerah yang tidak memiliki embarkasi.
Kewenangan lain yang didistribusikan adalah
transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat
keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi dan
transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat
Kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu
Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya
juga secara implisit memberikan kewenangan
kepada Gubernur dan/atau BupatiMWali Kota untuk
memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan



jamaah haji selama di daerah. Semua pelayanan
jamaah haji di daerah yang tidak diberikan oleh
pemerintah pusat itu harus dituangkan dalam
Peraturan Daerah

Il. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien sangat membutuhkan
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Kewenangan dan tanggung jawab Pejabat
dalam pengelolaan aset Daerah, dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah yang kemudian dicabut dan
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27



Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut
mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik
yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus
logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam
penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih
mendasarkan  pada  ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Hal ini sesuai

dengan Keputusan Gubernur yang membatalkan



Perda Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ruang lingkup Barang Milik Daerah dalam
Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian
Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi
Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang

Dalam rangka melindungi kepentingan umum.
Pemerintah  memberikan jaminan  akurasi
pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-

alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya pembagian urusan pemerintahan di
bidang Perdagangan pada sub bidang
standarisasi dan  perlindungan  konsumen,
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera
ulang dan pengawasan merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut
pemerintah Kabupaten Rembang periu melakukan

pengaturan yang dituangakan dalam peraturan
daerah.

. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu
kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan
budaya yang mempunyai peranan penting di
daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan
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daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Selain berperan mendukung berbagai bidang
pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula
untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya
berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan
secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran
dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian,
keseimbangan, profesionalitas, kemandirian,
keterbukaan, kemiteraan, keamanan  dan
keselamatan, kebebasan, pembangunan
berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini
merupakan sebagai upaya memberikan arah
pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi

untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,



andal, berdaya saing tinggi, dan mengahasilkan
pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan lkan

Rancangan Perubahan Kedua Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
lkan di Kabupaten Rembanga dalah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
nelayan dan bakyl ikan serta penyesuaian
nomenklatur yang bertangggungjawab terhadap
pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Untuk
meningkatkan pelayanan Pembayaran  bakyl
kepada nelayan diperiukan fasilitasi  melalyi
regulasi perubahan Perda pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan. Sehingga diperlukan perubahan
Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
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VL.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan lkan di Kabupaten Rembang.

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum ‘

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk
karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi untuk
diterapkan dalam kondisi sekarang. Seiring
perkembangan zaman yang berdampak pada
padatnya lalu lintas di Kabupaten Rembang juga
turut melatarbelakangi dibentuknya rancangan
Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan parkir
di tepi jalan umum maka Tarif retribusi yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

-~
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VI

Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan
perubahan.

Perubahan Organisasi Perangkat daerah
Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab
terhadap pengelolaan pelayanan parkir di tepi
jalan umum juga turut melatarbelakangi
perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor § Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk
karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir tidak sesuai lagi untuk diterapkan
dalam kondisi sekarang. Seiring perkembangan
zaman yang berdampak pada padatnya lalu lintas
di  Kabupaten Rembang juga turut
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melatarbelakangi dibentuknya rancangan
Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada
tempat khusus parkir maka Tarif retribusi yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Organisasi Perangkat daerah
Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab
terhadap pengelolaan tempat khusus parkir juga
turut melatarbelakangi perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir,

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati:

Demikian beberapa hal yang perlu saya
sampaikan sebagai pengantar pengajuan tujuh
Raperda tersebut di atas, Selanjutnya Kami mintakan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan
memberikan  persetujuan. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada kita semua. Amin, ya Robbal ‘Alamin.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

o BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (1I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari . Selasa
Tanggal : 19 Desember 2017

Waktu @ 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. SIFAT RAPAT . Terbuka

II.  ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 ( tujuh )
Raperda;

3. Pendapat Bupati atas 3 (tiga ) Raperda Inisiatif DPRD;
4. Pembentukan Panitia Khusus untuk 10 ( sepuluh) Raperda;
5. Skors;
6. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus;
7. Penutup.
IV.  PIMPINAN RAPAT
1. Nama . H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan . Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SFKRFTARISRAPAT



V1. JUMLAH ANGGOTA

1.

N o s A WD

Fraksi Persatuan Pembangunan
Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan

: 10 orang
: 8 orang
: 6 orang
: 8 orang
: 5 orang
: 4 orang

: 4 orang

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

A

. Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan

: 45 orang

: 10 orang
: 6 orang
: 3 orang
: 4 orang
: 4 orang
: 2 orang

: 2 orang

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1.

A O

Fraksi Persatuan Pembangunan
Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

: 31 orang

: - orang
: 2 orang
: 3 orang
: 4 orang
: 1 orang

: 2 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian
dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua yang
hadir di sini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha
Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua,

sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD membahas
10 ('sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Keabsahan pelaksanaan rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan

ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama tanggal 18 Desember



tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang,
yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang.

Dengan demikian kuorum dalam rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “Bismillaahirrohmaanirrohiim” tepat
pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka

untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD
bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang
pada tanggal 27 November 2017, terdapat 4 agenda pokok dalam rapat
paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada
Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 Raperda, meliputi :
1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

2.Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Raperda tentang [jin Usaha Jasa Konstruksi;

4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:



6.Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
7.Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

3. Pendapat Bupati atas 3 Raperda Inisiatif, meliputi :
1. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasi] Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,

2.Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanj dan Nelayan,

dan

3.Raperda tentang Tanggungjawab Sosja] Perusahaan,

4. Pembentukan Panitia Khusus membahas 10 ( sepuluh ) Raperda;
3. SKors ( Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus );

6. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus;

7. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.
Marilah kita masuki acara yang kedua, yaity Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi atas 7 ( tujuh ) Raperda.

Kepada yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya

persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu ;

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Muhammad Zaenuri

2. Fraksi Demokrat : Imro’atus Sholichah, S.E.,M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Imron
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. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Frida Iriani



Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, dipersilahkan.

> ( Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 (tujuh ) Raperda terlampir )

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.
Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara ketiga yaitu Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Inisiatif DPRD
Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

=== PENDAPAT BUPATI ATAS 3 RAPERDA ===

» (Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang

terlampir )
Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.
Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara keempat yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas 10 (
sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun
Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang, telah disepakati bahwa 10 (
sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dibahas oleh
Panitia Khusus, yang mana anggotanya berdasar atas usulan masing-masing

fraksi, dengan pembagian tugas sebagai berikut :



b. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Panitia Khusus II membahas 2 ( dua ) Raperda, yaitu :
a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan Nelayan.
b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
3. Panitia Khusus IIIl membahas 3 ( tiga ) Raperda, yaitu :
a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
¢. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.,
4. Panitia Khusus IV membahas 3 ( tiga ) Raperda, yaitu :
a. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir.
b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
¢. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Selanjutnya oleh masing-masing fraksi melalui surat yang disampaikan
kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, telah disampaikan nama-nama
yang didudukkan pada keanggotaan Panitia Khusus. Dari usulan nama tersebut,
dapat kami susun keanggotaan pada masing-masing Panitia Khusus |,
sebagaimana tertuang pada Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya

berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.



» Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. ( Fraksi Gerindra )
“ Maaf Pimpinan dari rancangan SK pembentukan Pansus terkait
pembagian raperda yang dibahas masing — masing pansus saya lihat ada
satu yang belum klik atau kurang pas, yaitu pada pansus III yang membahas
raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah saya kira kurang pas jika dibahas
oleh pansus III dan saya rasa lebih pas jika dibahas oleh pansus II dengan
background dari komisi B yang lebih paham akan hal tersebut dan hasil
pembahasannya bisa maksimal. Terima Kasih Pimpinan .

» H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

“ Terima kasih mas Puji atas interupsinya, memang rancangan SK itu
merupakan hasil dari kesepakatan rapimgab kemarin dan usulan tersebut
juga dari fraksi. Jadi saya tawarkan saja apakah usulan mas Puji tadi bisa

disepakati oleh anggota DPRD yang hadir dalam paripurna hari ini dan juga
paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan DPRD.
Monggo mungkin yang lain ada usulan 277"

» H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )
* Terima kasih Mas puji tolong dihormati keputusan rapimgab kemarin dan
perlu disikapi adalah ini jagan bicara komisi tapi basisnya pansus bukan
komisi. Terkait nanti pas atau tidak ini resiko dari fraksi”

» Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. ( Fraksi Gerindra )
“ Silahkan jika memang ini disepakati bersama karena ini forum tertinggi
tapi untuk lebih afdolnya saja, karena pembahasan yang mepet dan kita
perlu adaptasi terlebih dahulu dan perda yang dihasilkan kurang maksimal.
Terima kasih”

» H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

“ Mungkin yang lain ada usul??”
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“ Terima kasih Pimpinan saya berterima kasih atas usulan temen saya
sesama fraksi Gerindra, tetapi saya setuju jika kita tetep menghormati pada

keputusan rapimgab kemarin. Terima kasih.”

» Sdr. H. Henry Purwoko ( Fraksi Gerindra )

“ Terima kasih Pimpinan. Ini biar ada kesimpulannya. Usul pak puji juga
bagus kita bisa mengakomodir sebagai anggota, tapi proses pansus ini
sudah mulai dijalankan melalui dari rapimgab, rapat fraksi dan banmus.
Sekarang kita tawarka saja kepada temen — temen apakah usulan pak puji

bisa diakomodir atau kita tetep pada draf yang diusulkan fraksi — fraksi.”
Sdr. H. Ismari, S.H ( Fraksi Karya Sejahtera )

* Tadi saya setuju soal anggotanya tapi yang dibahas tidak setuju artinya
mbok ya dicarikan backgroun masing masing itu sebaiknya dikembalikan

pada background komisi b atau pansus II dan hasilnya bisa maksimal

Terima kasih.”

Sdr. Ali Ircham, S.T ( Fraksi PDI Perjuangan Nasdem )

“ Tadi memang ada perbedaan persepsi antara setuju tentang raperda yang
dibahas atau setuju dengan usulan anggota pansusnya dan tadi juga ada
usulan pergeseran raperda ke pansus II. Kita meghormati usulan dari pak

Puji tadi jadi kita tawarkan saja Pimpinan. Terima kasih.”

» H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )

* Sebentar mohon dihormati hasil rapimgab kemarin dan jika ini diulang
kita harus nunggu surat dari fraksi lagi. Kita harus meghormati surat dari
fraksi yang dutujukan kepimpinan dan ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris, sehingga tidak bisa dirubah”
» H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )
* Oke terima kasih tadi sudah disetujui dengan draf yang diusulkan fraksi-
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Saya tawarkan kepada saudara-saudara :
“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia Khusus
11, Calon Anggota Panitia Khusus III dan Calon Anggota Panitia Khusus 1V
dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

= SETUJUUUU!!! =
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan pada masing-masing Panitia
Khusus dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan pada masing-

masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan
bahwa “ Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh
Anggota Panitia Khusus .

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus,
telah disediakan tempat sebagai berikut :
- Pansus I menempati ruang Komisi A
- Pansus Il menempati ruang Komisi B
- Pansus III menempati ruang Komisi C, dan

- Pansus IV menempati ruang Komisi D.

acil Aart memilihan nirmninan macino-macino Panciic acar dicerahlan kenada



Memenuhi keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors

selama 10 menit.

( Ketuk palu 1 kali )
====4CARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus

telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita lanjutkan acara keenam, yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia
Khusus membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan
berita acara hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami,
maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 10

(sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai

berikut :
Panitia Khusus I
Ketua : Muhammad Asnawi, S.Pd.I.
Wakil Ketua : Muhammad Anshori

“Apakah dapat disetujui ?”’
= SETUJUUUUU =====—==—====

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Panitia Khimitenie T



“Apakah dapat disetujui ?”
SETUJUUUUU ==

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Panitia Khusus 111
Ketua : Widodo
Wakil Ketua : Puji Santoso, S.P., M.H.

“Apakah dapat disetujui ?”
=========== SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Panitia Khusus IV
Ketua : H. Henry Purwoko, S.Pd.

Wakil Ketua : H. Islahuddin

“Apakah dapat disetujui ?”
= =SETUJUUUUU ======—==—=—-

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir men yetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Susunan Pimpinan dan keanggotaan Pansus yang telah disetujui ini,

selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.,

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka berakhir

sudah acara rapat pariburna ini Terima kacih  afac  meachott e 1



memimpin rapat. Untuk Rapat Paripurna Ketiga akan dilaksanakan besuk pagi,

Rabu tanggal 20 Desember 2017.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin tepat

pukul 13. 35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

RSN .
- Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009




LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD

KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017

LAMPIRAN |

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se
Kabupaten Rembang;

: Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 7

Raperda ;

: Pendapat Bupati atas 3 Raperda Inisiatif DPRD;

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8

Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan
Keanggotaan Panitia Khusus I, II, IIT dan IV Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah:



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA (11 ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 |H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.l. Bupati Rembang
(Yo
2 |BAYU ANDRIYANTO,S.E. Wakil Bupati Rembang 2 N
3 Kejaksaan Negeri
............................................... S,
Rembang
4 Pengadilan Negeri 4
............................................... Rermbang
5 | [TAR NSO Dandim 0720 Rembang
5 Kepolisian Resort 5
............................................... Rembang
2 MUAHIU p/ Pengadilan Agama Kab.
............................................ Rembang
8 {Drs. SUBAKTI Sekertaris Daerah 8...

o ———

S

y

,/Y! 1)

/j - SERET, )
&,

NP 19670421 199303 1 009
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&:M‘—j . DRUPODO, M.SI



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ( 11) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARITANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1 2 3 4 5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN I
(
1 |H MAJID KAMIL MZ Ketua DPRD /\( A % )
2 [SUGIHARTO Anggota / Xl 2 a AL .."I/L’
3 |HM. MURSYID,S.T. Anggota 3 i \/\ a\\
4 |ZAIMUL UMAM NS Anggota ===="T" A~ “é\ﬁ\ #ﬁ
- ]
5 |MOKHAMAD ZAENURI Anggota -~ )‘H
il
6 |SULISTYO WETI ARIANI Anggota /‘/p 6 \%§7 )
7 |HENRY PURWOKO, S Pd, Anggota 7 /(N\ - /
, L4
8 |MOHAMMAD ANSHORI Anggota / 8
9 {H. SUPADI Anggota 9
S jovbADL -
~10_|NUR HASYIM Anggota 10 N .

FRAKSI DEMOKRAT

11

H GUNASIH, S.E.

Wakil Ketua DPRD

-

12 |EDI KARTONO, S.Pd, M H. Anggota \‘ A 12 ,%

13 [IMRO’ATUS SOLICHAH, $.E, M.H. Anggota \ 13 \\ ?,:_f -
14 |Hj. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota \(14 / AT
15 |EKA SISWA KARTIKA Anggota EW‘

16 {H ISLAHUDDIN Anggota \ (’ ?
17_|H. HARNO, S.E. Anggota 17 \ YO

18 [MUGIYARTO, S T. Anggota 18 M

] t RTO. ST AL t——

FRAKSI PARTA! KEBANGKITAN
BANGSA

M. BISRI CHOLIL LAQUF

Wakil Ketua DPRD

| 20 /MOHAMMAD IMRON Anggota
21 |ILYAS Anggota 121
22 |ISHOLEH. B A Angoota




i

kol el !

| FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
25 |SUMARSIH Wakil Ketua DPRD {25
| 26 JASMANI ) Anggota 26
27 {WIDODO Anggota 27 )
—
28 [ALIIRCHAM, S.T. Anggota 28
29 |INANIK SRI SUNDARI Anggota 29 g Javye)
30 |DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota A 30 ( ’
R bt . .\”}/—y \
31 |FRIDAIRIANT Anggota 431 p—o
32 MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi. Anggota - 32
FRAKSI PARTAI GERINDRA
33 |HERIKURNIAWAN, S.E. Anggota
34 |H CHASANUDDIN Anggota
35 [PUJI SANTOSO, SP, M.H. Anggota
36 {H YUDIANTO, S.H. Anggota
37 |AYU ARDIYAH MAYASARI Anggota
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
38 |H ISMARI, S H. o Ax;ggota
39 {GATOT PAERAN, S.H, M.Si. Anggota
40 |H. JOKO SUPRIHADI, S.H. Anggota
41 |[CATUR WINANTO, S.H. Anggota
FRAKSI HARAPAN
42 |SUKARMAIN Anggota
43 [SAHNINGSIH, SE. Anggota
44 |PARAMITA PRAPANCA ANR, S.Pd, Anggota
45 |NUR JANNAH Anggota
Keterangan :
11 jin
2 S Sakit




DAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA (I ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 0930 WIB
NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN
I [CAMAT REMBANG | . 1
2 |CAMATKALIORI | 2
3 |JCAMAT SUMBER | .. 3
4 |CAMAT SULANG | 4
5 {CAMATBULU | ) 5
6 |CAMAT PAMOTAN | 6
7 JCAMAT GUNEM | 7
8 |CAMATSALE | 8
9 |CAMATLASEM | oo 9
10 |[CAMATPANCUR | . ... 10
11 |CAMAT SEDAN | 11
12 |CAMAT SLUKE | 12
I3 |CAMATKRAGAN 13
14 |CAMAT SARANG | ... o 14
I
AT K

o omane m————an

(15 DPRD KAB. REMBANG
N
hs)

SETWAN |

W
- DRUPODO, M.Si
. 19670421 199303 1 009




DAFTAR HADIR SKPD

RAPAT PARIPURNA (1i ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARITANGGAL : SELASA, 18 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB
NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 |STAF AHLI BUPATI :
2 |STAF AHLI BUPATI 2
3 |STAF AHLI BUPATI 3
4 |STAF AHLI BUPATI 4
5 |ASISTEN | SEKDA 5
6 |ASISTEN Il SEKDA | \ 6
7 |ASISTEN 11l SEKDA N edfogn N7 M
8 |BAG. TATA PEMERINTAHAN M,;;jﬁrh & - — 8/-\?:-
S |BAG. HUKUM ™ (V6 ), s 7z \‘J
10 |BAG. HUMAS Moern T L0
11 |BAG. ADM. PEMBANGUNAN /s b L1 [ lesdae =
12 |BAG. ADM. PEREKONOMIAN ~ 12
13 |BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT | L4 4o hat vt [Clsn 13 L,f' .
T S R [T g
15 |BAG. UMUM Epnthords ~ 15 (@A
16 |BPPKAD At asuslAR ) 16 /\QI&M
17 |INSPEKTORAT . 117
18 |BAPPEDA Neesrvleo 8~ iy (lrefans L/ 18
19 |DINSOSP2KB et wsbagun, 19 |
20 |BKD fupterr = jaond | 7 20\
21 [BPBD FW% 21 /P{ /]
22 |DPU TATA RUANG Sy /Meege ey N[ 2 A
23 |DPKP/ DINPERKIM 9024m ennaru ‘ 28 . (| [ /v
24 |DINAS KESEHATAN Al hahy | A I p 24 e
25 |DINDIKPORA pudn/opo! Pre s o= (-
26 | DINPERINDAGKOP & UMKM Alcrran oo | KAD |~ AC NS
27 |DINTANPAN R Y e /// M
28 |DINLUTKAN 524/@\ TN L . {%/
29 (Q\IM | ST N B!

DINKOMINFO




BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
N v K
34 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP Xphs
% |KANTORKEsBanGrOUNWAS | T/ 7\ K 72/ 35 / )
3 _|DINAS ARSIP & PERPUSTAKMAN | /. d92es, Salr 36
37 |DINAS PMPTSP NAKER JuNnAR e8¢ 37 (/{ }\
38 [RSUD dr. R. SUTRASNO PU 0T VNN 38 /%
39 |SATPOL PP 39 \
40 |TIM PKK KAB. REMBANG R
41 [PDAM Frecnawan ¥ |, hds e 4\@‘?‘&_‘
42 |PERCETAKAN DAERAH
43 |PD. BANK PASAR 43
44 |PT MIGAS REMBANG ENERGY 44
45 |BANK BNI 46 45
| 46 |BANKJATENG CAB. REMBANG 46
47 |BRI CAB. REMBANG 47
48 |PD BPR BKK LASEM 48
49 [PTRBSJ 49
50 |APOTIK DAERAH 50
51 |KANTOR KEMENTRIAN AGAMA 51
52 |DIPENDA PROPINSI 52
53 |BPS KAB. REMBANG 53
54 [RUMAH TAHANAN 54
55 |PERHUTANI KPH MANTINGAN 55
56 |PERHUTANI KPH KEBONHARJO 56
57 |KANTOR PERHUTANI SPH IV 57
58 |KANTOR POS DAN GIRO 58
59 |TELKOM REMBANG 59
60 |PLN CAB. REMBANG 50
61 |BAWASLU KAB. REMBANG 61
62 [BPN KAB. REMBANG 62
63 |KANTOR PAJAK 63
64 |UP3AD (ASET DAERAH ) 64
65 |KANTOR PELABUHAN 65
66 |KETUA KPU KAR REMRAN




BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
70 |PERUM PEGADAIAN 70
71 |BSM.BANK DANAMON 71
72 |DHARMA WANITA PERSATUAN 72
73 |GERAKAN PRAMUKA 73
74 |PMI CAB. REMBANG 74
75 |STIE. YPPI REMBANG 75
76 |DPC PPP 76
77 |DPC PARTAI DEMOKRAT 77
78 |DPD PARTAI GOLKAR 78
79 |DPD PAN 79
80 |DPC PARTAI HANURA 80
81 |DPC PKS 81
82 |DPC PARTAI NASDEM 82
83 |DPC PARTAI GERINDRA 83
84 |DPC PKB 84
85 |DPC PDI PERJUANGAN 85
86 |SUARA MERDEKA 86
87 |CAKRA TV 87 1p
88 |RADIO CBFM Mago g Periyon 88 hyf VLA
89 |RADIO R28 ' 89 ™
90 |MAJALAH BANGKIT S0
91 |PATI EKSPRESS 91 y
52 |RADIO MATA AIR >
93 | Usthreyg D/'m}%\md:g&wf U thsnio - giﬁjfl
94 Agasn w ke 94
o i T o
%6 ' e
97 o7
%8 98
99 99
100 \ 100




o BADAI\I/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
i 2 3 2 5
101 | 101
102 102
103 103
104 104
105 P i 105

I”’
& N > Bfs, DRUPODO, M.Si
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PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

. M AR

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI : SELASA

TGL. : 19 DESEMBER 2017
Dibacakan Oleh - MOKHAMAD ZAENURI

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER AN




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017
SELASA , 19 Desember 2017
Dibacakan oleh: M. ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....
Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillahi Robbil a’lamiin, assholatu wassalamu a’la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa’ala alihi wosohbihi ajma’iin..., Amma ba’du ..

Yang kami hormati :
=> 5dr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

=> Sdr. StafAh“ BUDaﬂ dan Acicton Calbratmrie Moo b 1L ™~ 1



=> Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang .

=> Sdr. Camat dilingkungan Kabupaten Rembang .

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu
marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala
limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada Kkita,
sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini,
dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, MUHAMMAD
SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Sampai hari ini , di belahan dunia masih gempar menjadi pembicaraan
masyarakat luas , berkenaan dengan keputusan presiden Donal Trump, tentang
Yerusalem dijadikan ibu kota Esrail » Maka terkait dengan keputusan tersebut, kami dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupeten Rembang, ikut prihatin dan
menyatakan sikap menolak terhadap keputusan yang dzolim tersebut, dan kami tetap
membela terhadap perjuangan Palestina , serta selalu mendoakan kepada saudara kita

dan para pejuang Palestina, semoga ALLAH selalu memberikan kekuatan , ketabahan
dan keberhasilan. Amiin...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami » terhadap tujuh Raperda
tahun 2017, yang Paparan penjelasanya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat
paripurna, pada hari Senin , tanggal 18 Desenber 2017 kemarin , kami dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten
Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 7 ( tujuh ) Raperda tahun
2017 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun 7 ( tujuh ) Raperda dimaksud adalah
1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang,
Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Raperda Tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi,



6. Raperda Tentang Perubahan Kedua, atas Perda Nomor 16 Tahun 2011,
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010,
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ; Dan..

7. Raperda Tentang Perubahan Ke dua, Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap 7 (tujuh)
Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan
Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan
sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam
pelaksanaan pembahasannya, antara lain

1. Terkait dengan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang :

Bahwa , dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang merugikan
masyarakat, diantara pihak yang bertransaksi dengan menggunakan alat ukur
atau timbangan dan sejenisnya, dan untuk menjamin akurasi pengukuran satuan
yang dibutuhkan, diperlukan adanya control, sebagai pengendali alat ukur
dimaksud, dengan melakukan kalibrasi dalam tempo waktu yang ditentukan,
sehingga alat ukur tersebut tetap sesuai dengan standart yang normal. Maka
berkenaan dengan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera
Ulang , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik dan
memberikan dukungan yang positif, dan sekaligus sebagai sumber untuk
menambah pendapat asli Daerah,

2. Terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Rembang :

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 , pasal 35 ,» Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan bahwa , Trasnportasi jama’h haji
dari daerah asal ke embarkasi , dan dari embarkasi ke daerah asal, menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah
nomor 79 tahun 2012, tentang Pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2008, tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur tentang masing-masing kewenangan
antara pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut
ketentuan Undang-undang dan Peraturan tersebut, dan dalam rangka untuk
memberikan pelayanan yang prima kepada Jama’ah haji masyarakat Rembang,
dari Fraksi PPP memandang perlu, segera diterbitkanya Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Terkait dengan Raperda Tentang ljin Usaha laca Kamctrr be: .



harus memenuhi ketentuan persyaratan Tehnis dan persyaratan lainya , sehingga
effektifitas dan efisiensi bidang pembangunan di Kabupaten Rembang, dapat
tercapai dan dapat bermanfaat untuk masyarakat . Maka agar maksud tujuan
tersebut di atas terwujud , kami fari Fraksi PPP , memandang penting adanya
Regulasi sebagai pedoman dasar hukum, untuk mengaturan usaha bidang Jasa
Konstrusi di Kabupaten Rembang.

4. Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari hasil Pemeriksaan / audit BPK setiap tahun , tentang pelaksanaan APBD
Pemkab Rembang, hasil Opini yang didapat masih dengan predikat WDP |, dan
untuk mendapatkan predikat WTP, dari penilaian pemeriksa { BPK ) , problem
yang masih belum dapat terselesaikan adalah tentang pengelolaan Aset daerah ,
Maka kami Fraksi PPP berharap |, agar Opini dengan predikat WTP Pemkab
Rembang segera terwujut, setelah kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan
asset daerah ini duberlakukan, minta kepada Pemkab Rembang, agar
penanganan asset milik daerah ini betul-betul ditangani secara serius.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang 7
( tujuh ) Raperda Tahun 2017 in; , karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan
dengan banyaknya kegiatan yang lain, marilah kita selalu mohon pada ALLAH SWT,
semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita

lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a’laikum Warohmatullahj Wabarokaatuh

Rembang , 19 Desember 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA R SEKRETARIS



PANDANGAN UMUM FRAKS| DEMOKRAT
ATAS
7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Retribusi Parkir Khusus

3. ljin Usaha jasa Konstruksi

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan lkan

7. Pelayanan lbadah Haji

PARTAI DEMOKRAT

FRAKS| DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

JI. Diponegoro No. 88 Rembang

PARTAI DEMOKRAT Telp. (0295) 691194

“

0N bW

PANDANGAN UMUM FRAKS! DEMOKRAT
ATAS
7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :

. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

Tentang Retribusi Parkir Khusus

. ljin Usaha jasa Konstruksi
. Pengelolaan Barang Milik Daerah
. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum

. Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor

4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
lkan

. Pelayanan Ibadah Haji

SELASA, 19 DESEMBER 2017
Dibacakan oleh : IMRO’ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang



5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

/7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-
rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya
sehingga pada siang hari ini masih diberi kenikmatan hidup dan
kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD
Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Bahwa Peraturan Daerah ini dibahas untuk menjadi pedoman bagi
pemangku kepentingan, untuk kemaslahatan masyarakat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, yang kami sayangkan
adalah kenapa permintaan pembahasan Perda ini di ujung tahun

anggaran?

Padahal program pembentukan Perda sudah ditetapkan dalam
paripurna sebelum penetapan APBD induk tahun 2017 yaitu pada bulan
november 2016. Pertanyaannya dalam kurun waktu setahun bagian
hukum Setda Kabupaten Rembang apa yang di kerjakan? Padahal
sebagian adalah perubahan perda. Normatifnya pembahasan perda
non APBD dibahas sebelum perda APBD disampaikan ke DPRD.
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Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dari 7 Raperda yang diajukan terdapat 3 perda terkait retribusi yaitu
terra ulang, parkir ditempat khusus dan parkir di tepi jalan umum, kami
berpesan bahwa Perda ini disamping untuk menambah pendapatan asli
daerah juga harus di imbangi dengan pelayanan yang baik. Dan yang
tidak kalah pentingnya yaitu tentang pelaksanaan dilapangan sesuai
dengan perda tersebut (penindakan perda).

Terkait perubahan perda tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan
kami berharap Pemkab benar-benar melaksanakan perda ini nantinya

dengan sebaik-baiknya dan meminimalkan kebocoran yang selama ini
indikasinya sangat besar.

Tentang perda pengelolaan barang milk daerah kami fraksi demokrat
mendorong Pemkab untuk Seégera menyelesaikan aset daerah yang

tercatat tetapi barangnya sudah tidak ada sesuai dengan laporan BPK
Jawa tengah bulan laly.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebelum menganhkiri pandangan ini kami Fraksi Demokrat DPRD
Kabupaten Rembang menyampaikan supaya Pemerintah Kabupaten
Rembang mengevaluasi perda-perda yang tidak sesuai atay
bertentangan dan bahkan yang sudah tidak berlaku lagi,

Kami juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
jangan hanya bisa membuat Perda tetapi dalam pelaksanaan Perda
tersebut harus berani menindak pelanggaran-pelanggaran secara

tegas, supaya ada manfaatnya bagi masyarakat luas.

Semoga kita dalam membahas Perda-Perda tersebut dapat
membuahkan hasil yang memuaskan baai masvarakat Kahiimatan



Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua,
Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan,
Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama

penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan  kekuatan petunjuk, bimbingan dan

perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum wr, wb.

Rembang, 19 Desember 2017
FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG




PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PemandanganUmum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

7 RAPERDA NON APBD

Disampaikan oleh : H. Subawoto
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rem bang
Selasa, 19 Desember 2017

Assalamu ‘alaikum wr. wh,
Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, Para Anggota Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala
Kesatuan TNI-POLRI, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kab, Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang,
beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD
kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para
Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pim.pinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia



Mengawali pemandangan umum ini perkenankan, meskipun sudah lewat,
kami menyampaikan selamat Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13
Desember. Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat penting untuk
meneguhkan semangat dan wawasan kenusantaraan kita. Walau kita terdiri dari
banyak suku, ras, agama dan terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh
lautan-lautan, kita tetap satu bangsa dalam wadah NKR!.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah  kami menyampaikan
pemandangan umum sebagai berikut :

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

1. Ruang lingkup Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini
sangat luas sekali karena retribusi ini bersifat wajib bagi para pemilik alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rembang yang
mungkin jumlahnya mencapai ribuan. Maka dari itu, Pemkab harus
menyiapkan tenaga teknis yang memadai dan dalam hal tenaga teknis
sangat terbatas, pemkab harus melakukan menejemen tenaga teknis sebaik-
baiknya untuk mencapai target yang maksimal.

2. Teraltera ulang adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai
bagian dari pelayanan dan upaya perlindungan konsumen. Tera/tera ulang
juga merupakan kebutuhan mutiak dalam perdagangan, industri, pertanian,
peternakan, perikanan bahkan pendidikan. Sehingga dengan adanya perda
ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh
pelayanan, perlindungan dan kondisi persaingan yang sehat dan kompetitif
di Kab. Rembang. Maka dari itu, pemkab harus melakukan sosialisasi yang
masif terkait perda ini agar masyarakat terutama para pemilik alat ukur dan
sejenisnya sadar tera/tera ulang.

3. Teraltera ulang adalah proses penandaan bahwa sebuah alat ukur tertentu
layak/tidak layak dan sah/tidak sah untuk digunakan. Untuk itu, FPKB
berharap pemkab menyediakan sarana prasarana reparasi alat ukur un\tuk
mengantisipasi adanya alat ukur yang rusak sebelum dilakukan tera ulang

4, FPKB meminta pemkab melalui OPD terkait melakukan pen-dataan supyek
dan obyek wajib tera agar pelaksanaan perda ini dapat maksimal serta jelas
dan terukur baik pelaksanaan maupun pendapatannya.
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pemkab melakukan penertiban pengelolaan tempat khusus parkir dengan
menunjuk juru parkir-juru parkir yang jelas dan terdata serta profesional.

2. Sefiap Tempat Khusu Parkir seharusnya diberi pengumuman tarif retribusi
parkir agar pengguna perkir mengetahui besaran tarif resmi untuk
menghindari penyimpangan atau pungutan liar oleh oknum tertentu.

3. Pengelolaan perparkiran atas Tempat Khusus Parkir harus dijiwai
semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilik
kendaraan. Maka dari itu, pihak pengelola dan para juru parkir harus
profesional dalam melakukan pengelolaan. Kami menyarankan agar
pemkab memberikan bimbingan teknis pengelolaan kepada para
pengelola untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

Raperda tentang ljin Usaha Kontruksi

1. Perda tentang ljin Usaha Kontruksi sangat penting untuk disahkan sebagai
payung hukum dalam proses pemberian ijin usaha jasa kontruksi. FPKB
berharap perda ini tidak hanya digunakan sebagai formalitas semata
namun harus bisa menjamin kegiatan kontruksi dengan hasil yang
berkualitas. Kami ingin agar ke depan sarana-prasarana dan infrastruktur
yang pembangunannya dibiayai oleh APBD benar-benar memenunhi
standar mutu yang tinggi. Kami juga berharap perda ini dapat mewujudkan
ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan dapat memberikan
perlindungan kepada para pemilik usaha jasa kontruksi terutama yang
berasal dari lokal Kabupaten Rembang.

2. Banyak sekali pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa kontruksi,
tapi juga sering kita temukan hasil pekerjaan yang kurang baik. FPKB
mendorong Pemkab. Rembang agar memberikan bimbingan, pembinaan
dan pengawasan kepada mereka agar ke depan kegiatan dan pekerjaan
kontruksi di Kab. Rembang lebih tertib, aman, lancar dan berkualitas'

Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah

Perda ini sangat penting untuk disahkan agar pengelolaan barang milik
daerah mempunyai pedoman secara yuridis sehingga aset daerah dapat dikelola
secara modern dan profesional.

Pada kesempatan ini FPKB memberikan beberapa catatan kepada Pemkab

Rembang :



2. Inventarisasi barang milik daerah harus dilakukan secara berkala dan
konsisten untuk tertib administrasi dan sekaligus menjamin keamanan
barang milik daerah

3. Pengelolaan barang milik daerah, penjelasan status kepemilikan,
pencatatan, penjualan, kerjasama dengan pihak-pihak dan penghapusan
barang milik daerah agar dilakukan secara profesional dan transparan.

Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 16 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang No. 4 tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk mengoptimalkan perda ini agar pemkab menginventarisir ulang titik-titik
parkir yang ada. Hal in| mengingat banyaknya titik parkir baru yang mungkin
belum masuk data base pemkab sehingga kita kehilangan potensi pendapatan.

Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No. 4 tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan

Meskipun kami memandang bahwa revisi Perda Kab. Rembang No. 4 tahun
2009 mengurangi potensi PAD Kab. Rembang FPKB berharap Pemkab tetap
tidak mengabaikan tugasnya mendampingi para nelayan untuk meningkatkan

daya tangkap ikan. Selain ity pelayanan di Tempat Pelelangan lkan tetap harus
ditingkatkan,

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan, semoga catatan-catgtan ini
dapat digunakan untuk menyempurnakan raperda-raper_da yang akan dibahas.
Dan atas perhatian para hadirin kami ucapkan Terimakasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thorig

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 19 Desember 2017
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

R Sekretars
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FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
J1. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg,

PD! PERJUANGAN PARTAI NasDem

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : 19 Desember 2017
Tentang : 1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

2. Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten

Rembang nomor 4 tahun 2010 tentang restribusi pelayan parkir di tepi jalan
umum,

3. Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten rembang
nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan,

4. Raperda tentang ijin usaha jasa konstruksi,
5. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
6. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,

7. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji

Dibacakan Oleh :

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi... . Merdeka !!!
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Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( FORKOMPINDA ) Kab.
Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab Rembang
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM ), Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang
hadir pada sidang hari inj yang kami hormat,

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah

kita pada hari inj dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita

haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyampaikan pemandangan umum atas 7 Raperda yang kami sebutkan diatas,
sebelumnya ijinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang
dialami saudara kita yang ada di Tasikmalaya dan sekitar yang dilanda gempa. Semoga
mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut.Sebelum Rapaerda ini

dibahas, Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraks;

PDI Perjuangan Nasdem, diantaranya ;

1. Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem, sesuai dengan amanat UU no 28 tahun
2009 tentang pajak retribusi daerah pada prinsipnya bahwa sasaran dalam
penetapan tarif retribusi usaha jasa konstruksi yang berdasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga keuntungan yang diperoleh apabila

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan kenaikan retribusi tidak sampai mencapai



pencegahan dan sanks; didalam pelaksanaan perda terkait penjualan ikan dijyar

TPI,

ditingkatkan lagi. Termasuk pelayanan ketika d; Tanah Syc;j yaitu pendampingan

dari tenaga medjis yang kami rasa kurang, dan kam); Sangat berharap ini masih bisa

ditambah agar jamaah bisg dilayani dengan optimal

Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu’alaikum wr, Wb.

Salam Restorasj. Merdeka !111

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
YAT DAERAH
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PEMANDANGAN UMUM
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Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP
7(TUJUH ) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh H.CHASANUDDIN,
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 19 Desember 2017

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya......

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Forkompimda

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Parg Pejabat
dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para

Pimpinan Ormas, Organisasij Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian
Yang berbahagia.

Alhamdulillah dj kurun waktu bulan Oktober dan Nopember 2017
DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas yang sangat Padat,
diantaranya telah menetapkan APBD Perubahan Kabupaten Rembang
tahun 2017 dan APBD Induk tahun 2018 Untuk itu Fraksi Gerindra
memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran
Pemkab Rembang,Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam
mengikuti proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD di tahun 2018

yang akan datang.



serentak ,saat ini kita dihadapkan pada tugas yang tidak kalah mulianya
yaitu pembahasan 7 (tujuh) Raperda yang kemarin telah disampaikan
Saudara Bupati dalam sidang paripurna yaitu sebagai berikut -

Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji

Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi

Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Raperda tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang

6. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus

2O N -
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7. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 16 tahun

2011 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan dj Tepi Jalan Umum.,

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 7 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut,
Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra
akan memberikan beberapa catatan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai amanat UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan retibusi daerah khususnya di pasal 153 ,prinsip dan
sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan

yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara benar dan berorientasi pada harga pasar yang berbasis

pelayanan,namun pembebanan retribusi kepada masyarakat



tentunya Pemkab Rembang tetap harus berpedoman pada rasa
keadilan dan bukan Sémata-mata untuk memperoleh keuntungan
dalam rangka kenaikan mencapai target PAD saja,Untuk itu Fraksi
Gerindra berharap agar kenaikan retribusi ditempat khusus dan
retribusi di tepi jalan umum tidak sampai mencapai kenaikan kisaran
100 (seratus) persen.Contoh :Retribusi kendaraan roda 2 dan 3 ada
Kenaikan 100 persen yang dulu asalnya Rp.1.000,- padahal
Pengguna dan pemilik kendaraan tersebut adalah Rakyat kecil,

. Bahwa terkait perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2009
tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan ( TP ) telah terjadi
Penurunan tarif Retribusi sebesar 0,30 % yaitu retribusi awal 2,85 9%,
menjadi 2,55 % untuk ity Fraksi Gerindra mewanti - wanti pada
Pemkab Rembang agar berupaya keras Supaya target PAD tetap
tercapai walaupun terjadi penurunan tarif Retribusi seperti yang
tercantum dalam Raperda Perubahan tersebut apalagi ditambah
adanya Regulasi yang tidak berpihak Kepada Nelayan Rembang
yaitu Permen KP No. 71 tahun 2016 terkajt larangan Cantrang untuk
itu Fraksi Gerindra berharap penurunan tarif Retribusi di TP| tidak
mengurangi mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemda Rembang
kepada peéngguna Jasa di TP

Bahwa pada prinsipnya Fraks; Gerindra Mengapresiasi terhadap
Raperda - Raperda yang diajukan Bupati Kepada DPRD Kabupaten
Rembang karena semua iti saya yakin untuk memberikan payung
hukum dan Kepastian Hukum bagi terciptanya dan terselenggaranya
Pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dalam rangka menuju
Good Govermen dan Clean Govermen di Kabupaten Rembang.



Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan, Teriring doa dan
semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh
tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang
Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang
optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Rembang, 19 Desember 2017
FRAKSI PARTAI GE@IM),RA“DPRD REMBANG
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PARTA! KEADILAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKS! KARYA SEJAHTERA  Fefien

tariat JI,Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290
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PEMANDANGAN UMUM
FRAKS| KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap 7 (tujuh) Raperda

Raperda ttg. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Raperda ttg. Perubahan Raperda No 5 Th 2010 ttg.
Tempat Parkir Khusus
3. Raperda ttg. Raperda ttg. 1jin Usaha Konstruksi
4. Raperda ttg. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Raperda ttg. Perubahan Kedua atas Perda No 16 Th
2011 ttg Perubahan atas Perda No 4 Th 2010 ttg
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
6. Raperda ttg. Perubahan Kedua atas Perda No 4 Th
2009 tentang Tempat Pelelangan lkan
7. Raperda ttg. Pelayanan Ibadah Haj

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 19 Desember 2017




Assalamu’alaikum Wr. Wb,

e Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.

o Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang

e Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang

e Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,

e Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas,

Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan,

LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya
Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkankan puji dan
syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa
diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah Kepada kita

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini  Fraksi Karya Sejahtera akan
menyampaikan Pemandangan Umum mengenai 7(tujuh) Rancangan

Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD
Kabupaten Rembang kemarin, sbb.

1. Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan agar dalam tahapan
pembahasan raperda nanti, senantiasa tunduk kepada
Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan



Tertib  DPRD Kabupaten Rembang, Apabila  tidak
Mmenggunakan regulas; tersebut dikhawatirkan akan timbul
permasalahan dikemudian hari.

. Secara substansial Fraksi Karya Sejahtera berharap agar

Peraturan Daerah yang dibahas agar nanti bisa berpihak
Kepada publikRembang pada Uumumnya.

Demikianlah Peémandangan umum Fraksi Karya Sejahtera,

selanjutnya menyerahkan pembahasan raperda-raperda ini kepada (4
€mpat) Panitia Khusys yang dibentuk nanti, agar dibahas sebaik

mungkin

Wassalamuy ‘alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
F RYA SEJAHTERA




FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang

N

Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(P

. Lo . s ! L, YT
Raperda tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Uluang,

. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi

VIES

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Noamar 4 Tahun 2009 rentang Penge]n]azn Tempnr Pe]elangan Tkan

6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
5 Tahun 2010 tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir.

Dibacakan Oleh SAHNINGSIH, S.E.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.



Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan 7 (tujuh) raperda diatas, maka kami perlu menyampaikan
dan mohon penjelasan tentang beberapa hal, yakni :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang,

a. Tugas Panitia Penyelenggara lbadah Haji, pada pasal 9, ruang
lingkupnya lebih sempit dan terbatas pada pelayanan pemberangkatan
dan pemulangan jamaah haji. Sementara pada pasal 11 ayat 3, Petugas
sebagai bagian dari Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji, ruang
lingkup tugasnya lebih luas, yaitu pelayanan secara umum, bimbingan
ibadah dan pelayanan kesehatan.

b. Pada pasal 1l ayat 3 hurut b, disebutkan bahwa “memberikan
bimbingan ibadah kepada jamaah haji” adalah salah satu rugas yang
harus cliemban Petugas. Apakah tugas tersebut cukup dilaksanakan
oleh Tim Pemandu Haji Daerah ??

Jika kita mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaran Ibadah Haji terdapat Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia (TPIHL) yang bertugas khusus memberikan ibadah haji.
2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Untuk raperda ini akan kita lebih bahs lebih terperinci di pansus terkait.
3. Raperda tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
Untuk raperda ini akan kita lebih bahs lebih terperinci di pansus terkait.
4. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk raperda ini akan kita lebih bahs lebih terperinci di pansus terkait.



5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
lkan.

Pada pasal 14 ayat 3 terdapat istilah “lelang terbatas”, mohon dapat
dijelaskan tentang arti istilah tersebut.

6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di
Tepi jalan Umum.

Perubahan tarif restribusi, kami harapakan didasari perhitungan yang
matang dan secara signifikan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir.
Perubahan tarif restribusi, kami harapakan didasari perhitungan yang

matang dan secara signitikan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, kami mengharapakn
dalam pembahasan ini mengundang segenap stakeholder terkait, untuk

mencapai hasil yang lebih optimal. Semoga pembahasan raperda-raperda

tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk
Allah SWT Aamin.



Billahi taufiqwal hidayah.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakacuh.

Rembang, 19 Desember 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

o

Ketua \; e C{quetaris

SU Al SAMININGSIH, SE




PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, 11, IIl DAN
IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf ¢ Peraturan

1.

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 0! Tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir ~dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 0! Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang bahwa pembahasan dalam rapat
komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili ;

bahwa untuk -memenuhi ketentuan sebagaimana
huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang
perlu - untuk membentuk panitia khusus yang
Piminan dan  Anggotanya ditetapkan dengan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Yy * 1



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

I. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Rembang tanggal 27 November 2017.

2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan
Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal
27 November 2017.

3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal
19 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II,
Il dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan
Peraturan Daerah.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang
dalam lampiran [ keputusan ini.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Il
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang
dalam lampiran II keputusan ini.

Narna-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus [II
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang
dalam lampiran Il keputusan ini.



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS :

@. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera

llang ;

h. Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program
Masional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
rerdesaan.

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

4. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani dan Nelayan; '

b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

. Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang:

A. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Kontruksi;

b, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
¢. Raverdr. tentang Tanggugjawab Sosial Perusahaan.

. Panitia  Khusus [V bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;

b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Vaerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi
Jalan Umum,;

¢. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Hasil Kerja Panitia Khusus I, II, III dan IV disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya'yang timbul akibat adanya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
_.Pada tanggal 19 Desember 2017

Aol e

'BERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RABUPATEN REMBANG &

D KAMIL.MZ



Lampiran | : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal
Nomor

: 19 Desember 2017
& Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS |
DPRD KABUPATEN REMBANG

CONO.

NAMA

OO @G Ot o h

KEDUDUKAN

KETERANGAN

T
i
!
|
1

|
- MUHAMMAL ASNAWIL, S. Pd.1.
i M,ANSHORI

i SUGIARTO

| EKA SISWA KARTIKA

| Drs. H. MUH SUBAWOTO

' MUHAMMAD BAHAUD DURROR, S.Pj
NANIK SFT SUNDAR]

H. CHASANUDDIN

GATOT PAERAN, $.H, M.Si
SUKARMAIN |

KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA |
ANGGOTA |
ANGGOTA

|
|
|
I
!

KAMIL.MZ

[ |



Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor S Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

r - T T !
i NO. MAMA KEDUDUKAN : KETERANGAN
— -
f 1. | SAHNINGSIH, S.E. KETUA
2. | ALIIRCHAM, §.7. WAKIL KETUA
| 3. | SULISTYO WET! ARIANI ANGGOTA
4. | NUR HASYIM ANGGOTA |
s IMRO’ATUS SOUICHAH, S.E..M.H. ANGGOTA

6. | EDI KARTONO,SPd , M.H, ANGGOTA

7. | SHOLEH, BA. ANGGOTA

8. | DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M ANGGOTA
9. | HERI KURNIAWAN. § E. ANGGOTA
10. | H. YUDIANTO, S H ANGGOTA
11 ' H.JOKO SUPRIHADI, S.H. ANGGOTA

Bt —— e ¢ o ———

|

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

/. KABUPATEN REMBANG /S

)



Lampiran Il : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

|

1_ —
S
O

f NUR JANNAH

----------- o ——

NO NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
l. | WIDODO KETUA
2. | PUJI SANTOSO, SP.M.H. WAKIL KETUA
' 3. | H. SUPAD] ANGGOTA |
L oa /H.M. MURYID, §.T ANGGOTA |
| 5. | H HARNO. S & ANGGOTA ‘
6 EMUGIYARTO, ST, ( ANGGOTA |
7 !{MOHAMMA[HMR(‘N | ANGGOTA i
8. | JASMAN] ! ANGGOTA (’
© | H. ISMARI ANGGOTA "g




e

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 29 Desember 201

Nomor

Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

L___ _

NaMA

KEDUDUKAN KETERANGAN

HENRY PURWOKO.S.Pd.
H. ISLAHUDIN
ZAIMUL UMAM NS

MOKHAMAD ZAENUR]

ILYAS

| FRIDA IRIAN]

5 AYU ARDIAH MAYANGSARI
| CATUR WINANTO &

|
|

T T T e e i e

Hj. HIKMAH PURNAMAWATI -

| PARAMITA P%‘\PANC/\ ASWARI NR, S.Pd

KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA ’
ANGGOTA ;

ANGGOTA

KETU,.A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, I, Il DAN
IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang & bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf ¢ Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir  dengan  Peraturan DPRD  Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan DPRD Kabupate 3 Rembang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang bahwa pembahasan dalam rapat
komisi, gabungan komisi, atay panitia khusus yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah atauy
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili ;

b. bahwa untuk memenuhi Kketentuan sebagaimana
huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang
perlu  untuk membentuk panitia khusus yang
Piminan dan Anggotanya ditetapkan dengan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat S Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dae_rah-daerah Kabupaten dalaw

) P B f—



'

Ul

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwal@lan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatgn
Rembeng Nomor C1 Tshun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 0! Tahun 2014 Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Rembang tanggal 27 November 2017,
2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan

Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal
27 November 2017.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal
19 Desember 2017

(&%)

MEMUTUSKAN

Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, 11,
Il dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan
Peraturan Daerah.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus [
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESA'U tertuang
dalam lampiran | keputusan inj

,

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang
dalam lampiran II keputusan inj.

Narna-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 11
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang
dalam lampiran 111 Keputusan ini.

N o e a



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS :

a. Raperda tentang Reuribusi Pelayanan Tera / Tera

leng 5 ’ ' '

b. Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Progra.m_
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan.

Panitia Khusus Il bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

A4. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani dan Nelayan;

b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Deerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

¢ Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang;:

4. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Kontruksi;

b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
¢. Raperda tentang Tanggugjawab Sosial Perusahaan.

» Panitda Khusus [V bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retrib 1si Tempat
Khusus Parkir;

Tahun 2010 tentang Retribus; Pelayanan Parkir Ditepi
Jalan Umum;

«. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Hasil kerja Panitia Khusus L 11, Il dan 1V disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan inj
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Darrah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Rem b a n g
pada tanggal 19 Desember 2017

KETuﬂ;i;“'é:W

CERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABUPATEN REMBANG &



Lampiran | : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : £ Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN AN GGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

wo. NAMA KEDUDUKAN | KETERANGAN |
1. MUHAMMAL ASNAWL, S, Pd.L KETUA ;
2. M.ANSHCR| WAKIL KETUA | |
2 ' SUGIART ANGGOTA |
o EKA SISWA WARTIKA ANGGOTA |
3. Drs. H. MuH SUBAWOTO ANGGOTA |
> MUHAMMAL BAHAUD DURROR, §.pj ANGGOTA
7. 1 NANIK SPT SUNDAR] . ANGGOTA |
3. | H. CHASANUDDIN ANGGOTA |
9. | GATOT PAERAN, S.H, M. ANGGOTA |
10. | SUKARMAIN - ANGGOTA | |
; ANGGOTA | !
ANGGOTA |
j | ;
——— . J

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
7, (BABUPATEN REMBANG %
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Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal :

19 Desember 2017

Nomor : 5 Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

s t
NO , NAMA KEDUDUKAN : KETERANGAN
| 1. SAHNINGSIH. S.E. KETUA | |
7 | ALLIRCHAM, .7, WAXIL KETUA f '
3. [ SULISTYO WET! ARIAN] ANGGOTA | |
| 4| NUR HASYIM ANGGOTA | )
’ 5. ! IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.MH. |  ANGGOTA ;

| 6. | EDI KARTONG,SPd., M.H. ANGGOTA /
; 7. | SHOLEH, Ba. ANGGOTA 5
8 [ DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M ANGGOTA |
) | HERI KURNIAWAN, $ E. ANGGOTA
10 j H. YUDIANTO, §.H ANGGOTA |
11 H.JOKO SUPRIMADIL, S.H. ANGGOTA
J i |
S |

KEWA" :sgw

CRWAKILAN RAKYAT DAERAH
YPATEN REMBANG



Lampiran lII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal : 19 Desember
Nomor

2017

Tahun 2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II1
DPRD KABUPATEN REMBANG

i)
Ly

hallR S

DL ™ oo

10

NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN

WIDODO KETUA

PUJI SANTOSO, SF.M.H. WAKIL KETUA

H. SUPAD] ANGGOTA |
) H.M. MURYID, S.T ANGGOTA }
{ H. HARNO, 8 .E. ANGGOTA |
; MUGIYARTO. §.T ANGGOTA f
| MOHAMMAL IMRON ANGGOTA !
' JASMAN] ANGGOTA (

H. ISMARI ANGGOTA |

KEPUA DEfeAN PERWAKILAN
Ve BUPAT,
1

REMBANG

RAKYAT DAERAH



Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 29 Desember

Nomor :

¢ Tahun 2017

2017

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

_____ -
|
|
!

|
|
|
|
f
|
1
N
L

PARAMITA PRAPANCA ASWARI NR, S.Pd

|
I

NAMA KEDUDUKAN | KETERANGAN
HENRY PURWOKO.S.Pd. KETUA
H. ISLAHUDIN WAKIL KETUA
ZAIMUL UMAM NS ANGGOTA
MOKHAMAD ZAENURI ANGGOTA
Hj. HIKMAH PURNAMAWATI ANGGOTA
ILYAS ANGGOTA |
FRIDA IRIAN] ANGGOTA
AYU ARDIAH MAYANGSAR] ANGGOTA [
CATUR WINANTO.S.H. ANGGOTA |
ANGGOTA (’
f
|

T e e et e e o
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PENDAPAT BUPATI REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG DIUSULKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selasa, 19 Desember 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

-

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah;



- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala

Dinas se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan
taufig, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,
bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam

mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi
masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati:

Kami menyambut baik atas pengajuan tiga
rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, yaitu:

a. Raperda tentang Tanggung jawab  Sosial

Perusahaan di Kabupaten Rembang;



Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian
Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD); dan

Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang.
Secara prinsip, ketiga Raperda tersebut di atas

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Namun demikian perlu beberapa catatan agar

Raperda tersebut menjadi peraturan daerah yang baik,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

kondisi senyatanya.

Adapun catatan terhadap tiga raperda inisiatif

tersebut adalah sebagai berikut :

Raperda tentang Tanggung jawab Sosial
Perusahaan di Kabupaten Rembang

Telah kita maklumi bersama bahwa perusahaan
atau penanam modal memberikan pengaruh bagi
pembangunan ekonomi di daerah serta menunjang

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

‘.2



karena itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif agar

kegiatan penanaman modal tumbuh dengan baik.
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan

salah satu kewajiban perusahaan atau penanam
modal sebagaimana diatur dalam peraturan pusat,
yaitu:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal:

¢. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.
Pada peraturan di atas, ada konsepsi
pengaturan  yang  sedikit berbeda terkait
subyek/pihak yang diberikan kewajiban atas

tanggung jawab sosial perusahaan.



Di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah
diberlakukan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tanggung jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan.

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam
menyusun Raperda tentang Tanggung jawab
Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan kondisi senyatanya.

Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian
Hasil Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MD)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) merupakan salah
satu mekanisme program pemberdayaan
masyarakat yang digunakan dalam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.



Namun sayang, program ini sampai dinyatakan
berakhir tidak ada peraturan di pemerintah pusat
yang secara khusus mengatur. Program ini
meninggalkan warisan berupa aset, lembaga,
personil pelaksana serta budaya kerja yang positif.

Agar warisan PNPM-MD dapat bermanfaat
secara berkelanjutan, perlu adanya pedoman
pengelolaan. Pemerintah Pusat sebagai penggagas
dan pengelola kegiatan mestinya menerbitkan
mekanisme pengakhiran atau exit strategy agar
jelas pengelolaannya. Namun sampai sekarang
tidak kunjung terbit.

DPRD Kabupaten Rembang sangat cermat
melihat kekosongan  hukum ini.  kita perly
melakukan Pembahasan lebih detail bersama
dengan melibatkan para pelaksana PNPM-MD agar
perda yang ditetapkan nant menjadi solusi atas
pengelolaan warisan PNPM-MD.

0



lll. Raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani dan Nelayan di
Kabupaten Rembang

Pada dasarnya memberikan perlindungan
kepada petani dan nelayan merupakan hal yang
sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu
sangat diperiukan untuk membentuk landasan
hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang dalam penyelenggaraan program dan
kegiatan.

Perlu kita ketahui bahwa perlindungan petani
dan nelayan mempunyai peraturan dan pengaturan
yang berbeda. Perlindungan petani berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang
Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

~1)



Adapun  perlindungan nelayan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Dan  Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam serta
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan
Kelautan.

Masing-masing perlindungan memiliki bentuk,
sasaran dan cara yang berbeda. Oleh karena itu
ada baiknya apabila raperda perlindungan petani
dan nelayan di Kabupaten Rembang dipisah dalam
pengaturannya.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati:

Demikian beberapa hal yang perlu saya
Sampaikan sebagai Pendapat atas tiga Raperda
inisiatif DPRD. Secara prinsip, Kami menyambut baik

dan mendukung ditetapkannya Raperda tersebut di
atas.



i S

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya
Robbal ‘Alamin.

Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.
BUPATI REMBANG 3

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.l.






DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

e
RISALAH

" m‘iA&“L’J ¥

RAPAT PARIPURNA (II1)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari . Rabu
Tanggal : 20 Desember 2017

Waktu @ 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
I SIFAT RAPAT : Terbuka
lHI.  ACARA RAPAT:

. Pembukaan:

2. Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraks; atas 7 Raperda;

b

(S}

. Jawaban Fraksi-Fraksj terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda;
4. Penutup.

Vo PIMPINAN RAPAT

I. Nama o O MAJID KAMIL M7z
2. Jabatan . Ketua DPRD Kabupaten Rembang



ML

VII.

VIII.

JUMLAH ANGGOTA

I. Fraksi Persatuan Pembangunan
2. Fraksi Demokrat

. Fraski Kebangkitan Bangsa

LI

. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

4
5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera
7

. Fraksi Harapan

10 orang
. 8 orang
. 6 orang
: 8 orang
: 5 orang
: 4 orang

: 4 orang

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

I. Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa

Fraksi Gerindra

2.
3.
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
5.
6. Fraksi Karya Sejahtera

7.

Fraksi Harapan

: 45 orang

. 9 orang
: S orang
. 3 orang
1 5 orang
: 3 orang
: 2 orang

. 2 orang

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

. Fraksi Persatuan Pembangunan

—_—

. Fraksi Demokrat

. Fraski Kebangkitan Bangsa

. Fraksi Gerindra

2
3
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
5
6. Fraksi Karya Sejahtera

5

. Fraksi Harapan

: 31 orang

. 1 orang
: 3 orang

. 1 orang

-

;5 orang
. 2 orang
: 2 orang

. 2orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGUINDONESIA RAYA

Assalaamu'alatkumWr, Wh.

Yang terhormatl
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten
Rembang;

Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang:
Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan Karunia-yang
diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2017
kita dapat hadir kembali dalam forum rapat tertinggi DPRD vyaitu mengikuti
Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD dalam membahas 10 ( sepuluh )
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Ucapan terimakasih kamj sampaikan kepada semua yang ada disini, yang

dapat hadir mengikuti rapat paripurna ini.

Rapat Dewan dan had:irim vame ool L



tanggal 19 Desember 2017 dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan

Peraturan Daerah, vaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dart

jumlah anggota DPRD.

]

t2

I

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari
sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan

menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum. dan rapat

paripurna dapat kita mulai,

Untuk itu, dengan membaca "Bismillahirrohmanirrohin tepat pukul

12.40 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam r

apat paripurna hari
ni adalah sebagai berikut

Pembukaan:

Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas 7 Raperda;

Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda;
Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu jawaban Bupati terhadap

pemandangan umum Fraksi atas 7 Raperda.



——== JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI ====
> ( Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi atas 7 Raperda

terlampir )
Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara ketiga, yaitu jawaban fraksi=fraksi terhadap pendapat

Bupati atas 3 Raperda.

Berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi, untuk jawaban fraksi-fraksi
terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda, dirangkum menjadi satu dan akan

dibacakan oleh Saudara Muhammad Asnawi. S.Pd [

Kepada Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.]. dipersilahkan.

JAWABAN FRAKSI=FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI

— —

» (Jawaban Sraksi=fraksi terhadap pendapat Bupati atas
terlampir)

3 Raperda

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.l. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian telah kita kit hercama momo 4



Kabupaten Rembang ini, selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus bersama
OPD terkait sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Untuk rapat
paripurna terakhir, yaitu rapat paripurna keempat dilaksanakan pada tanggal 29
Desember 2017. Sehubungan tanggal tersebut jatuh pada hari Jum’at dan
padatnya acara pada rapat paripurna keempat dimaksud, maka saya mohon
Kepada semua yang ada di sini, untuk dapat hadir tepat waktu sesuai undangan

yang telah beredar.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin “ tepat

pukul 13.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalamu’alaikum Wy, Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

S e
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441D KAMIL MZ “Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP. 19670421 199303 1 00y



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( III ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017

LAMPIRAN | . Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se
Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN I : Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi
atas 7 Raperda;

LAMPIRAN I1] . Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3
Raperda;



RN
TENTANG 0

PARITANGG Vs RARBE

PARIPERNA [T DPRDIABL PATEN REMBANG
SVPERD NON APBD IKABE

} JABATAN

FrAR HADIR FORKOMPINDA

-
h

PATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2DY

0 DESENIBER 2017

(I 0o 30 WIR

TANDA TANGAN

i

HOABDUL HAFIDZ S Pl

2 IBAYU ANDRIVANTO.G E

/7//\ [/ N ) S

Bupati Rembang

Wakil Bupali Rembang 2.

Kejaksaan Negeri
Rembang S

Pengaditan Neger
Rembang Ao

Dandm 0720 Rembang

Mepohsian Resort
Rembang

Pengaciian Agama Kab
Rembang

52

Sekertaris Daerah 8o =

SéKREﬂM&SDPRDKAB REMBANG

S st \ '1

e .“\\" 4

Lol e ;
e L IS LN I
\ N N et

\;‘ ér DRUPODO M.Si
NIDI9RI0A2T 13050 0




[DERY

'y )'. \_.

Lol AN

i

(R

Pt
v NN

CAFTMQHADW?CAMAT

PN A
NIRRT NN LA

FDPRD KABUDP. VIEN REMBANG |
PATEN REMBANG T, AHUN ANGOARAN 2017

20 DESEMBER 20T

TR NI R NN
N AR
e e - "\*1"";"‘"“"'””'“"""'" TANDN CANGAN
LN AN o — i ————
I D ! \
‘ CAMAT DL RADAN i o ]
O - e g e T T ‘
i t |
? COAMAT AT IR | L
S S . S S — |
| : i i
| l\MW\W SUMBER | |
|- o | e — :
' Vil / ’ Nk i W R A
L OAMAT SUIT ARG ot Z /” 3 1 |
| ‘ i ' . .f%_-_.,_.._.w e e S — |
r | |
iCAMA1HUHJ 1 A
}. e e i .v.,._.._.,._.;r S e et e e
o [CAMAT PAMOTAN !
7 {CAMAT GUNEM 7
& [CAMAT SALFE <
O JCAMAT LASEM u
o GAMAT PANGLUI ”
ST S — | —
| i
[ JCAMAT SEDAN | F
- e ——— S # e — -
L OAM T SLLKE | | s
; | z
e (CAMAT KRAGAN | s
P ! S
| ] g l[ }
CTOAMAT SARANC | ’ . J
AR O S
S SO . - : l|\' !\.-'\fq: [:‘\ )

.,SH(RH'

/\N% DPRD KAB REMBANG

n}'.\ ‘DRUPOU() M.Si
e 1%/01121 189303 1 00¢




RAPAT PARIPURNA (1Y DRI WART AL LN RV AN
PENTANG (0 RAPEFRDANON APBD AU A TEN REYIEANG

DAFTAR HTADIR

LAY N

AN VRN

HARIZFANGGA L Rkt 2 DESENIBER 2007

14 [H) HIRMAH PURNAMAWATIL |

] TTOARST AR T AL PERSATUAN
PEMBANGUNAN

FH MAJID KRANTE M/
[

381)(}1][&!(1’0

1

L]

3 MURSYID, 8
& ZAIMUL UNAN S
t

|
INMORTANTAD /AUNUR]

w

|
|
ISCLISTNO WETE ARTANI
7 PHENRY PURWORO, S Pd
8 IMOTTANNMAD ANSHORI

g |H SUPADI

NUR TEASYIM

FRAKSI DEMOKRAT

11 |H. QU.NA"SIH_. St

(12 |[EDIKARTONO. §.Pd, MiE

ERASISWA RARTIKA
6 |1 ISLAHUDDIN

17 H HARNO, S

18 [MUGIYARTO.S T
FRAKSI PARTAT KEBANGKITAN
BANGSA
19 {M BISRI CHOLILLAQUF
20 [MOHAMMAD IMRON

21 [ILYAS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.MH

PO, bn s AT

JABATAN

i
Wakil Ketua DPRD Fre

PAND A TANGAN
|

ratry

Anggota

/’5/\ .

//'
Anggaota 13 . /
- /7 /(
Angeotn 4 7’ Ve
S i,
— o ST - ~
Angeota ;t\;\‘/ =Ny
-~ / >
Anggota N 15 -~
Anguoo 17
I ’
K

Anggoin '3 \

Ve A

Wakil Ketua DPRD 19
Anggota ,»-""C'_’ 20
/ P A g
Anguon 2t N LT
-




- " |
! FRAKST PDT PERIVANGAN NASDEM ‘ o o -
[ .
! | waldKewa DPRD  [25 Vo
15 ISR | 1
: “ | |
' | i (g ‘. H
|26 | ASMANI i Angeola |
.
L [WInGPO \ Anggota
-
|28 \\1 TIRCTEANL N ; ARESENR
|
oo [NANIN SRESUND SR ‘ Anggata
.
| a0 [DONNY REHRNEAR AN SV \ Ancrol
1o TRV IREANY Angeota
‘ :
‘ 1
1] 33 INVTUTEANINEAD BATIAL D DEUROR. Spu \ Angrot 32
! ‘
| |
! FRAKSTPARTATGERINDRA | |
| | ,
Voo TR RO A N | N ; . 2
1 | : C N\
, ] . J/"‘";\!/—,»
P [T CHASANT DI ( \neoty 54 \»\/‘\ ‘\/ \.\\\/ ]
Coan | PUSANTONO. St N N | ‘ \ !
s DU SANTOSND | | s ot a NS % |
! : 1 ¥ !
i , | Ul N
L6 [N DIANTO S ; Aoy e )/.;/O// |
1 E o } N |
D7 PANTE NN AT DN T NS ' Sl s ‘, PR .
1 ! \ | R ’
‘ 1 | :
, ‘ PAOAKST 0 VI O ST By |
! ; 1
b !
Coan HHISATARD S ‘; N
o | :
f 39 LGATOT PATRAN ST Anuo
i

40 (D JORNO SUPRIEEADT S H Anguora

Al TCATTHRAVINAN O, S Angroi
FRAKST ITARADP AN
42 ISUNARNAIN Aot
43 JSATININGSHT S 1 AngRota
) a4 TPARAMITA PRATANC A A Y 1S 1y Anguota
45 J N oA -
" 5 [NURJANNAH Anggota

eterangan

e,
o) -~

[T f
jin me) Mmm/\ TEN REMBANG

CopgsTuA L
i

Zh kit

30k :"' ce 7




DAFTAR HADIR

HKEPD
RAPAT PARIPURNA ( H1) DPRD HARUPALT N R WMBIANG

TENTANG 10 RAPTFRDA NON APRDY ICARUE AT M RITEANG ., DAL THER AN UUATIAN ot/
HARITANGGSAL - IRALLL 20 DS 2k
P UKL S0 NI
ey . RN o | i
‘[ NO ; BADAN/BAG/DINAS/KANTOR N A N A JAEE AL PANDA TAL AN f
] T i 7T Ty ; S
B ‘SI/«FAHLIBUJAH f f :
|2 |STAF AHLIBUPATI | |
3 ISTAF AHLI BUPATI
——— et :..~ — — e .....1
|4 (STAF AHLIBUPATI PR |
5 |ASISTEN I SEKDA S i 7 - }
. ! : !
6 |ASISTEN Il SEKDA | L : ?
= — e e i i N “ |
7 }A&MTEN I SEKDA [\(m L LA | Ao B \\y o g
8 [BAG TATA PEMERINTAHAN J MASLL | o ] . gl
oo P A . b b
S |BAG HUKUM e ) o K > 7]
— MDA SR S N j ‘
- . . 0 ' *
10 |BAG HUMAS %/éuc 4,..;'7‘[’““ AN e
11 |BAG ADM PEMBANGUNAN B FaN
- - O '
12 |BAG ADM PEREKONOMIAN F 1’ | 7
| | B ! V ; *
13 IBAG KESE - N ' £ e "
[ 3 iBA:jES[JAHTUi/\AN RAKYAT ! Lq#, | ERan74 |
|, [BAG ORGANISASI Y (o o | , T \T o
; KEPEGAWAIAN S Suy }’”‘r e Ty, | N el
! ' e e e — S . T A |
| 5 |BAG UMUM | |
,. . - : - R
116 [BPPKAD v
17 [ INSPEKTORAT I
18 BAPPEDA W"g"&v '
+ 19 |DINSOSP2KB (30 Lot ron, £ ?
20 BKD ) L A |
: - t - ':‘ T e e
2 JB BD WA '
. ! B T
022 Tppu TATA RUANG NN ///f//s/_/(;:{ /s >~” ) |
23 IDPKF/ DINPERKIM 70c ARAA M\“H ﬂ ¢ \\ « 1
_.¢ ,‘"" , - e Plez S T
2 OE i ‘ - Ao :
24 [DINAS KESEHATAN QVP“\S/\) * P, NS ¥ N /ﬁ S
e e e e r e = e et o e e ot e o e o 4 e
25 |DINDIKPORA lﬂ,w% €0 danr My |
e e . ‘ - / ‘ (’—(;—'J'—'Z‘
26 |DINPE RIND/\()K()I’ UMKM /IRL\M [(ua,;v, J ' (/ s \,IZ
—— e i —— - B .....,7/_.. e ———— L::'f_..v‘_.
27 |DINTANP . ~ i 1
28 DINLUTKAN j//)(( ,v'\/‘\ ((,,,\ M/ ) £1< L— .. ; //)—W-/ e
SR N W% 42
i/ —_ &
29 |DINKOMINFO MV PURIAS ine AT




e e T T T T
N.(,). 1 B/\DAMB/\G/DMN ‘\\JTOR SR
\ I \ = e ? L s

TSRS e T e s iatadensd "f‘
!
N

| - 1-v— - e S ST ST I T lgb ‘-
T NG KEBUDAYAAN DAY s 572

NRWWISATA SO ey

|
34 i\)!N/\u L IN()KUN(;’\N PO

S —— R ) e T
\/\N OQK %B/\NG’( INI\/M§ ) It A V<

35

‘\
|
e
\
\

s | wm ;\st & PH\ m/\KM\N
|ac

I - s e

1' o7 ~1[ N/\‘ PMI’I%P N/\Vi R

l'”‘""{ Surm 1 SUTRASH
e

RSUD dr R Sl JT'R/—\‘»N( e

oL W

29

R ahat s

i 40 t\ IM PIKK KAB Ptmwa o
| el e e e e o i 9 =
[
|
|

. B

e et e i g ‘

1
1
«‘2 i ‘frm IAv\/\N )/\rn Aol !

PR e v

43 10 BANK PAb/\R

T e e

A4 l‘ T lu/\S R MBAN(,(:NU%CY

44 ____J

|
I
| 48

AG L IANK JATENG CAR IREMBANG

..-__l e e e

i

|

1

R .‘ . i‘
45 ‘l’#\\JK BNIA %
i

t

|

1

i

R R |

V%F !( AR RI- MR/\NC ‘
R e . : | - o

i aQ

W )\‘ (j]H({ Ad j\/\H { I

[ ‘K/\N‘()R K= NMEN TR A ARIA 51

/Il’[ V\‘D/\ o UM N

BF’% '\/\[3 IR M[’/\N\ ) : 53

|

I

i

|

i

!

f ; - ——
[ IR . i .o s

i

i

Ha3

o 2 JM/\H T/\F'/\N/\N : ! 54

N Q

]
S OERIUTANT K MAN T INGAN ; |55

b e e e
1

‘ ' | | _
L T RIBTAN LI 0t AT 1 | | 5
: : {

B e B

‘, -

SOANTOR PERITIT AL iy f ; 157

R '</\N’OR IBIGR D/\N«“l' , ‘ ! i 52

[N T—

bona TEL r(O'\ﬂ NS MH/\N(» ‘ ;59
|

|
e e
IS i?":_N AL RE MBAN J ! 0

~ 1/\\/‘//\%[Lri<’\’ REN AN ! e

30 ?m N K/\n R an

!
ANTOI A AL

UP 3/\( (/\9[ T !)/\f RA

- ——— -
i

G5 AN IO D AR
l

i

|
|

j

1
r('M
P
|
|



QADARIAGHRALACANTOH

,,

[J‘J’/" o

CUADIATAN

!1 >f\/\ 3/\MV \\/\NAM‘)"

e e e

i :
e A |
\ /2 DF l/\RM/‘\ WARNITA Pl Prian ,) ~
RN B ‘ he
73 \r;rrw//\N PPN\/UI A ”g. ]
l 74 ‘va 1 CABR. RE MBAN() o
I e -
| 75 Qr|r YPPI RFMB/\N(a [ A I —— |
== ‘ 765
o um [ T T S S —
. 77
| 77 |DRPCPART/DE MOKM‘
: B R -
I 78 |DPD PARTAI GOL K/\R o
%_‘ _1.- e e e e - .
Sl ‘f‘D PAN o
| o i . | "
\ 1o UPC PARTAI H/\NUR/\ | |
e r— v }_._.__. e e e e s £+ b1 8 e 0 % P o emenn e — ._.‘ ———— —_ 1
‘ \DP( PKS : o B 8 L
l E_B? wc PAR TAU N /\qm W | )
[ e DU e
an wc“ PARTA nrmN{)h 1 83 B
il m*( PR ] 84 )
e SR PERUANCA ? | 5
Gy TSTIARA I 1D A l f 8¢
P - ...,.,1'. ; . ———— . ﬁ,
G CAKRA TV | -
' : S S N ———
; - - -
S LAY G | /l ///I(m( l Z)WUA ae 1/9\«
g - <
s M%;‘\[)H_) o ‘, ‘; '89 _._-_.‘___]

i ANIALATE SANGIKH

P A TTEKSIRISS

90

i ""/\I)l’)MA!/\ AR
.' ](" \ (S VR IR

;oo A
R AN

A S
R |
| | 96/{ annii
! 197 T/
i P v |
| M T T ‘j
i ! 9% |
S SURI ,_ J
t



RADAN/B G/DINAS/IKANTOR

CONAMA | JABATAN

TANDA TANGAN J

[ —
b
|
-

4

g T ST R DRI LR L L TR ST T TR RS :,—_ —_—
k P
i [ S
| ! 02
[ S [ —
— B G .
LRaY!
LTI oh

R . R I ST e
. AN

R TN
TSERRETARIS BPRD KAB REMBANG

- \

o ‘ //
A Dra?DRUPODO, M.Si
Sl pIPFTOGTOMI T 199303 1009




TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDANGAN FRAKS!| DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Rabu, 20 Desember 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Yang kami hormati -

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

- Wakil Bupati Rembang dan Rekan-rekan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah:

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah
dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten
Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu
wata'ala yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua.
Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan
keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan Kewajiban kita,

Kami menyampaikan terima kasin dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui

fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan Fraksi



terhadap tujuh raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar
memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan
raperda tersebut. |

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan
penjelasan atas pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan peraturan daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar
kewenangan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan
pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya. Substansi materi
raperda telah Kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang setara. Selain ity
penyusunan Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang
dipersyaratkan. Oleh karena itu. Kami menilai tujun Raperda tersebut
layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Terkait waktu pembahasan, Kami menyerahkan sepenuhnya
kepada DPRD Kabupaten Rembang. Perlu saya sampaikan bahwa
Raperda sudah disampaikan mulai tanggal 8 Mei 2017 dan terakhir
pada tanggal 23 November 2017. Kami memaklumi bahwa jadwal
kegiatan Anggota DPRD maupun DPRD secara kelembagaan sangat
padat, sehingga baru bisa mengadendakan pembahasan raperda non-
APBD di akhir tahun.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat, apapun bentuknya. Apalagi pelayanan yang
disertai pungutan berupa retribusi daerah. Pemerintah Daerah melalui

Perangkat Daerah teknis selaly meningkatkan pelayanan kepada



pengguna layanan di satu sisi. Sebagai misal usaha De”er?pan‘
mekanisme cash management system di TPI, retribusi elektronik di
Pasar Daerah, adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan.

Di sisi yang lain, sebagai potensi pendapatan asli daerah,
Perangkat Daerah teknis juga berkewajiban memenuhi target
pendapatan yang ditargetkan. Pemerintah Daerah berupaya
memadukan dua sisi yang berbeda tersebut dengan memberikan
pelayanan terbaik yang diikuti dengan ekstensifikasi atau perluasan
pelayanan sehingga memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pemerintah Daerah terus berusaha menegakkan peraturan daerah,
termasuk yang mengatur penyelengaraan Tempat Pelelangan lkan.
Dinas Kelautan dan Perikanan bersama perangkat daerah terkait telah
melakukan berbagai upaya agar seluruh transaksi penjualan ikan
dilakukan di Tempat Pelelangan lkan,

Untuk persiapan pelaksanaan Perda tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang. perlu diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah
mengalokasikan anggaran untuk pengadaan prasarana dan sarana
penyelenggaraan kemetrologian yang ditunjang dari dana alokasi
Khusus. Saat ini juga dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Kemetrologian Daerah, yaitu menanti rekomendasi dari Gubernur, dan
diharapkan awal 2018 sudah beroperasi. Dari faktor sumber daya
manusia sudah tersedia personil bersertifikat yang selama ini telah
dimagangkan. Insya Allah ketika Perda ditetapkan sudah bisa langsung
‘on” dan beroperasi normal.

Terkait pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meraih opini BPK wajar tanpa
pengecualian. Qleh karena itu diperlukan pengaturan dj tingkat daerah

sebagai tindak lanjut dari pergantian peraturan dj tingkat pusat, yaitu



dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda Pengelolaan Barang Mmk.
Daerah yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai
peraturan pelaksanaannya diharapkan menjadi pedoman yang jelas
bagi para pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten
Rembang.

Menanggapi pertanyaan atas Raperda tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji Di Kabupaten Rembang, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, kewenangan yang didelegasikan kepada Daerah adalah
penyelenggaraan transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat
keberangkatan jamaah haji dan transportasi dari debarkasi ke daerah
pada saat kepulangan.

Namun perlu kita sadari bersama bahwa ibadah haji diikuti oleh
umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang jumlahnya pada tahun 2017
lebih dari 2,1 juta orang. Dan setiap tahun terus meningkat. Berdasarkan
peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji, kewenangan utama ada pada
pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Tapi dengan verbagal
latar belakang dan karakter masyarakat Indonesia, Pemerintah Daerah
menilai perlu memberikan pelayanan yang khusus diberikan kepada
jamaah haji dari Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Panitia
dan Tim pendamping. Kewenangan membentuk Panitia dan Tim

tersebut secara jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan
pemerintah.



Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;
Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan
penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang
berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Raperda tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pelelolaan Tempat Pelelangan lkan, Raperda
tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah, Raperda tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang, Raperda tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan
Raperda tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi
Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci atas materi

raperda dapat dibahas dalam rapat-rapat panitia khusus.
Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.l.



JAWABAN FRAKSI - I’R.»'\’KSI' R,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIT KABUPATIEN REMBANG
J TERHADAP

PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN REMBANG

Disampaikan oleh : anggota DPRD .
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu, 20 Desember 2017

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camal se Kabupaten

Rembang
Yang Kami hormati Sdr.Parg Pimpinan Parpol, Wartawan, Parg Pimpinan

Ormas, Organisasi Wanita. | .SM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dalam Kesempatan ini
tidak Tupa kami mengajak  kepada kita semua untuk bersyukur kepada
[LLAHI ROBBI atas segala karunia  dan nikmatNya yang tiada hent;

Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW scgenap para
nabi dan rasul ILLAHI,

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yYang Kami Hormatij,
Pada dasarnya Bupati menyambut baik atas pengajuan 3 Rancangan
Peraturan Dacrals Inisiatif schagai berikut:
[ Raperda tentang - Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan i Kabupaten

Rembang: Pada Raperda ini bupati mencgaskan Perly kehati-hatian dalam

menyusun . Raperda lentang - Tangeung  jawab  Sosial perusaghaan o

1~ .t
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Baik. (erima kasih atas masukannya. Akan kami cermati dan kami dalam

> ‘onisast antara UL 40 T 2007 vang
pada pembahsan pansus. Singkronisast antara UL no 40 Tahun 2007 vang

diatur lebih lanjut dengan PP No 47 tahun 2012, UU No 25 tahun 2007, UL

no 22 tahun 2001 serta Perda Provinst Jawa Tengah No 2 Tahun 2017 sangat
diperlukan agar tidak saling bertentangan. schingga aplikast perda mi bisa
berjalan dengan baik.

Raperda tentang Perlindukan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MD)

Pada Raperda mi Bupati berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Rembang
sangat cermat melihat kekosongan hukum ini. Kita perlu melakukan
pembahasan lebih detail bersama dengan melibatkan para pelaksana PNPM-
MD agar perda yang ditetapkan nanti menjadi solusi atas pengelolaan
warisan PNPM-MD,

Jawabannya:

Terima Kasih atas pendapatnya. Pada dasarnya Proses terbentunya Raperda
[nisiatif’ ini sudah melibatkan semua pthak yang terkait baik dari Dinas,
Camat maupun seluruh pelaku PNPM-MD se kabupaten Rembang melalui
Public Hearing yang dilaksanakan 2 kali. Kami akan dalami lebih lanjut
dalam Pembahasan Pansus bersama-sama pelaku PNPM-MD sekabupaten
Rembang agar nantinya Perda ini bisa berjalan dan bermanfaat bag!
Mmasyarakat Kabupaten Rembang.

Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di
Kabupaters Rembang

Bupati berpendapat bahwa Perlindungan petani dan nelayan mempunyai
peraturan dan pengaturan yang berbeda. Perlindungan petant berpedoman
pada UU No 19 Tahun 2013, UU No 7 tahun 1994 dan UU No 41 Tahun
2009, sementara Perlindungan nelayan diatur dalam UU no 7 Tahun 201 dan
UU No 16 tahun 2006. Sementara masing-masing perlindungan memiliki
bentuk, sasaran dan cara yang berbeda. Qleh karena ity ada baiknya apabila

raperda perlindungan petant dan nelavan di kabupaten Remshama A4 oot



Terima kasih atas masukannya, akan kami bahar dan didalami bersama
dalam rapat pansus beserta semua pihak yang terkait. Perlu diketahui bahwa
Profesi petani dan Nelayan se Kabupaten Rembang merupakan Profesi
mayorilas masyarakat kabupaten rembang. Jika Kkita mengacu pada proporsi
PDRE di kabupaten Rembang, Petani dan Nelayan merupakan nomenklatur
vang sama dan betrkontribusi paling besar scjumlah 29 %. Ul no 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayvaan Petani serta UL No 17 tahun
1994 tentang Pangan dan UL No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan mengatur sceara makro reaulas

NKRIsedangkan Raperda mi akan lebih mempertimbangkan kearifan lokal

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,
Demikian jawaban kami, Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sel
menunjukan jalan yang benar dan jal

alu
an terbaik bagi kita semua, semoga Tahun
2018 yang akan datang sebentar lagi ini bisa lebih baik dari Tahun 2017 mni,

sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Amiiin YA Robbal

alamiin. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf
terima kasih,

dan

Billalitaufiqg wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Desember 2017
FIRAKSI-IFRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI Ppp
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

J1. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (1IV)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Jum’at
Tanggal : 29 Desember 2017

Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2.Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang
Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas
Bumi;

3.Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

4.Persetujuan terhadap  Raperda tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

5.Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

Vi n P N



IV.  PIMPINAN RAPAT

I. Nama ! H. MAJID KAMIL Mz

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.S;i,

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
VL. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang

2. Fraksi Demokrat : 8 orang

3. Fraski Kebangkitan Bangsa 1 6 orang

4. Fraksi PD] Perjuangan Nasdem : 8 orang

5. Fraksi Gerindra ! 5 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang

7. Fraksi Harapan : 4 orang

Jumlah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan ' 9 orang
2. Fraksi Demokrat : 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 4 orang
5. Fraksi Gerindra : 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 3 orang
7. Fraksi Harapan : 3 orang
Jumlah : 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1 prﬂl{c; Darcatrsmee el




5. Fraksi Gerindra : 3 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : 1 orang
7. Fraksi Harapan : 1 orang
Jumlah : 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu’alaikum Wr., Wh.

Yang terhormat
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian
dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, perkenankan saya mengajak seluruh
hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT , atas rahmat

dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir mengikuti



oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Raperda pada tanggal 27
November 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat

paripurna ini adalah sebanyak 26 orang.

Adapun sebagaimana ketentuan yang berlaku pada rapat-rapat paripurna
sebelumya, bahwa keabsahan rapat paripurna keempat dalam membahas 10

Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari
Jumlah anggota DPRD. Hal tersebut dituangkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

Dengan memperhatikan Jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan

yang berlaku, maka rapat paripurna ini belum memenuhj syarat dalam

keabsahannya.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
dijelaskan bahwa apabila kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat ditunda
paling banyak 2 ( dua ) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih

dari 1 (satu) jam.

Merujuk ketentuan tersebut, maka rapat paripurna saya skors selama 90

menit. ( kita laksanakan jam 13.00 WIB setelah sholat Jum’at )



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Waktu skors telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan
kembali.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD setelah
penundaan pertama dan kedua selama 90 menit, bahwa dari anggota DPRD
Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan
menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah

sebanyak 30 orang.

Dengan demikian keabsahan kuorum rapat telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “Bismillaahirrohmaanirrohiim® tepat
pukul 14.15 WIB, Rapat Paripurna Keempat membahas 10 Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum,

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,
yang menyebutkan bahwa Pimpinan rapat setelah membuka rapat
memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada
peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan
urusan kerumahtanggaan DPRD. Memperhatikan hal tersebut, pada kesempatan
ini kami sampaikan bahwa, melalui Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 903/1636 tanggal 20 Desember

2017 telah disampaikan hasil evaliiaci Ranerda dan Ranerhiin tenfanc A PRT)



Atas hal tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2017 telah
dilakukan rapat pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten
Rembang, terhadap hasil evaluasi gubernur tentang Raperda dan Raperbup

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Merujuk Pasal 114 ayat (4) Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
menyebutkan bahwa keputusan pimpinan DPRD atas penyempurnaan hasil
evaluasi terhadap Raperda dan Raperbup tentang APBD bersifat final dan
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Oleh karena itu, maka pada
kesempatan ini kami laporkan  bahwa penyempurnaan atas hasil evaluasi
gubernur terhadap Raperda dan Raperbup tentang APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok, namun sebelumnya akan
saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda pada Rapat Paripurna ini,
sebagai berikut :

Pembukaan;

Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan 10 Raperda:

Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 10 Raperda;

Bow oD -

Persetujuan terhadap 10 Raperda:



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu “ Laporan Panitia Khusus atas
Hasil Pembahasan 10 Raperda «.

Dimulai dari Kepada Ketua Pansus I atau yang mewakili, dipersilahkan.

» (Laporan Panitia Khusus [ terlampir)

Terimakasih Saudara Muhammad Anshori atas penyampaiannya.

Selanjutnya, Pansus 1] dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS [] =====
> (Laporan Panitia Khusus 11 terlampir)

Terimakasih Saudara Sahningsih, S.E. atas penyampaiannya.
Selanjutnya, Pansus III dipersilahkan,
===== LAPORAN PANSUS II[ =====

» (Laporan Panitia Khusus ] terlampir)

Terimakasih Saudara Widodo atas penyampaiannya.

Yang terakhir, Pansus IV dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS [V =====
» (Laporan Panitia Khusus I V terlampir)

Terimakasih Saudara H. Henry Purwoko, S.Pd. atas penyampaiannya.



Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia

Demikian tadi penyampaian laporan oleh masing-masing Pansus dalam
membahas 10 Raperda. Selanjutnya, kita masuki acara ketiga yaitu
“ Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil Pembahasan 10 Raperda «.

> H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

* Sebelumnya saya tawarkan terlebih dahuly ini Pendapat Fraksi ini dibaca

satu persatu atau cukup perwakilan saja???7?”
» Semua anggota DPRD yang hadir menjawab
“Cukup perwakilan saja Pimpinan”

> H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“Oke kalau begitu kalau cukup perwakilan siapa yang akan membacakan
07

» Semua anggota DPRD yang hadir menjawab
“Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H.

Selanjutnya kepada Saudara Puji Santoso, S.P..M.H.

sebagai juru bicara
perwakilan Fraksi -Fraksi , dipersilahkan.

P v ot

====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKS] ====

» (Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil Pembahasan 10 Raperda terlampir )

Pendapat Fraksi

S/TS/A
N Nama Raperda FPP | FD | FPK | FPDIP | FP | FKS | FH
° P B -N G
1 | Raperda tentang Retribusi S S S S ’ S S S
Dol e e




Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan

Raperda tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaaan Petani dan
Nelayan

Raperda tentang Perubahan
Kedua atas Perda
Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan

Raperda tentang Ijin Usaha
Jasa Konstruksi

Raperda tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Raperda tentang
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan

Raperda tentang Perubahan
atas Perda Nomor 5 tahun
2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir

Raperda tentang Perubahan
Kedua atas Perda Nomor 16

| Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Perda
Kabupaten Rembang
Nomor.4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan

| Parkir Ditepi Jalan Umum




Terima kasih kepada Saudara Puji Santoso, S.P..M.H, yang mewakil juru bicara

perwakilan Fraksi- Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Marilah kita lanjutkan acara keempat , yaitu Persetujuan terhadap 10
Rancangan Peraturan Daerah. Dari pendapat masing-masing fraksi sebenarnya
sudah dapat kita simpulkan apakah 10 Raperda dapat disetujui menjadi Perda,
ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan,

Oleh karena dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota, dan rapat
paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil
keputusan, maka pada kesempatan ini, saya tawarkan kepada sudara-saudara :

13

Apakah Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang

dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui ?”

= SETUJUUUUU=
( Dengan suara bulat semuaq anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

“ Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang

dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU==

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

“ Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan

Nelayan yang dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui ?”



“ Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelan

gan lkan yang
dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui 7

TET=====SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kal; )

“ Apakah Raperda tentang [jin Usaha Jasa Konstruks; yang dilaporkan oleh
Pansus II1 dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulqs Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )
" Apakah Raperda tentang Pengelolaan Baran

g Milik Daerah yang dilaporkan
oleh Pansus II1 dapat disetujuj ?*

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

" Apakah Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dilaporkan
oleh Pansus II1 dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU=

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

* Apakah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang

S A - 169 " . - o
D atrrilaticy Mavcwnme 7o . R =S



" Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun 2010

tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang dilaporkan oleh

Pansus IV dapat disetujui ?”

==SETUJUUUUU
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

* Apakah Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji yang dilaporkan oleh Pansus
IV dapat disetujui 2

SETUJUUUUU
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota, atas pemberian persetujuan terhadap

10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita ikuti acara yang terakhir, yaitu : “ Pendapat Akhir Bupati atas hasil
pembahasan 10 Raperda .

Kepada Saudara Bupati waktu dan tempat, dipersilahkan.

===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 10 RAPERDA ===



Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah Kita laksanakan. Dengan
disampaikannya pendapat akhir bupati atas hasil pembahasan 10 Raperda, maka
selesai sudah acara rapat paripurna ini.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, dengan
mengucap “Alhamdulillahirobbil‘alamin “ tepat pukul 15.35 WIB Rapat
Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Sekian,

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wp.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
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LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( IV ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017

—_—

LAMPIRAN |

LAMPIRAN I1

LAMPIRAN II]

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN V]]

LAMPIRAN VIII

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se
Kabupaten Rembang;

Laporan Panitia Khusus L 11, 1T dan IV atas Hasj]
Pembahasan 10 Raperda Non APBD Tahun 2017:

Pendapat Fraksi - Fraks; terhadap Hasil Pembahasan
10 Raperda Non APBD Tahun 2017,

Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil Pembahasan 10
Raperda Non APBD Tahun 2017;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penetapan 2 (Dua) Raperda

di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3
Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penetapan 2 (Dua) Raperda
di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penetapan 3 (Tiga) Raperda
di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penetapan 3 (Tiga) Raperda



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA (1V ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARITANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

BAYU ANDRIYANTO S E.

...............................................

...............................................

Ors. SUBAKTI

Bupati Rembang

Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
Rembang

Pengadilan Negeri
Rembang

Dandim 0720 Rembang

Kepolisian Resort
Rembang

Pengadilan Agama Kab.

Rembang

Sekertaris Daerah




DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (1V ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017
PUKUL ; 09.00 wiB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1 2 3 4 5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
_____ J_ PEMBANGUNAN
LA HMATDKAMILMZ Ketua DPRD
_2 |SUGIHARTO ] Anggota
3 [HM MURSYID, ST o Anggota "
L4 |ZAMULUMAMNS Anggota
5. |MOKHAMAD ZAENURI Anggota
& [SULISTYO WETIARIANT Anggota
-7 |HENRY PURWOKO, S Pd. —e—feo____Anggota
-3 |MOHAMMAD ANSHORI R Anggota
-2 |HSUPADL e Anggota
10 _|INUR HASYIM L Anggota
FRAKSI DEMOKRAT
S M. GUNAsoisE —{—_Wakil Ketua DPRD |1
2 [EDIKARTONO, SP6, MH | apen 12 s
-1 |IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH. | i Anggota 48— .
I /L v i =
4 [Hj. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota ( v ¥
15_|EKA SISWA KARTIKA i Anggota \\‘L / 27”2/)7/ -
—_—] /4
16 |HISLAHUDDIN Anggota 16
A7 |HHARNOSE . Anggota 17 - A~ | S
18 [MUGIYARTO, S.T Auggota 18 )
18 IMUGIYARTO, ST .S
A\
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
] __BANGSA
19 (M BISRI CHOLIL LAQUF | WakiKewaDPRD |19
20 MOHAMMAD IMRON 1 Anggota
21 JWYAS Anggota 21




FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

25 |SUMARSIH Wakil Ketua DPRD |25 T

)
26 basmMant Anggota A RSO,
| 3/__7L <=
27 [WIDODO Anggota P

7 fwmoopo y B

.28 |ALIIRCHAM, ST~ Anggota 28
.28 |NANIK SRISUNDARI - Anggota 29 - A
5

30 |DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota 30 /)/j%l
A - N = Y

31 |FRIDA IRIANI Anggota R‘&»
..... 122 —
| 32 IMUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi. Anggota 32

FRAKSI PARTAI GERINDRA

~ 33 |HERI KURNIAWAN,”s:E:”_"-“. . Anj&o(a 33

|34 |H. CHASANUDDIN Anggota 34 /\ =
e

_3 _|[PUITSANTOSO, SP, M.H, Anggota .

36 |H. YUDIANTO, S H. Anggota 36 \ /
_37_|AYU ARDIYAH MAYASARI Anggota 37 )

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
.38 |[HISMARL SH Anggota
P SIARLSH R
EEN GATOT PAERAN, S H, M Si e o Anggota
! 40 tH JOKO SUPRIMADL § 1§ oo | __ _Anggota
" CATURWINANTO.SH. | pngson
FRAKSI HARAPAN

42 |SUKARMAIN Anggota

43 |SAHNINGSIH, S.E. Anggota

44 |PARAMITA PRAPANCA ANR, S.Pd, Anggota

bf’m
46 |INUR JANNAH ) Anggota 45
Keterangan :
11 jin
2 S Sakit

kN oRE it



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ( IV )DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARITANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

Q. JABATAN — NAMA JCANDA TANGAN,

PR
A 4

1 |CAMAT REMBANG

)
4

2 |CAMAT KALIORI

3 {CAMAT SUMBER

ALWA

4 |CAMAT SULANG

s OICAMATBULU | > K //
|

| 6 |CAMAT PAMOTAN mm\/ow

7 |CAMAT GUNEM

8 |CAMAT SALE

9 |CAMAT LASEM

10 |CAMAT PANCUR

Il |CAMAT SEDAN

12 |CAMAT SLUKE

13 |CAMAT KRAGAN

1
| -

4 CAMAT SARANG N T A
!

(" ”.-‘\ e 2
\;rs\;g\g:rA S DPRD KAB. REMBANG
e

DRUPQODO, M.Si

“\,\ Mo N§3719670421 199303 1 009




HARI'TANCGAL : JUM'AYT, 28 DESEMBER 2017

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ( IV ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

PUKUL : 09.00 WIB
NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 3 2
1 |STAF AHLI BUPATI 1
2 |STAF AHLI BUPATI 2
| 3 |STAF AHLI BUPAT! 3
4 |STAF AHLI BUPATI 4
5 |ASISTEN | SEKDA 5
6 |ASISTEN Il SEKDA G
| 7 |ASISTEN Ill SEKDA N @2 L8| . N
8 |BAG. TATA PEMERINTAHAN > ' T8
9 |BAG. HUKUM ™M N~ ye b | e 9 4;” ﬂ
| 10 |BAG. HUMAS Yleun ) Ka ¢ U 1o 7
| 11 |BAG. ADM PEMBANGUNAN ' 11
!( 12 |BAG ADM. PEREKONOMIAN N 12
[’ 13 |BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT | 117" ApRIUANA | [tigy by 13 ( (
| .4 |BAG. ORGANISAS| & 7
| KEPEGAWAIAN 14
15 |BAG. UMUM 15 /”}
16 |BPPKAD [Miovedd 0lway 16 T‘b’i
17 |INSPEKTORAT 17 NN
18 |BAPPEDA Do 1vhywy ] AL
19 |DINSOSP2KB g UR rgvil) 1w /NS
20 IBKD T 20
21 |BPBD P unics Savasd 21 w
22 |DPU TATA RUANG P
23 |DPKP/ DINPERKIM ) R 23 Y,
24 |DINAS KESEHATAN CUbeas U | SIS B
| 25 |DINDIKPORA A}Q‘V[eﬂ.w et 25 % U <
’ 26 |DINPERINDAGKOP & UMKM ‘ 26
27 |DINTANPAN WM’V\ 27 W
28 1DINLUTKAN ,O/,{A/)r‘md/\ Y % //




NO |  BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
1 2 3 5 ]
2 s N Wi ] BRE T ~2
34 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP f /- 14
| 35 [KANTOR KESBANGPOLINMAS E&RTr 1 : 3 A demn 1 —f
36 |DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN LAt K. | . ] /]\e CZL T,
tw foNAs PMPTSP NAKER ] [37 7
38 }Rsuo dr. R SUTRASNO 18
39 |SATPOL PP 39 i
40 |TIM PKK KAB. REMBANG 0
| 41 [PDAM 41 T
| 42 PERCETAKAN DAERAN 42 7
| 43 |PD. BANK PASAR | 43 7
| 44 [PT MIGAS REMBANG ENERGY | | » |
L45 'BANK BNI 46 ] ] 45 —]
Lzze [BANK JATENG CAB. REMBANG ] } 46 ‘]
| 47 |8RicAB. RemBANG ] l a7 B
| 48 [PD BPR BKK LASEM | | | " N
L49 IPT.RBS l | e —]
Lso |APOTIK DAERAR ] | | o i
51 [KANTOR KEMENTRIAN AGAMA / { [51
52ALDfPENDA PROPINS| | 52 %
53 (BPS KAB. REMBANG 53 ]
| 54 |RUMAH TAHANAN Py
Es PERHUTANI KPH MANTINGAN 55
| 56 |PERHUTANI KPH KEBONHARJO 56
E?’ KANTOR PERHUTANI SPH v 57
] 58 |KANTOR POS DAN GIRO 58
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

‘_\___—‘_%

LAPORAN

PANITIA KHUSUS | DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. Dasar:

Panitia Khusus ] DPRD Kabupaten Rembang dibentyk dan

melaksanakan tugas berdasarkan pada

1.

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim
Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27

November 2017 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017,

. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ;
Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus L 1L, Il dan 1v
DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 10 (sepuluh) Raperda,
dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus 1, Tugas dan Masa
Tugas sebagai berikut -

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten
Rembang meliputi:

1. MUH. ASNAWI, S.Pd.] KETUA

2. MOHAMMAD ANSHORI WAKIL KETUA
3. SUKARMAIN ANGGOTA

4. SUGIHARTO , ANGGOTA

5. EKA SISWA KARTIKA ANGGOTA

6. Drs. HM. SUBAWOTO ANGGOTA

7. NANIK SR! SUIWDARI ANGGOTA

8. M. BAHAUD DUROR, S.PI ANGGOTA



b. Tugas :
Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang :
1. Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional

Masyarakat Mandiri Perdesaan.

2. Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

c. Masa Tugas :
Sesual jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah
DPRD bahwa Panitia Khusus ] melaksanakan tugasnya pada
tanggal 20 s/d 27 Desember 2017,

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah
DPRD, bahwa mekanisme pembahasan Panitia Khusus I mengadakan
rapat dengan Instansi terkait dan Stage holder terkait.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus |
menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-
penyempurnaan Raperda sebagai herikut

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL
KEGIATAN PROGRAM NASIONAL MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN.

a. Pada Pasal 20 ayat 2 dihapus sehingga ayat 4 berubah menjadi
ayat 3 dimana ada peényempurnaan konsideran dan penambahan
hurufd dan e yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Presentase . penggunaan Surplus Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
a. penambahan modal minimal 40 %;

dana sosial minimal 17 %:;

penguatan kelembagaan maksimal 30 %:;

deviden desa maksimal 10%; dan

reward kelembagaan maksimal 3% sesuai dengan

kriteria.

© oo o

II. RAPERDA TENTANG PENYELENGGRAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Dalam raperda tersebut tidak mengalami perubahan subtansi



D. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus 1
dalam membahas 2 Raperda Kabupaten
sebagai bahan pertimbangan Persetujuan
DPRD tanggal 29 Desember 2017,

DPRD Kabupaten Rembang

Rembang yang selanjutnya
DPRD pada Rapat Paripurna

Rembang, 28 Desember 2017

PANITIA KHUSUS | DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua, Wakil Ketua,

ttd ttd

MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.| MOHAMMAD. ANSHORI




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Koae Pos 59212
REMBANG

A 4
—_—

LAPORAN

PANITIA KHUSUS Il DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. Dasar:

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan
melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim
Penyusun Raperda PemerintahKabupaten Rembang tanggal 27
November 2017 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017,

2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 1, IL,IIl dan v

DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 10 (sepuluh) Raperda, dengan

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus ]I, Tugas dan Masa Tugas sebagai
berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten
Rembang meliputi:

1. SAHNINGSIH,S.E KETUA

2. ALI IRCHAM WAKIL KETUA
3. NUR HASYIM ANGGOTA

4. SULISTYO WETI ARIANI ANGGOTA

5. DONNY KURNIAWAN,S.E,M.M ANGGOTA

6. EDI KARTONO,Spdi,M.H ANGGOTA

7. IMRO’ATUS SHOLICHAH,S.E ANGGOTA

8. SHOLEH,B.A ANGGOTA

9. H.YUDIANTO,L.H ANGGOTA

10. HERI KURNIAWAN,S.E ANGGOTA

11. JOKO SUPRIHADI,S.H ANGGOTA



b. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tentang :

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan di
Kabupaten Rembang ;

2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
fkan ;

c. MasaTugas ;

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD
bahwa Panitia Khusus II melaeksanakan tugasnya pada tangga 12 s/d
27 Desember 2017.

B. PelaksanaanPembahasan_.

SesuaikesepakatanPanitiaKhusus IdanjadwalBadanMusyawarah DPRD,
bahwamekanismepembahasan Panitia Khusus 1[I mengadakan rapat
dengan OPD terkait dan Stage holder terkait,

C. HasilPembahasan :

Dari  pem bahasan-pembahasan tersebut,  Panitia Khy susll

menyepakati dan menyimpulkan dengan Penyempurnaan-penyempurnaan
Raperda sebagai berikut :

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG.

1. Pada konsideran menimbang huruf a. Dirubah menjadibahwa
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta
sejahtera Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan
pemberdayaan petani dan nelayan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan:

2. Pada konsideran huruf ¢ dirubah menjadibahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a danhuruf b
perlu mentetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten
Rembang; (dan huruf d menjadi huruf c)

3. Pada Bab I diktum. ketentuan umum Pasal | nomor 6 di ubah
menjadi Nelayan adalah setiap orang yang penghidupanya baik
sebagian atau seluruhnya yang didasarakan hasil penangkapan
ikan di laut.

4. Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (7) diubah menjadi
Perlindungan petani /nelayan adalah segala upaya untuk
membantu petani dan nelayan mengahadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian
usaha,risikoharga, kegagalan panen dan perubahan iklim.

S. Pada Bab [ Ketentuan umum Pasal (8) di ubah menjadi P

ppmhnrﬂg\/con b o o b o



konsolidasi dan Jaminan luasan lahan pertanian dan daerah
tangkapan, kemudian akses ilmu pengetahuan, tehnologi dan
informasi , serta pengutan kelembagaan Petani dan nelayan.

Pasal 8 menjadi Pasal 9 dan seterusnya

- Pada Bab 11 Pasal 2 di rubah menjadi

Asas Perlindungan dan pemberdayaan betani/nelayan
berdasarkan; .

. kemandirian;
. kedaulatan;

kebermanfaatan;
. kebersamaan;

keterpaduan;

keterbukaan;

g. efisiensi berkeadilan: dan

h.berkelanjutan.
. Pada Bab 1] Pasal 3 diubah menjadi

Tujuan Perlindungan dan pemberdayaan betani/nelayan adalah:
a) meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/nelayan

™00 o

b) melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;

¢) melindungi nelayan dari resiko kecelakaan dan kematian;

dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern,
bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan
berkelanjutan;

8. Pada Bab [II Pasa] 7 ayat (2) di ubah menjadi

(2) Strategi perlindungan petani/nelayan dilakukan melalui:
a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi
pertanian dan produksi perikanan;

b. kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;

c. Harga komoditi hortikultura sesuai dengan kemampuan
kuangan daerah;

. Efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;

- Fasilitasi dan mediasi konflik petani dan nelayan-
Desiminasi informas;i peringatan dini tentang iklim dan cuaca;

-0 A

g. Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nelayan;

h. Ganti rugi akibat gagal panen kejadian luar biasa sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah:



10. Pada Bab 11l Pasal 9 Ayat (2) diubah menjadi
(2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD terkait,
11. Pada Bab Il Pasal 9 Ayat (3) diubah menjadi
(3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
petani/nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi

Jangka pendek, maupun jangka panjang.
12. Pada Bab IV Pasal (12) diubah menjadi
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban atas perlindungan
petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas; dan mediasi
bagi petani/ nelayan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, merencanakan
pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi
petani/nelayan;

(4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan memf{asilitasi,
merencanakan  pendataan pelaksanaan kepersertaan
perlindungan asuransi petani/nelayan sebagaimana ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati,

13. Pada Bab IV Pasal 13 Ayat (3) diubah menjadi
(3) Strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang
dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf ¢ dapat dilakukan
oleh  Pemerintah melalui  Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/koperasi petani dan koperasi nelayan,
14. Pada Bab 1V Pasa] 14 diubah menjadi
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan
prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. jalan usaha pertanian, jalan produksi pertanian;
b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai
dengan kewenangannya: dan
c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, pangkalan
pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan pasar.
15. Pada Bab IV Pasal 16 diubah menjadi

Petani/Nelayan berkewajiban memantaatkan dan  memelihara
prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh

16. Pada Bab IV Pasal 17 Ayat (1) diubah menjadi
(1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana
produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang
terjangkau bagi petani/nelayan sesuai dengan kewenagan

pemerintah daerah. .

17. Pada Bab IV Pasal 17 Ayat (2) huruf a diubah menjadi

N v yrm ] o o



19

20.
21,

22,
23.
24,

285.
26.

27.

28

29

30

sumber dayaalam;

b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan
perikanan kepada petani/ yang melaksanakan usaha
pertanian dan perikanan sebagai program pemerintah
daerah;

¢. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan
hasil perikanan.

- Pada Bab IV Pasal 21 di ubah menjadi Pasal 20 Ayat (2)
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenaji Kepastian usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
Pada Bab IV Pasal 22 menjadi Pasal 21 dan seterusnya

Pada Bab IV Pasal 21 diubah menjadi
Pemerintah Daerah berkewajiban membantuy menciptakan
kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan
perikanan yang menguntungkan bagi petani/nelayan.

Pada Pasal 23 dihapus

Pada Bagian ke Lima diubah menjadi Bagian ke Empat
Eﬁsiensibiayausaha

Pada Pasal 22 diubah menjadi
Pemerintahdaerahrnengupayakanperlindungankepadapetanida

Pada éagian ke Enam diubah menjadi Bagian ke Empat

esiminasi informas; peringatan dini iklim dan cauca ;
Pada Bab [V Pagg] 23 diubah menjadi

Pemerintah Daerah Wajib mendesiminasikan Informasi
peringatan dini iklim dan cuaca;
Pada Bab |v Pasal 24 di ubah menjadi
(1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal
panen dengan melakukan:

a palraan  ledakan Serangan organisme pengganggu
tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular:
peramalan cuaca d; laut; dan

b. upaya pPenanganan terhadap hasi] prakiraan iklim dan
pPeramalan ledakan Serangan organisme pengganggu
tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.,

(2) Antisipas;i sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan
iklim, hasil perkiraan ledakan organisme pengganggu
tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan
mernular, cuaca dan badaj di laut.

. Pada Bab V Pasa] 28Ayat (2) huruf b diubah menjadi

b. pengembangan  pelatihan kewirausahaan dj bidang
agrobisnis dan hasil perikanan.

. Pada Bab V Pasa] 32 diubah menjadi
Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban
mengutamakan penjualan komoditas pertanian  dan
Perikanan Daerah.

. Pada Bab V Pasal 33 diubah menjadi
- rase a

P



(1).Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan
akses permodalan usaha pertanian dan perikanan.

(2).Fasilitasi akses pembiayaan dan akses permodalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui;
a.pemberian pinjaman modal untuk usaha pertanian dan

penangkapan ikan,
b.pemberian bantuan program pertaniandan perikanan ;
C. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta
program kemitraan dan bina lingkungan
d. pemberian pendampingan program bantuan yang
diperlukan dalam rangka mengakses pembiayaan dan
permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat
dan/atau pihak lain.
33. Pada Bab V Pasal Bagian ketujuh diganti bagian kelima
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
34. Pada Bab V Pasal Bagian kedelapan diganti bagian keenam
A1<sesHmuPengetahuan, Teknologidaninformas;i

35. Pada Bab V Pasal 35 Ayat (1) diubah menjadi
{+  Pemerintah Daerah berkewajiban memberikail
kemudahanakses ilmy pengetahuan, teknologi, dan informas;i
dibidang pertarian dan perikanan.
36.Pada Bab V Pasal 37 diubah menjadi
Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji muty
hasil komoditas pertanian dan perikanan.
37. Pada Bab V Pasal Bagian Kesembilan dj ganti bagian Ketujuh
PenguatanKelemba"gaan
38. Pada Bab V Pasal 40 diubah menjadi

(1) Kelompok Tani/ Nelayan sebagaimanag dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk
petani/nelayan. ‘

(2) Kelompok tani/ Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas
yang diusahakan, untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha anggota.

(3) Kelompok tani/ nelayan setelah terbentuk  harus
mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

39. Pada Bab V Pasal 41 diubah menjadi
GabunganKelompok Tani dan  Nelayan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) b merupakan gabungan
dari  beberapa kelompok tani dan nelayan yang
berkedudukan di desa dalam Kecamatan yang sama atay

Kabupaten. ‘ o
40. Pada Bab V Pasal 44 Ayat (1) diubah menjadi

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal
43(1)dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan; ;
b. lembaga swadaya masyarakat; dan
¢. Pelaku usaha, ‘
41. Pada Bab V Pasal 45 di tambah Huruf f yang berbunyi
f. Membiayai jaminan asuransi bagi anak buah kapal.



43. Pada Bab V Pasal 47 Ayat (2) huruf ¢ diubah menjadi
C. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan
secaraberkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan
kepada pemerintah kecamatan dan OPD  untuk dapat
diverifikasi apabila ada bantuan danga bergulir maupun
bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;

D. HasilPembahasan :
Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus |
menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan~penyempumaan
Raperda sebagai berikut

1. Pada Konsideran mengingat nomor | diubah menjadi
1.Pasal 18 ayat {6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194s5;
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4. Pada Konsideran Angka 8 sampai dengan angka 12 pada ’draff
diubah menjadi angka 9 sampaj dengan nomor 14
S. Pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2} diubah menjadi

(1)  Hasil penangkapan ikan di layut wajib dijual secara lelang serta
dicatatkan pada petugas Dinlutkan di Tpj dan pos pos penjualan

ikan yang ada di Kabupaten Rembang.

(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lelang
terbuka dan lelang tertutup

(3) Dihapus

(4)  Pos pos penijualan ikan sebagaimana disebut dalam ayat (1) akan
diatur lebih anjut dengan Peraturan Bupati;



E. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus 1]

dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Remb
bahan pertimbangan Persety

tanggal 29 Desember 2017,

DPRD Kabupaten Rem bang

ang yang sclanjutnya sebagai
juan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD

Rembang, 28 Desember 2017

PANITIA KHUSUS 1DPRD KABUPATENREM B A N G

Ketua,

WakilKetua,
ttd ttd
SAHNINGSIH, S.E ALl IRCHAM,S.T

~*B8suai dengan aslinya
Sékr;eggji’a‘:‘_@PRQKabupaten Rembang

a N

/ K

RUPODO, M.Si
mbifla Tingkat |
“N|PY18576421 199303 1 0gg
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59212

. | REMBANG

LAPORAN

HABUPATEN amsmj

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR:

Panitia Khusus [ DPRD  Kabupaten Rembang dibentuk dan
melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan
Raperda Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 pada tanggal 27
November 2017,

2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 0] Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang.

3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, Il dan [V
DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pembahasan 10 (sepuluh)
Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus 1], Tugas dan
Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten

Rembang :
}'ﬁ? L NAMA JABATAN I\
| 1 WIDODO Ketua Pansus 111 j

i
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| Wakil Ketua
2 | PUJI SANTOSO, S.P.,,M.H. Pansus III
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Anggota Pansus IJ]

Anggota Pansus I

Anggota Pansus IJ

Anggota Pansus ]

Anggota Pansus II]

2. Tugas:

Panitia Khusus [J] bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang :

1) Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

2) Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

3) Pengelolaan Barang Milik Daerah,

3. Masa Tugas :

Paripurna DPRD tanggal 29 Desember 2017,

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

» Panitia Khusus 1] mengadakan Srtudy Banding ke Pemerintah
Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Desember 2017 dan Pemerintah
Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Desember 2017,

» Panitia Khusus Il mengadakan rapat dengan OPD terkait pada
tanggal 27 Desember 2017.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khiteiie 177

P T



I. Raperda tentang Tanggungiawab Sosial Perusahaamn.
1. Semua kalimat “Forum pelaksana TSP ¢, yang ada dji raperda inj

kata “pelaksana” dihapus, sehingga menjadi “Forum TSP«

2. Pasal 11 ayat (1) huruf b kata “koperasi“ dihapus, dan huruf 4
dihapus.

3. Pasal 12 ayat (3) kata © koperasi « dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut ;

II.  Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Judul Raperda tersebyt diubah dan disempurnakan sehingga
berbuny;j Perizinan Usahg Jasa Konstruks;i.
2. Pada Penjelasan Raperda pasal 19 ayat (3) dimasukan
penjelasan atas kepanjahgan/singkatan SKA dan SKT yaitu;

Yang dimaksud dengan SKA adalah Sertifijlat Keahlian Kerja |,
dan SKT adalan Sertifikat Ketrampilan Kerja

III, Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

1. BAB ] KETENTUAN UMUM
Pasal 1

> angka 6 ada Penambahan kata “‘Organisasi” sehingga
berbunyi; ‘

6. Orgnisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat

pPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,

» Angka 29 ada dobel 2 kata ‘pemerintah”. Untuk itq ada
penghapusan salah saty kata “pemerintah ¢ sehingga
disempurnakan sebagai berikut ;

29.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau
antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam  eeeot. | o BT



Pasal 87

Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Daerah dilaksanakan sesyaj Peraturan perundang-
undangan,

3. Pasal 98 hurufc ada penambahan kalimat tentang Retribusi
Jasa Usaha

Sehingga berbunyi

Rembang, 29 Desember 2017

PANITIA KHUSUS 11 DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua, Waki] Ketua,
Ttd. Ttd.
WIDODO PUJI SANTOSO, S.P.,, M.H.

Sesuai dengan aselinya




LAPORAN PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN REMBAN G
MEMBAHAS 3 ( TIGA ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAUJI
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR
M

3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. DASAR:

Panitia Khusus [V DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas
berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Remang bersama Tim Penyusun

1. HENRY PURWOKO, s.Pd.  Ketua
2. H.ISLAHUDDIN : Wakil Ketua
3. ZAIMUL UMAM : Anggota
4. MOKHAMAD ZAENUR]  Anggota
5. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI : Anggota
6. ILYAS : Anggota
7. FRIDA IRIAN] : Anggota
8 AYU ARDIYAH MAYASARI " Anggota
9. CATUR WINANO, S. H. ' : Anggota
10. PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd : Anggota
C. TUGAS :

Panitia Khusus [V bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang;

. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

2. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Retribusi Di Tepi Jalan Umum

3. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010

Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir



E. PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus [v melaksanakan mekanisme pPembahasan
sebagai berikyt -

1

Panitia Khusus [v mengadakan Stud;j Banding ke Pemkab Bojonegoro dan Pemkab
Tuban pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2017,

- Panitia Khusus v mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 27

Desember 2017.

. Rapat interna] Pansus v dalam rangka Pe€nyusunan lanoran atas hasi]

pembahasan

F. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pada Mem’mbang huruf g ada kesalahan P
ditulis daerah ditulis daearah '

2. Pada Diktum Ketentuan umum ditambah 2 (dua)
angaka 11, dan berbunyi sebagai berikyt :

10. Tim Pemandy Haji Daerah adalah petugas da
Haji dalam kelompok terbang yang berty
bimbingan ibadah dan pelayanan umum,;

angka yaity angka 10 dan

erah yang menyertai Jemaah
gas membanty memberikan

11. Tim Kesehatan Hayji Iiaerah adalah Petugas daerah yang menyertaj

Jemaah Haji dalam elompok terbang yang bertugas memberikan
pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

3. Pada Pasa] 2 Penulisan Daerah awa] Abjad ditulis huruf kecil,
diubah menggunakan Abjad Kapital bpada Awal huruf katq Daerah

b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam
penyelenggaraan ibadah haji di daerah;

S. Pasal 3 huruf ¢ dihapus

6. Pada pasal 5 yat (2) diubah kata Kecamatan menjadi daerah, sehingga
berbunyi ; ‘ |
Ayat (2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi f

a. pemberangkatan jamaah haji dan bagasi dari daergh ke embarkasi;
b. pemulangan Jamaah haji dan bagasi dari debarkas; ke daerah.

7. Pada Pasal 5 ditambah satu ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi: | |

Ayat (5) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimalkais+
nNada avat(O) Aimerce 1101 1 .



9. Pada pasal 7 ayat (2) huruh b ditambah katq meningitis sehingga ayat 2
(dua) berbunyi sebagai berikyt:

(2). Layanan kesehatan terdiri atas ;
&  cek kehamilan;
b, Imunisasi meningitis;
C. lavanan ambulance.

IT. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN

(1) Dihapus.
(2)  Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikyt :
a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu

b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua riby rupiah);
¢. kendaraan roda €nam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh riby rupiahj;
d. kendaraan beroda lebih dar €nam sebesar Rp 12.500,00 (dua belas

Il RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG

membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, yang

Rembhang, 29 Desember 2017
PANITIA KHUSUS 1v
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua
Wakil Ketua ‘ ttd

ttd

H. ISLAHUDDIN - HENRY PURWOKO, S.Pd




PENDAPAT AKHIR FRAKSI - F RAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
10 (SEPULUH ) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

I. Raperda tentang Retribus;i Pelayanan Tera/Tera Ulang

2. Raperda tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
(PNPM MD).

3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir

4. Raperda tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani Dan
Nelayan

5. Raperda tentang [jin Usaha Kontruksi

6. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah

7. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dj Kabupaten
Rembang

10. Raperda tentang pelayanan Ibadah Haji

Disampaikan oleh : puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jum’at, 29 Desember 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta
jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan,
Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di
lingkuangan Pemkab, Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten
Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undanoan Qabalie. <. .. 1 2oetl U



masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA . Sholawat dan salam
senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabj Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

masyara.kat. Maka, kamj meminta kepada Pemerintah kabupaten untyk
memberikan bimbingan dan Pengawasan secarg reguler kepada para

bengelola PNPM MD agar pengelolaan aset warisan PNPM MD berjalan
maksimal

penertiban dengan melibatkan pihak-pihak termasuk kepolisian, Dinhub
dan Satpol PP untuk mengatasi persoalan ini. Selain itu, kami juga
menyarankan agar pemkab menyediakan tempat-tempat khusus parkir dj
titik-titik yang dianggap potensial.

R . - ——



mayoritas masyarakat Rembang adalah petani dan sektor perikanan
termasuk salah satu penyuumbang PAD terbesar.

Terhadap Raperda tentang Ijin Usahg Kontruksi

dengan peningkatan kualitas SDM para pelakunya. Kami meminta agar

melakukan pengawasan atas kinerja mereka. Hal inj penting mengingat
keberadaan Sarana-prasarana dan fasilitas umum dengan kualitasnnya,

aset-aset Daerah sehingga bisa Segera mendapat predikat WTP (wajar
tanpa bengecualian) dari BPK .

Terhadap Raperda Tentang Pelayanan Ibaggap Haji, Kamj
memberikan catatan agar pemkab selaly berupaya meningkatkan
pelayanan kepada jama’ah haji dari tahun-tahun, Beban-beban biaya
yang selama ini masih ditanggung oleh Jamaah pada sagt

pemberangkatan menuju Embarkasi sebisa mungkin harus di cover oleh

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian beberapa catatan dan saran dari kami, selanjutnya dengan
mengucap Bismillahirrohmanirrahim Kami Fraksi-Fraksi DPRD
kabupaten rembang dapat menerima dan menyetujui 10 (sepuluh)
Raperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang,

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir  ini kamj sampaikan dan atas
perhatiannya kami sampaikan terira baoii



Billahitau[z_q wal hidazah,

Wassalamy ‘alaikum Wy, Whb.

Rembang, 29 Desember 2017

/Z)WDW;&/
(H. SUGIHARTO )
Ketua

FRAKSI GERINDRA&ID 01125
v / ( Y




BUPATI EMBANG
v SAMBUTAN BUPATI| REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA IV
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS 10 RAPERDA
Rembang, 29 Desember 2017

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan

Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang.

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.

Ykh. - Para Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.



Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir
bersama dalam keadaan sehat wal'afiat pada acara
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Rapat
Paripurna  DPRD dengan agenda Persetujuan 10
(Sepuluh) Raperda, telah dapat berjalan dengan
lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari
agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Perlu  diketahui bersama, bahwa proses
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat
memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan
masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata
kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan,



L8]

atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan
memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.
Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat
menghargai semangat dan kerja keras Legislatif,
sehingga dari 7 (Tujuh) Raperda yang kami ajukan dan

3 (Tiga) Raperda yang diajukan oleh DPRD telah

diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat

dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang.

Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan

pPemacu semangat sehingga mampu meningkatkan

Kinerja dalam Penyusunan produk hukum daerah yang

berkualitas.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut
yaitu ;

a. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribus;i Pelayanan Parkir g Tepi Jalan
Umum.

b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir.

C. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pelelolaan Tempat Pelelangan Ikan.



d. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
e. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di
Kabupaten Rembang.
f. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang.

. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

. Raperda tentang  Tanggung jawab  Sosial
Perusahaan di Kabupaten Rembang.

i. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian
Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD).

j. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang.

o N (0]

Dan perlu saya sampaikan bahwa dengan
disetujuinya 7 (Tujuh) Raperda yang diajukan oleh
Pemerintah Kabupaten Rembang dan 3 (Tiga)
Raperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten
Rembang menjadi 10 (Sepuluh) Perda Pemerintah
Kabupaten Rembang. Maka saya mohon kepada
Sémua untuk lebih meningkatkan peran dan tanggung
jawab dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan
Perda tersebut sehingga terwujud keadilan dan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.
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Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota
dewan pada saat Penyampaian pandangan umum,
fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses
Pembahasan maupun sebelumnya telah banyak
mendapat masukan/saran yang menurut kami
merupakan input yang positif dalam penyempurnaan
Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi sekaligus sebagai
bahan pertimbangan  kami dalam  merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kamj
Sampaikan dalam Rapat Paripurna v persetujuan 10
buah Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang
Dewan yang terhormat.



Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang |,
L

H. ABDUL HAFIDZ, SPd.l




PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR Z TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

KABUPATEN REMBANG,

bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin
akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-
alat ukur, takar, timbangan dan perengkapannya,

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya
pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen,
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang/kota sehingga pemerintah Kabupaten
Rembang perlu melakukan pengaturan,;

bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan model
pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan
kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan
Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan
kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PMPN-
MPd), maka dipandang perlu adanva perlindungan dan
pelestarian  aset-aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd i
dacrah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keberlanjutan program;



Mengingat :

f.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf

10.

11.

12.

13.

14.

¢, huruf d, dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan untuk tera dan/atau Di tera ulang serta
Syarat-syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan
Perlengkapannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

Peraturan rresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinowval



185.

16.

17.
18.
19.
20.

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

21.

22.

23.

Memperhatikan:

Menetapkan :

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilar Keputusan
Musyawarah Desa,;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat 1l Rembang
Nomor S Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

l.Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.

2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.

3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

IWEQATIT ¢ Marnvatiiiiil PDoarnatfarnan Ramearmanty Daratiirar Taaraly 1A It 1 em e 4o en



KEDUA

KETIGA

. Menyerahkan pro

3 penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana din-um KESATU Keputusan ini menjadi

Peraturan Daerah Kulupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

tv@*mw KILAN RAKYAT DAERAH
\{;‘\’ﬂ%; KARUBATEN REMBANG q
¥ & '}3-':



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3% TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA} RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

Menimbang :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga
Negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan;

bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim,
globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap
bencana alam dan resiko usaha, serta sistim pasar yang
tidak  tranparan dan tidak adil,  petani/nelayan
membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih
berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan
petani/nelayan secara konferhensif, sistimatik dan holistik;

bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di
kabupaten Rembang  sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur
pengolahan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan

ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun



Mengingat :

10.

11.

12.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, turuf b, huruf
¢, huruf d dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaiana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegaivai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan lkan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Norior 8 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelanean Ikan:



14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang. :

Memperhatikan: 1.Laporan Panitia Khusus Il Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU . Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :
1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daeral. Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat

Pelelangan lkan; menjadi peraturan Daerah Kabupaten
Rembang.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini rmulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA

WAKILAN RAKYAT DAERAH
UP Tg:N REMEANG &
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

Menimbang :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran
yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab sosial
perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis,
selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan
dan peran masyarakat;

bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki barang
milik daerah sebagai asset yang perlu diatur dan
dioptimalkan untuk mendukung pelayanan public dan
kesejahteraan masyarakat dengan mendasar pada asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi,akuntabilitas, dan kepastian nilai;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang berwenang untuk membentuk
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik
Negcara/Daerah, malta Peratiirarn  Daeral IWakliiia+on



Mengingat :

peranan penting di daerah dalam berbagai sasaran guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha j_asa
kontruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan
izin usaha jasa kontruksi;

bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam
pelaksanaan pemberian izin usaha jasa kontruksi di
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai izin
usaha jasa kontruksi;

1. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf

10.

11.

¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 28 Tahu 1999  tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolosi dan Nipotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;



14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Kontruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa
Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Resrtibusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

e o >



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrasuktur;

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Nelayan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampabh;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Badan
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil
Dan Program Bina Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Per.bentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.



3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017,

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :
1. ljin Usaha Jasa Kontruksi;
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan; menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang.
KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .
KETIGA

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR S TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayan'an terhadap

1.

pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan
penyesuaian tarip retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
pelayanan parkir kendaraan dj tempat khusus parkir yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke
embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi
tanggunganjawab Pemerintah Daerah:

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
¢ perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang. -

Pasal 18 avat () 1Trndarollmdarea Macae Daoeadtile T 1o



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubaha atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peratiran Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Preiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor R0 Tahiie 20015



18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 16 Tahu 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus IV Dewan Perwakila Rakyat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
2. Penacapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupacen Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang :

1.

2.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pelayanan Ibadah Haji; menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

o KETUA



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin
akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya
pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen,
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kotasehingga pemerintah Kabupaten Rembang
perlu melakukan pengaturan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksuddalam huruf a, dan huruf bserta untuk
menciptakan  kepastian  hukum, perlu  membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar lNegara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 1!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3388);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembarea Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor
2/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.
perangkat daerah yang membidangi metrologi legal

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolekvif dan bentuk
usaha tetap.

Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk
kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha
jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan
dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan
atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat
tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-
kegiatan tersebut.

Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang digunakan
untuk mengukur, menakar atau menimbang.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas penakaran.



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil
pengukuran.

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera
Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda
Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan
dan/atau ketentuan yang perlaku.

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda
Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan
tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku,
dilakukan oleh Pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian
yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
yang telah di Tera.

Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya untuk di Tera/Tera Ulang.

Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau
surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP
digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.

Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP
atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat
teknis pada saat di tera atau tera ulang.

Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat

keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada
saat ditera atau tera ulang.

Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-
bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu diTera/Tera
Ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.

Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP
yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera
dilakukan.

Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai
Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang
disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak
yang melakukan tera/tera ulang.

Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai
Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai

~dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang
membidangi kemetrologian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi



24.

235.

26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pegawai yang berhak yang seianjutnya disebut pegawai berhak adalah
penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP
oleh menteri.

Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.

Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.

Menjustir adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan
tujuan agar alat-alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi
persyaratan Tera atau Tera Ulang.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertenty yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertenty
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi atau Sanksi Administratif berupa
bunga dan/atau denda,

Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.

Kas Daerah adalah kas dacrah Kabupaten Remabng.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undamno-



39.

40.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah,

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.
b.
c.

mewujudkanpelayanan dalam bidang metrologi legal,
mewujudkan kepatuhan dalam bidang metrologi legal;
meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribus;j Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.
b.
c.

Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP;
Penyelenggaraan pengawasan Tera/Tera Ulang UTTP;
Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang UTTP.
BAB III
PELAYANAN TERA/TERAULANG UTTP

Bagian Kesatu
Jenis UTTP

Pasal 4

Pelayanan tera/tera ulang dilakukan terhadap UTTP:

AT RS0 a0 o

alat ukur panjang;

alat ukur permukaan cairan:
takaran, meliputi:takaran kering dan takaran basah;
tangki ukur;

tangki ukur gerak;

alat ukur dari gelas;

bejana ukur;

meter taksi;

thermometer;

alat ukur cairan minyak;
alat ukur gas;

PUEN



<o

meter parkir;

timbangan,

anak timbangan;

pencap kartu (printer/recorder}; dan

. meter kadar air.

Sesuaikan PP
Pasal 5

Perangkat Daerah melakukan pelayanan pengujian untuk pertama kalinya
UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian UTTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perangkat daerah melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 baik yang secara langsung maupun tidak langsung
digunakan atau disirnpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan guna:
kepentingan umum;

usaha,;

menyerahkan atau menerima barang;

menentukan upah atau pungutan;

menentukan produk akhir dari perusahaan; atau

melaksanakan peraturan perundang-undangan;

MmO no o

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) UTTP yang
khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan tera/tera ulang UTTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Tanda Tera

Pasal 7

Jenis tanda Tera terdiri dari:
tanda sah;

tanda batal;

tanda jaminan;

tanda daerah;

tanda pegawai yang berhak.

° 0o

Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau
dipasang pada UTTP setelah dilakukan pengujian.

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP
diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.



Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah
dan/atau di luar kantor Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan keliling atau
tempat UTTP berada. '

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 9

Tera/tera ulang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum
jangka waktu berakhir atau atas permintaan sendiri.

Bagian Kelima
Pelaksana Tera/Tera Ulang

Pasal 10

Pelayanan tera/tera Ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai yang berhak.

Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak

sebagai berikut;:

a. mengesahkan UTTP yang memenuhi persyaratan saat pcmeriksaan dan
pengujian;

b. membatalkan UTTP yang tidak memenuhi persyaratan saat pemeriksaan
dan pengujian;

¢. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang
berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi
syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan

d. membubuhkan/memasang tanda Pegawai yang berhak.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pegawaiyang berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan pelayanan tera/tera
ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;

b. menolak melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP yang tidak
memenuhi ketentuan;

C. menera atau menera ulang UTTP yang memenuhi ketentuan dan
diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;

d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan
atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;

e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan danpcngujian  UTTP
berdasarkan syarat teknis;

f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan

P L



BAB IV
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)
Pasal 11

Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual,

ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan secara

tertulis pada bungkus atau pada labelnyadengan singkat, benar dan jelas

mengenai:

a. nama barang dalam bungkusan itu;

b. ukuran, isi, berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan
atau lambang satuan; dan

c. jumlah barang dalam bungkusan itu dalam hal barang dijual dengan
hitungan.

Tulisan sebagaimana pada ayat (1) menggunakan angka arab atau huruf
latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan
nama dan tempat perusahaan yang membungkusnya.

Pasal 12

Perangkat daerah melakukan pelayanan pengujian terhadap Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL
Pasal 13

Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan
Ukuran.

UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: .

a. UTTP produksi dalam regeri dan UTTP asal impor;

b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan

c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau
penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
dilakukan untuk memastikan:

-~ marmaalirany TTITYTD caciin: Aarmoanty Lroafatrmdrraem e



(1)

Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b

dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran
kuantitas.

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf ¢ dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan

awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 15

Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menugaskan kepada Pengawas Kemetrologian.

Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian
dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 16

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang
dan/atau lokasi atau tempat barang yang dianggap sebagai bukti awal yang
diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau
pemberianLabel “Barang dalam Pengamanan”.

Pengamanan sebagaiman- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan
berita acara.

Pasal 17

Pengawas Kemetrologian membuat berita acara hasil pengawasan dan
laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.

Pengawas Kemetrologian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP,
BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas
Kemetrologian.

Atasan Pengawas Kemetrologian melakukan evaluasi laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Metrologi Legal diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI



Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungutretribusi atas
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan
pengujian barang dalamkeadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangterdiri dari:

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
dan

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Subjek Retribusi Pelayar.an Tera/Tera Ulangmeliputi orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termesuk pemungut
atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 22
Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Kedua
Perhitungan dan Tarif Retribusi

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat
kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang
digunakan.

Pasal 24
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan
berdasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26



(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian daerah.

(4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil
peninjauan kembali,

Bagian Ketiga
Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi meliputi:

b. masa retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda
tera sah;

c. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa
kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi
dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 28
Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak berlaku apabila

UTTP mengalami perubahan fisik dan nonfisik sehingga mengalami perubahan
sifat ukurnya.

Bagian Keempat
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 29
Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.
Pasal 30

(1) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi karcis, kupon atau kwitansi.

(3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(4) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai, dengan
menggunakan SSRD.

(5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan
Bupati.



Pasal 31
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SSRD.

(3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 32

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu)
hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat vang
ditunjuk,

Pasal 33

Tata cara pembayaran danpenyetoran, serta penagihan retribusi diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
diutamakan untuk mendanaij kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Ketentuan mengenai slokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:

penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang;

penerbitan dokumen retribusi;

pengawasan di lapangan;

penegakan hukum; dan

penatausahaan.

Paaoc o

Bagian Ketujuh
Keberatan
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Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi l:arena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati

dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan.

Pasal 37

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB,

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
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Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa

Pasal 39

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagairiana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 40

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)

(2)

Pasal 41

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 42

Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43
Masyarakat dapat berperan dengan menyampaikan informasi dan/atau
pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait terhadap penggunaan

UTTP.

Tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Sankei Adminiatrn+if



Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan
STRD.

Bagian Kedua
Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 45
Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif,

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap
subyek retribusi.

Pasal 46

Bupati dalam mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 dapat mendelegasikan kepada KepalaDinas.

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif
kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 47

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungr.n Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan niengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6
(enam)bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae-ah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal



Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
SESU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR



000°GS dy 000°0S dy | 00009 dy dy yeng 1219W QS LIep yiqoj sensed
000°Gt I3
000°0S dy 000°SH dd | 000°sS dy dy yeng 0S p/s Ot 1rep yiqo| sejised
000°0p I3}
000°SY dy 000°0v da | 000°0S dy dy yeng OF P/s 0€ wep yiqaf seyised
000°¢¢ I9)
00070t dy 00C°SE €4 | 000°St dy dy yznq 0€ P/s 0Z 1ep yiqa| seysed
000°0¢ 19}
000°G¢ dy 000°0¢ dy | 000°0v dy dy yenq 0z P/s 01 uep yiqsj seused
00002 137
000°0¢ dy 000°G¢ dy | 0000¢ dy dy yenq 01 p/s ¢ Lrep yigaj senused
000°G1 I97:
000°ST dy 0000z d¥ | 000°ST dy dy yenq Z P/s 1 uep yiqa| seused
000°¢

000" +1 dy 000t dy | 000°¢€1 dy dy yenq I3)ul 1 p/s selsed
yidap ‘anyn ueq ‘efeq nye
“e8np 1e33uo0) ‘ure3doj Lrep elou
‘nfey 1919w ‘ueduedad ueduap
ONVLNVYd N

IViIvVd LVdINEL HAOLNVY IVVd LVdWEL HOLNVY

DNVIN VIEL A251CH) NVALVS SINJIC
NVONVAILIM — .
ISNERILEY 413V.L

DNVIN VIHAL/VIAL NYNVAVIAd 414V NvavSag

ONVIN VIAL/VIAL NVNVAVIAd

Iy tEIRACE:| NVd NVVEVOONHTIANHI
ONVINHL
L10¢ NMNHVL JOWON

DONVAWHA NALVdNAVY HVEHVA NVANLVIdd

NVAIdNVYT



1911 0I5 00001 P/S 193]

000°SeZ8 dy - dy | 000°0Sz dy dy yenq | o] 0006 L1Bp yigay selsedey
. - 1911 oIy Q00S P/S 191
000°G.9 dy - d3 | 000009 dy dy yenq | oy 000z wep yigo| seysedey]
) - 191 O[3 Q00T P/S 193]
000°S.LS dy - dy | oo00st dy dy yenq | o[ 0001 1rep yiqo] sensedey
) - 31 011 0001 P/s 193]
000°S.LE dy - dy | 00000¢ dy dy yenq | o[pf 00S Uep yiqo] seusedey]
000°Sce dy - dy | 000002 dy dy yenq I O O0S p/s selsedey
eda ], 1pul(IS Hnit
AN
00091  d¥ 0000z d¥ 00091  dy | o000z d¥ yenq 19| G 11ep YIq3| SE}ISeC
. 191
00Sct  dd 0001 dy 00szi  dy 000t dy yenq p/s 1911 7 LIEp Yiqo] SIS
00001 dy 00¢ dy 00001  dy coc dy yenq 1311 ¢ P/S SEJSEC
(ONIJIM/HVSVE) N
. . 000°00Z
000°00S dy 00000c dd | 000005  dYy dy yenq {Iuony
. | 000°0s1
000 00t dy 000'0S1  dy | 00000t dy dy yenq ey
(Fo1nvoO
o NVAIVO NVVMNIWAAd 34N
. _W 000°S1
000°S¢ dy 000°S1 d¥ | 000°S€ dy dy yenq 1272 12]UNOD
. . | 00001
000°0¢ dy 00001 dy ~ 000°0¢ dy dy yenq 3ueJo 133Ul INYn ey
% :stual ‘Suefued uein
e 000°0S )
IVVd LVdIW3L AOLNVY CIWVIVd LVJINEL AOLNW
ONVIN Vaidl. ! ViIdL NVNLVS SINHP

NVONVAHLINM

ISNERLAA ARV




0000011 dy | - 43 | 0000011 dy dy yenq | opy o Lrep yiqo| sensedey
- 191 O[] O P/s 1Al
000008 dy | - dy¥ | 000008 dy dy yenq | oy Og Lrep yiqa] sensedey
- U o[ OF p/s I3
00000,  dy | - dy | 000002 dy dy yenq | opy Gz Lrep yiqa| sejisedey
- I O €z p/s 131y
000°009 dy | - d¥ | 0000009 dy dy yenq o[y Og Lrep yiqoy seysedey
- - 11 0[B} 0z P/s SN
myn | 000 00¢ dy | - dy | 00000 dy dy yenq | o G1 Lrep yiqoj sensedey
Jere | redeqos Sunyyip
uswarredwoy denas . - TN O[] ST p/s 1oy
000°00¢ dy | - 43 | 00000+ dy dy yeng oy 01 Lrep yiqo sensedey

‘4rqaf neye usuodwoy enp
reAundurow Sues reyep -
Iopulfis Inn psuel | 000'Sce dy - dy | 000'sze dy dy yenq 131] o3 1 p/s seusedey

Jeyeq JOpUliS ynju:

_ 1911]
0000059 dy | - dy | 0000059 dy dy yenq | o[pf 000S Wep yiga sensedey
- 19N O[E[ 000S P/s 19y
00000S'c dy ; - d3 | 000005 dy dy yenq | o[p{ 000z 1Iep yiqa| sejsedey
- 13311 O 000 P/s 1931
000°000°c dy - 44 | 00000007 dy dy yenq | o[} 0001 Wwep yiqga sensedey
| - 131 O[Ty Q00T P/s 19y
000°0S2 dy | - dd | 0000s. dy dy yenq | o[p{ 00S Lrep yiqaj sensedey
000°00¢S dy ¢ - dy | 000’00 dy dy yenq 1211 oy 00S P/s seyisedey |
_ [eploiadg uep eog ynIUs
o - | 19111 O3y
0000006 dy : - dy | 000000 dy dy | yenq | 000001 Lrep yiqa[ sevisedey |
1910
- 01 000°001 P/s 1911 o1y
000000 dy | - dy | 000000°¢ dy dy yenq 000°0S Lrep yigaj sepsedey; |
- I3[ O} 000°0S P/s Jo1] Ofp
000°00S'1 dy - 4y | 000°00c1T dy dy yenq 000°01 11ep yiqa| seysedey
IVMVA LVdIdL | JOLNVY IVNVd LVdN AL | JOINVY )
ONVIN VAL | VAL NVNLVS SINAP

ISOETRALIY AR VL |

T T e ————

NVONVIULIN ——

pive,




ansn

1B[E [ regdeqas Suniyip
uswdedwoy denos
‘yiga neie uauoduwioyy
enp reAundwoaw

gueA 3e1a3 anyn jdue ]

NVONVITLIN

- 1311 O 0ST Pfs 1oy
000°0sS  dy | - 43 | 000005 dy dy yenq | o[ QOI LIep yigd| sensedey
- 19311 O Q1T P/s a1y
000°0s¢ 4y | - dy | 00001 dy dy yenq | o Sz Lrep yiqaj seysedey
- IS)[ OB G/ P/s 193y
000°00¢ dy - dy | 0000z dy dy yenq o1y S 1rep yiqaj seyisedey
000°0SZ dy - dy | 0000zz dy dy yenq 191 o[y 0S p/s sensedey
fedey v
dunde ansyn j8ue) ‘gepuid 1n
3uey ‘Buesiduoy, 1y HSu
- B30}
000°01¢ dy - dy | 00001 dy dy yenq o[ G Lrep yiqa| sensedey
- 1911 o[ ST p/s 131y
000092 dy - dy | 00009z dy dy yenq oy Q1 wep yiqa sensedey]
- 1911 oI 01 P/s 193]
000°081 dy | - d3 | 000081 dy dy yenq o[y S urep yiqo| seysedey
000°0C1 dy - dy | 0000z1 dy dy yenq 10 O G p/s sensedey
uodem Inyn 3u
000°00¢ 117
000°01¢ dy 00000¢ dd | 000'01¢ dy dy yenq o[y G1 1rep yiqo| selisedeyy
i 000°0S¢ 193 o[ ST p/s w9
000°09¢ dy 000°0Sz  dy | 00009z  dy dy yenq o[y g1 wep yiqa] seusedey
000°0L1 1211 O[] O] P/s 193
0007081 dy 000021 dy ! 000081 dy dy yenq O[] G Lrep Y1qa| seyisedey
000011
000°0T1 dy 000011 dy | 0000z1 dy dy yenq 193] o1y G p/s sensedey
[lqow 1nyn pjsu
- NVIED 3MiN |
. - 2
IVMVd LVdINEL dOLNVH IVMVd LVdIN3AL dOLNVY
DNVIN VAL Vil NVALVYS SINAr

ISOHIdLHA J18VL




NVONVAHLIN

ISNHRILEY dIdVL

000°SL1 dy | - dy | 000'S41  d¥ dy yenq y/cwl g p/s seusedeyy
jynpuj 133
DIVANIW avivd
AFALAN) AVANIAN NVAIVO AN
00009
000°0L dy 00009 dd | 0000L dy dy yenq ISYMVL
000 0Sb 191 000°S [
000°0S. dy 000'0st dd | 0000S. du dy yenq 1931} 000" LeP Yiqo| selised
000°00¢ 2 000°T |
000 00S dy 000°00¢ di | 000005 d¥ dy yenq 19)[ 000" 1 Lrep yiqa] sensed
000°00T J9U[ OO
000°00t dy 00000z d¥ | 00000+ d¥ d3 yenq | p/s 1911 00S Lep yiqa| selised
000051 I3 ¢
000°00¢ dy 000°0ST  dd | 00000 d¥ dy yenq | p/s 191 00T 1Tep YI1qa] selsed
000°S21 194 C
000°0S¢T dy 000'szt  dd | 0000Sc d¥y dy yenq | Pp/s 191 0S LTEp Yiqaf selsed
000001
000°0S1 dy 000001 dd | 0000ST d¥ dy yenq I9)1] 0S P/s selsed
ANMN Y
000°0v stnwisfew ereys jodidors
- dx oooot d¥ | - dy dy yeng 9adiq 121ng ‘In3yn SE
000°c¢ edsun) en
- dy o00'se dd | - dy dy yenq 1odidorsiua adid “iny{n ne
SVTAD VA AN
- 191 o113 000G P/s 1911
00000tz dd | - da | 0000Szz dd dy yenq | oj{ 0001 Lrep yiqo| sensedey
- J9111 OIP] 000 T P/S 191
000°S26 dy - da | 0000S6 dd dy yenq | o[n{ 00S Lrep yiqaj sensedey
- 12111 O] Q0G P/S 191
0000024 dy | - dy | 000629 dY dy yenq | o[ pcg 1rep yiqal sensedey
T ] IVVd LVdWEL HOLNVY VMV LVANEL | JOINVY
- - ONVIN VIAL VAL NVNLVS SINAC



NVONVAILIM

ISNEIRILAN 1AV

- 000z uedusp redwes y/ew
000052 dx - 44 | 000052 dy dy yenq 0001 1rep yiqaj seusedey]
y/cw
- 0001 ueduap redures y/cw
000009 dy | - dy | 0000009 dy dy yenq 00S wep yiqa] seynsedey
y/cwr
- 00< ue3uap redures 4/ w
000°0St day | - “dy | 0000y dYy dy Jenq 001 Lep yiqa| sensedey
000°0Sc dy - dy | 00005z dy dy yenq y/cw Q01 p/s sensedey
Anpuj 1213
SVYD ANH!
- jemesad deros ynjun yedu
000°0S1 dy | - dy | oco0c1  dy dy yenq reyeg ueyeq Jnsjn eduw
000°0SL'1 4/si
0000s8'1 dy 00005214y | 0000s81 dYy dy yenq 00S 1rep y1qa selisedey]
y/cw
000°0ST'1 00S weduap redures y/ W
000°0se'T  dy 000°0SZ'1 4y | 000°0Sc 1 dy dy yenq 001 Lrep yiqa| sensedey]
000°0S€ y/ew 001 uedudp redures
000°00t dy 000°0S¢  dy | 00000t dy dy yenq | y/ew gz uep yiqa selisedey
000001
000°ST1T dy 000001 d¥ | 000'Sgl  d¥ dy yenq y/.w ¢z p/s seusedey
eliay 1913
) y/ew
000009C dy | - dy | 000009z d¥ dy yenq 00¢ rep yiqa] sensedey
y/swr
- 00¢ ursuap redwes y/sw
0000S6'1 dy | - dy | o000s61 dy dy yenq 001 1ep yiqa| seyisedey
- y/ew gO1 uelduap redures
000°'GLS dy | - dy | o00'¢Ls  dy dy yenq | y/sw cg urep yiga; seusedey
IVMVd LVdINEL JOINVY | IVNVd LVdWH AOLINV o
ONVIN VIdL _ V4L NVALVS SINHP




000'S.LC

000'SLT

dy

dy

000'0Sz dy

000°0ST dy

000°0L1

000°0C1

dy

dy

000°0St

dy

0007001

dy

yenq

yenq

y/.m Q1 UBsudp redures

U/ew G1 Lrep yiqay seysedey

y/ew GT p/s selsedey
}npuj 1913

AIV

000011

dy

- QNm

000011

dy

dy

yenq

n:
uepeq denss ymun ifidig u
sen reyeqg ueyeg Inyn edur

000°'S.

000°00¢t

000°0S.

000°'0SY

000°06¢

000°0%¢

000°0G1

000°000°1

dy

dy

dy

dy

dy

dy

- ﬁ—m

- Qm

- Qm

- Qm

- dy

- QNm

- QN&

- QN*

000°SL

000°00¢

000054

000°0St

000°0S¢

000°0S¢

000°0S1

000°000°1

dy

dy

dy

dy

dy

dy

dy

IVvMVd LVdIWHL

HJOLNVM

IVMVd LVJdINHL ‘

NVONVALLIM

DNVIN VAHL

dy

dy

dy

dy

yenq

yenq

yenq

yenq

yenq

yenq

yenq

yenq

uedeyduoyr

Jere denas (puasial Hnip e
30150 ses Jojw uedexdualr
fan3n 3E

jIun /wolsis nyens uexedniot
eAusiusfos uep 210 SEST 13)9

y/cwr
0007 Lrep yiqs| sejsedey]

y/ew
000z ueduop redures Y/
0001 Lrep yiqa| seysedey

y/ewt
000°1 ueduop reduwes Y/ w
006 1ep yiqa] seynsedey

y/ew
00S ueduap redues y/.w
001 1rep y1q9] sejisedey

u/ewt Q0T P/s seysedey
el1oy] 1939

4/eur
000C LEp y1q9] selnsedey

y/ewt

NVNLVS

SINAP




I Jefe | redeqos 000'00s dy | - dy | 000005  dy dy yenq
Bunyyip 1syas denog
"YIq3] nere 1syss (enp) g i _ ) i
reAundwaw sonosg 1aj0py | 000°00€  dy d3 | 00000  dy dy yenq
000°001 dy | - d4 | 000001 dy dy yenq
000°S. dy | - dy | 000°S2 dy dy yenq
005728 dy - 44 | 00s2¢ dy dy yenq
00S° L2 dy | - dy | oos 'z dy dy yenq
000'6ze  dy | - dy | 000'szz dy dy yengq
000°S.T dy - dq | 000°sL1 dy dy yenq
000°SL1 dy - dy | oooszr  dy dy yenq
000°ST
000°'GS dy 0000S dY | 00522 dy dy yenq
000701
00S L1 dy 000°Sc1  d¥ | 000zI dy dy yenq
00S°¢
00S°L dy 000°S 44 | 000+ dy dy yenq
000°00T
000Gce  dy 00000 dy | 0000zz  dy dy yengq
1VMVd LVdNEL AOLNVY IVMVd LVdWAL | dOLNVY
ONVIN VAL vaaL | NVALYS
NVONVIILIN T — —
1sndi |

Adel ARIVL

I 000°C LIep Y1q3] Seyise:

191 000°C P/S SBNSE:
JAAOAd

VANNIVT ISYSNAJIWOM /N’
(DLV) NHNS ISVSNAJINC

y/ew
001 Lrep yiqap sensedey]

y/ew 001 wedusp redures
U/sW Q1 wep yiqap seysedey

Y/ew 01 p/s sensedey
ef1ay 19y

4/
001 Lrep yiq9| selisedey

y/ewr o1 ueduap redures
Y/ew 1 1rep yiqa| seysedey

y/ew G1 p/s sensedey
Hnpuj 133s
A1V NIVTAS NVAIVD :

y/eur
001 uep yiqa| sensedey

Y/swr 001 ueduap redures
U/cw 01 uep yiga| sensedey

y/ew o1 p/s sensedey
el19y] 1919

q/ewt
001 Hep yi1q9] selsedey

SINGP




NVONVALLAH

i

ISNGrRALT] AIMV.L

00S'b
00S°'S dy 00S'+ dy | oos's dy dy yenq eseyd (eSn) ¢
Z SE
00S°2
00S°€ dy 00S°2 dy | 0oos¢ dy day yenq eseyd (nyes) |
00S°2
00s°@ dy 00S°2 dy | 00s'8 dy dy yeng eserd (egn) ¢
1 SB[y neje g‘( se
000°0C
000°0¢ dy 0000 4y | 0000¢ dy dy yenq eseyd (myes) |
00009
000°0L dy 00009 dy | 0000 dy dy yenq eseyd (e3n) ¢
Sueiny neje g‘g se
(Uum FLINW) MIALSIT
- SINA dYILIS MNLNN (FA
000°06 dy - dy | 00006 dy dy yenq DNITTA) ISIONAd AN
0000szz dy | - dy | 0000szz dy dy yenq | unu/Sy 0001 Lep Yiqo| selised
- uru /33 0001 ¥
0000051 d¥ - dy | 00000s1 dy dy yenq | w1w/Sy 00S Lep yigaj seysed
- wmw /34 00S |
000°0S6 dy | - dy | 0000c6  dy dy yenq | uiwi/8y 001 Lep yiqo selised
- un /3y 001 F
000°0S¢€ dy | - dy | 0000sc dy dy yenq uiui /3y Q1 1rep yiqoj seysed
000051 dy - dy | 000051 dy dy yenq utw /8% 01 p/s seused
JAAOAd SNAV
000°0SZ dy | - d¥ | 0000s2  dy dy yenq | 19N Q00'01 Hep yiqo| seused
_ - - 1M 00001 P
IVVd LVdWEL JOLNVY | VMV LVANGL | JOINVY
ONVIN VIIL “ vadl NVOLVS SINHP




NVONVIHLEGN

ISNURILIY A1dVL

ul
00011
000 0t dy 0000z d¥ | 000°1¢ dy dy yenq BOY
NV
000°S¢
000704 dy 00009 dy | 000°SS dy dy yenq 39 0S P/S 85 G 1rep yiqay
000°G¢
000°02 dy 00009 d¥ | 000°SH dy dy yenq "8 G p/s 84 1 rep yiqay
000°'Se
000702 dy 00009 d¥ | 000°SE dy dy yenq 3 1 uelduop redures
(14 wep ga) snsnyy venis
00S°2
00011 dy 00001 dY | 00SL dy dy yenq ‘83 0S p/s 89 § wep yiqoy
00S'1
00S°€ dy 00S¢ dy | 00ST dy dy yeng "85 ¢ p/s 8y 1 wep yiqay
000'I
000°¢ dy 000'C d3 | ooc'1 dy dy yenq 8y 1 ueduap redures
(I uep g4) snrey venya
00S°1
000°¢ dy | 000¢C dy | 00s'1 dy dy yenq "84 0S p/s 89 S Lep yiqay
00S
0002 dy 000'I 4y | 0o¢ dy dy yenq ‘31 S p/s 89 1 Lrep yiqay
00¢
00S°1 dy | o00c dy | oog¢ dy dy yenq 33 1 ueSuop redures
{gw uep
se[9y) eSeIq uep Fuepas uenI)
NVONVENI
000'¢
000°¢ dy 000C dy | 000°¢ dy dy yenqg MIMLSIT SNAV SVL
00S'1
0052 dy 00S'1 dy | oosz dy dy yenq eseyd {nyes) |
IVMVd LVdWEL JOLNVY Ivvd LVdWEL | JOLNVY
S ONVIN VI4L Va4l NVNLVS SINAr




NVONVHHLEN

ISNEId LI JIRAVYL

000°0L dy 000°0S dd | 000°St dy dy yenq 8% 00S Lep yiqay selsedey
000°0C 3y
00009 dy 0000+ dd | 0000v dy dy yenq | 00s uveSuap redures seysedey
Je
00001
00S°2¢ dy 00S'zc dd | 0000¢ dy dy yenq 8% Gz wep yiqaf seysedesy
0059 3
00S°C¢ dy 00S°TI dy | 0059z dy dy yenq | Gz ueSusp redures seysedey
se
00S°1
000°'ST dy 00Sct 4y | 00S'Ig dy dy yenq 1o8ueiag ©
00S°11
000°09 dy 000sz dy | 00s'1¢g dy dy yenq 3 0S1 wep yigay sensedey
00s°L 31 051 p/s
000 0t dy 0000z d¥y | 00sLg dy dy yenq S Gz uep yiqa| sensedey
0059 o
000 LE dy 00S L1 dya | 0059z dy dy yenq | Gg uedusp redures sejsedey
1ns3ug 100
000’8
00S ¢t dy 00Scz dd | 000°8C dy dy yenq [BLWISI[IA /[BLUIS
000°S1
000°SL dy 0000y  dy | 0000b dy day yenq 3% 00S wep yiga| sensedey
000’8 3100S p/s
00S ¢t dy 00s'zz  d¥ | 00082 dy dy yenq 8% 0S1 wep yiqaj seysedey
002 Sy
000 0t dy 0000z dy | 00S LT dy dy yenq ; g1 uedusp redures sensedey
rewsnu
00S°¢C
000°S¢ dy 000ST 4y | 00S'zZT dy dy yenq 33 6z wep yiqaj seysedey
0051 Sy
000°CT dy 00S ¢t dy 00S'1¢2 dy dy yenq ¢ ueduop redures sejsedey
) IVMVd LVdWHL JOLNVY IVMVd LVdINAL AdOLNVM
o o DNVIN VAL VIAL NVNLVS SINHUP




000°00t dy - dy | 00000t  dy dy yenq y/uol 901 p/s seusedey
uereliag ueqg uefueq
000°00S'T d¥y - dy | 0000051 d¥ dy yenq | uojl OC rep yigo[ sensedey
0000001 dy - d¥ | 0000001 dy dy yenq uo1 0S p/s sensedey
uejRqU2 UBdURq
000°0S1
! 000091 dy 000°0ST dy | 000091 dy dy yenq 83 1 wrep yi1qa] sensedey
000°SZ1
000°SET dy 000°Ssg1 dy | ooo'scr  dy dy yenq Y 1 p/s seusedey
{1 seray) sjruosy
000°09
00002 dy 00009 d¥ | 00002 dy dy yenq 8% 1 wep yiqo| sejisedey]
000°0S
000°09 dy 000°0S dy | 00009 dy dy yeng 33 [ p/s seusedey
{ II sepay) 1usay
000°0¢1
000°0S1 dy 0000€1  d¥ | 0007 0SI dy dy yenq | 84 0001 1rep yiqop sensedey
- 000°0S 3 0001 uedusp redures
000°04 dy 0000S d¥ | 000°0L dy dy yenq | 38 00S wep yigs| senusedey|
000°SE 8% 00¢ vesuap redurcs
000°SS dy 000'se  d¥ | 000°SS dy dy yenq | 93 OS] Lep yiqa| sensedey
000°0¢ 334 0G1 uesuap redures
000°0S dy 0000¢  dd | 0000S dy dy yenq 33 Gz 11ep yiqa| seusedey
00S°2T
00S LY dy 00SL2  d¥ | 00SLb dy dy yenq 331 6z p/s sensedey
(I1If uep (1} sejay) o1y,
00S°1
000°S1 dy 00001  dy | 0052 dy dy genq 1eing /ueipe.
S . 000°Se i
! IVvd LVdINH L AOLNYY | IVMVd LVdWHEL | JOLNVM
S DNVIN VAL | V4L NVNLVS SNp

[ S —

NVONVIAILIM

ISNURLLAA 14V




NVONVAILIH

(n1powo>
0000+ denss) yesunu Sunpuegusw
000°0L dy 00009 4 | 000°0S dy dy yenq duef uerifiq-ifiq synyun
000°0S {(nipowox denos) ure;
00008 d3 | 0000s dd | 00009 dy dy yenq | nipowosf uep uenkey-nkey ynyup
(n1powrox
000°Sc denos) sfefutu 3unpueduosw
000°St dy 000'se  dy | 000°sE dy dy yenq yepn uellig-1fiq ynjupn
AV Avavi A4,
" y/uo
000059 dy | - d | 000009  dy dy yenq 00S wep yiqa| sejsedey (¢
4/u0y
- 00¢S uedusp redures y/uoy
0000sS dy | - dy | 000°0ss  dy dy yenq 001 wep yiqa| seysedey (g
IVIVd LVdNHL JOINVY IVIVd LVdINFL | HJOINWM
DNVIN Va4l V4L NVNLYS SINAP

ISNARILAY AIAV]




A.

BIAYA PENGUJIAN
TARIF RETRIBUSI
NO. JENIS SATUAN KANTOR TEMPAT KET.
PAKAI
1. Selain UTTP tersebut huruf jam Rp. 10.000 Rp. 20.000
A atau barang-barang
bukan UTTP, dihitung
berdasarkan lamanya
pengujian dengan minimum
2 jam. Setiap bagian dari
jam dihitung 1 jam
|2, BDKT
Pengujian dilakukan per jam Rp. 25.000 Rp. 25.000
jenis BDKT per isi nominal
untuk tiap jam. Setiap
| bagian dari jam dihitung 1
{ jam
BIAYA PENELITIAN
l ,r TARIF RETRIBUSI
" NO. l JENIS SATUAN KANTOR TEMPAT KET.
| | | PAKAI |
]‘ 1. Biaya penelitian dalam [ Jjam Rp. 20.000 Rp. 20.000
| rangka izin tanda pabrik )’
I atau pengukuran atau | |
| penimbangan lainnya yang |
| jenisnya tercantum dalam 5
1 huruf A ; ]f
L ‘ i |
BIAYA KALIBRASI
| TARIF RETRIBUSI 1
; NO. JENIS SATUAN KANTOR TEMPAT KET.
‘ PAKA]
1. | UTTP tersebut huruf A 300% Biaya
dasar tarif adalah Tarif Tera buah 300% Biaya Tera di
‘ Tera Kantor Tempat
Pakai
2. Selain UTTP tersebut huruf — 300% Biava
A, dasar tarifnya adalah buah 300% Biaya o Shay

tarif pengujian

Pengujian

Pengujian




D. TABEL

TARIF RETRIBUSI
NO. JENIS SATUAN KET.

KANTOR TEMPAT PAKAI

1. Tabel buku Rp. 350.000 Rp. 350.000

BUPATI REMBANG,
Cap Ttd.
ABDUL HAFIDZ




BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan merupakan model pemberdayaan
masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan
manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan
kesejahteraan masyarakat;

.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya

kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta
penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan, maka dipandang perlu adanya
perlindungan dan  pelestarian aset-aset hasil
pelaksanaan PNPM-MPd di Daerah dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset

“hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menyusun
pedoman perlindungan dan pelestarian hasil
pelaksanaan Program Nasional Perrberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan;

T barm T mgerd m oenm vl r oy a1 v A v oy 1y cenhaogatrmAara



Mengingat

—

Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik [ndonesia Tahun 1645;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia
Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

L N ™ r-mSemay R T Kl .



10.

11.

12.

13.

14.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2014-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Taliun 2015
Nomor };

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Ut

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Rembang.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang.

Camat adalah Camat dj Kabupaten Rembarig.

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan vang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bereara

P



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final,

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan
manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan
kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan,

pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian,
pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan
pengembangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah
tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang
selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah salah satu program
pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut
Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang
bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang
disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan
masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama
antar desa dan digunakan untuk mendanaj kegiatan ekonomi rumah

tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat
pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat
Dana Bergulir SPP adalah kegiatan pengelolaan simpan dan pinjaman
modal untuk pengembangan usaha khusus yang dilaksanakan oleh
kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota RTM.

Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah
kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk
pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas
kelompok yang mempunyai anggota RTM.

Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau
pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang
sah. '

Inventarisasi adalah kegjatan untuk melakukan pendataan, pencatatan

PN D, [ L P . L TS D



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh
pihak lain dalam jangka waktu lertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi Desa.

Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum
musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur
kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan
menurut kebutuhan.

Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum
musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu kecamatan maupun
beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk

mengambil keputusan atay memecahkan masalah yang dihadapi
secara bersama, :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
Jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka wakty 1 (satu) tahun,

Pengelolaan Sarana Prasarana adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan
manfaat serta pengembangan hasil program.

Surplus Anggaran UPK adalah selisih lebih antara pendapatan dan
belanja operasional UPK.

Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah
Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang
berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan
partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar
Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif serta
mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program
pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melaluj Musyawarah Antar
Desa.

Unit Pengelola Kegiatan selanjuntnya disingkat UPK adalah unit kerja
operasional yang diberi kewenangan dalam Program Dana Bergulir
yang berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab
sebagai pelaksana mandat BKAD.

Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat Badan
Pengawas adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pengawasan
terhadap UPK yang dibentuk melalui  Forum MAD dan
bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.

Tim Verifikasi adalah unit kerja yang berfungsi melakukan kegiatan

verifikasi usulan Dana Bergulir dari desa yang dibentuk melalui Forum
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37.

38.

39.

40,

41,

42.

43.

Tim Penyehatan Pinjaman yang selajutnya disingkat TPP' adalah Unit
Kerja bersifat ad-hock yang bertugas melakukan pengkajian tentang
pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan
pinjaman bermasalah.

Tim Penanganan Masalah yang selajutnya disingkat TPM adalah Unit
Kerja bersifat ad-hock yang bertugas melakukan pengkajian tentang
permasalahan keprogra.nan.

Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah
dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan

pedoman kerja dalam pengelolaan oprasional bagi lembaga-lembaga
yang ada dalam BKAD.,

Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan
PNPM  Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna
memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga
kelangsungan dan mengembangkan  hasil-hasil pembangunan
partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna
mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

Kelompok Penyalur (Chanelling) adalah kelompok yang hanya
menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemenfaat tanpa mengubah
persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.

Kelompok Pengelola (Executing) adalah kelompok yang mengelola
pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada

pemanfaat sesuai dengan kesepakatan anatara kelompok dan
pemanfaat.

Gugus Ruang Belajar Masyarakat selanjutnya disebut Gugus RBM
adalah suatu kultur atay perilaku belajar yang terorganisi-, terstruktur
dan sistematis, terbentuk sebagai hasil pengkondisian oleh pelaku
program untuk mempercepat transformasi kesadaran, peningkatan
kapasitas, berkembangnya daya kolektif masyarakat melaluj kegiatan-
kegiatan belajar bersama.

BAB II ,
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd adalah:

a.

melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana
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melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan Dana Bergulir dalam
rangka menjamin keberlanjutan dan pelestariannya;

memberikan kepastian hukum dalam pelestarian kegiatar permodalan
bagi masyarakat miskin; dan

memberikan perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPd;

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip pelestarian, pengelolaan dan pengembangan hasil kegiatan
PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar antara lain:

a,

b.

fungsi dan manfaat yakni masyarakat memanfaatkan hasil kegiatan
sesuai dengan fungsinya;

kepemilikan yakni kejelasan aset berdasarkan atas hak asal-usul
perolehannya;

kesawadayaan dan keswakelolaan yakni kerelaan, kemauan dan
kemampuan masyarakat yang disumbangkan baik berupa tenaga,
pikiran dana maupun material pada saat pelaksanaan sebagai
bagian rasa ikut memiliki terhadap hasil kegiatan PNPM-MPd;
transparansi dan akuntabilitas yakni masyarakat memiliki akses
terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan
sehingga pengelolaan kegiatan dpat dilaksanakan secara terbuka
dan dpat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, legal maupun
administrasi; dan

keberlanjutan dan pengembangan yakni bahwa dalam setiap
pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian dan
pengembangannya.

Seluruh aset Dana Bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd pada prinsipnya
merupakan milik masyarakat desa dalam satu wilayah Kecamatan,

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penngaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
Kebijakan dan strategi;

Prlindungan dan Pelestarian aset;

Badan Kerjasama Antar Desa;

Ruang Belajar Masyarakat;

peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Tim Koordinasi;
hak dan kewajiban Pemerintah Desa
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BAR III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5
Hasil pembangunan partisipatif sarana prasarana, harus dilindungi,

dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari:

a. sarana prasarana produktif dan non produktif;

b. aset produktif berupa dana bergulir; dan .

c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan
yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelolanya.

Seluruh sarana prasarana hasil program yang diserahterimakan

kepada Desa melalui Musdes Serah Terima (MDST) menjadi aset Desa

dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicatat

secara sah sebagai aset Desa dalam Buku Administrasi Desa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai dengan

peruntukan dan pemanfaatannya yang diputuskan melalui Musdes

yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat | (1) adalah

pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak
mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam
Jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

b. pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa
di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan;

c. kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan
pendapatan Desa;

d. Bangun Guna Serah yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu; atau

e. Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa



(1)

(2)

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengelola
Sarana prasarana hasil program sesuai kewenangannya, sehingga tetap
berfungsi dan berdaya guna.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta
pelestarian sarana prasarana,

Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan
pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh
Pemerintah Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes yang
selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau
Peraturan Bersama Kepala Desa,

Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan
pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang~undangan. '

Pasal 8
Penetapan kepemilikan danga bergulir hasi] program dilakukan melaly;j
MAD.
Ketentuan mengenaj penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan
pendanaan serta pelestarian aset Dana Bergulir hasi] program dibahas
dan disepakati dalam MAD yang selanjutnya diatyr lebih lanjut dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB 1V
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET
Bagian Kesaty
Perlindungan

Paragraf 1
Mekanisme Perlindungan

Pasal 9
Mekanisme perlindungan  seluruh hasil  kegiatan PNPM-MPd

dilaksanakan melalyj tahapan sebagai berikut:

a. inventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana
prasarana oleh Pemerintah Desa sebagai aset masyarakat yang
harus dilindungi dan dilestarikan, yang selanjutnya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Desa; '
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Untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi hasil kegiatan PNPM-MPd
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pendampingan
oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim
Kabupaten.

Hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset Dana
Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

Paragarf 2
Inventarisasi Sarana Prasarana

Pasal 10

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
dilaksanakan terhadap semua sarana prasarana yang dihasilkan oleh
program di seluruh Desa lokasi kegiatan program dalam upaya
mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan
pengelolaanyg.

Hasil inventdrisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai bahan untuk memberikan kepastian status kepemilikan,
bentuk kelembagaan pengelola dan dukungan dari Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa.

Kepala Desa bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan

inventarisasi.

Untuk Kelancaran pelaksanaan inventarisasi Kepala Desa membentuk

Tim Inventarisasi dengan susunan sebagai berikut;

a. Penanggungjawab Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;

¢. Kaur/Kasi Kesejahteraan sebagai Sekretaris; dan

d. Pengurus LPM, KPMD, Kader Teknis Desa, Pendamping Desa,
perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggota
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Kategori hasil inventarisasi dilaksanakan berdasarkan cakupan
pelayanan dan pendapatan dari pengelola,
Kategori hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:
a. Kategori sarana prasarana berdasarkan kondisi fisik dan

kemanfaatannya dikelompokkan menjadi:

1) sarana dan prasarana yang kondisinya masih baik:



6) sarana dan prasarana yang hilang/tidak ditemukan.

b. kategori menurut tanggungjawab pengelolaan yang dikelompokan
menjadi:
1) sarana prasarana yang dikelola oleh Individy /Rumah Tangga;

2) sarana prasarana yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat;
3) sarana prasarana yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
4) sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau

Perangkat Daerah terkait;

S) sarana prasarana yang dikelola oleh Desa’ dan /atau

6) sarana prasarana yang dikelola oleh Antar Desa.

c. Kkategori menurut asal usul dan kepemilikan lahan yang

dikelompokan menjadi:

1) sarana prasarana pada lahan milik Warga Masyarakat;

2) sarana prasarana pada lahan milik Pihak ketiga 'yayasan dan
atau institusi tertentu);

3) sarana prasarana pada lahan milik Desa;

4) sarana prasarana pada lahan milik Pemerintah Daerah;

S) sarana prasarana pada lahan milik Cagar alam dan hutan
lindung; dan/atau

6) sarana prasarana pada lahan milik Adat/ulayat.

d. kategori menurut status/kondisi pada saat diinventarisasi yang

dikelompokan menjadi:

1) baik;
2) rusak; dan
3) hilang.

Pasal 12
Pelaporan hasil inventarisasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Inventarisasi dan
diketahui oleh Kepala Desa. |
Hasil pelaksanaan inventarisasi dilaporkan dalam Musdes.
Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. uraian hasil inventarisasi;
b. Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
c. Daftar hasil inventarisasi.

Paragraf 3
Inven:arisasi Aset Dana Bergulir

Pasal 13
Inventarisasi aset Dana Bergulir dilakukan dengan mencatat secara
total keseluruhan aset dana bergulir dan seluruh aset lainnya dalam
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angsurannya maupun yang masih ada tunggakan anggsuran yang
menjadi tanggungjawabnya. :

(3) Aset-aset hasil Dana Bergulir wajib dicatat dalam daftar inventaris
kelembagaan BKAD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

(1) BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan Dana
Bergulir., .

{2) Rapat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
Berita Acara dengan agenda pembahasan:

a. mekanisme dan tatacara inventarisasi Dana Bergulir; dan
b. pembentukan Tim penataan Dana Bergulir yang ditetapkan dengan
Keputusan Ketua BKAD.

(3) Tugas dan tanggungjawab Tim Penataan Dana Bergulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan yang berkaitan dengan program serta wajib mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Laporan hasil penataan Dana Bergulir digunakan sebagai dasar bagi BKAD
dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM-
MPd dan penataan kelembagaan maupun pengelolaan dan pengembangan
usaha perguliran.

Bagian Kedua
Pelestarian Aset
Paragraf 1 _
Aset Sarana Prasarana

Pasal 16
(1) Pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang merupakan aset masyarakat
berupa sarana prasarana dasar meliputi:

a. sarana prasarana dasar masyarakat, seperti jalar, jembatan,
saluran irigasi; :

b. sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat meliputi gedung -
posyandu, gedung polindes, mandi cuci kakus;

C. sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat meliputi gedung
pendidikan anak usia dini, gedung taman kanak-kanak, gedung
pusat pelatihan masyarakat, gedung sanggar belajar masyarakat,
gedung perpustakaan desa;

d. sarana prasarana produktif, meliputi pasar desa, pengelolaan air
bersih, mesin produksi; |
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Aset masyarakat berupa sarana prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diserahterimakan kepada Pemerintah Desa dan/atau
Pemerintah Daerah melalyj Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Desa mencatat dalam daftar inventaris sesuai asal usul
perolehannya dan melakukan pengelolaan terhadap aset desa
dimaksud sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yang. diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Desa.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pengelolaan
terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Desa dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah
melalui Perangkat Daerah terkait,

Pasal 17
Pelestarian aset beserta hasil kegiatan PNPM-MPg berupa sarana
prasarana dasar dilakukan oleh Pemerintah Desa,

Pendanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 2
Aset Dana Bergulir

Pasal 18
Pelestarian aset produktif berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD
yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
Pemanfaat Dana Bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak
bersifat individy namun tetap memprioritaskan kelompok yang
memiliki anggota dari RTM sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota,
Dalam rangka pengembangan usaha perguliran UPK secara
kelembagaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati melalui MAD dan
dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penetapan besaran jasa pinjaman Dana Bergulir dihi‘ung dengan
memperhatikan sukuy bunga pinjaman  bank pemerintah, usaha
kelompok, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pihak ketiga,
kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.

Pasal 19
UPK wajib membuat laporan pengelolaan dana bergulir setiap bulan

yang diketahui BKAD dan disampaikan kepada Camat dengan
tembusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdavasn rmacuvavalems e 3 o o0 o



Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi dan
penyusutan aktiva paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus)
dari rencana pendapatan bulan berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan penyusutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP),

Pasal 20
Pengelolaan  Surplus  Anggaran  UPK dilaksanalkan  dengan
mempertimbangkan resiko pinjaman Dana Bergulir SPP dan UEP
dalam laporan Kolektibilitas.
Penggunaan Surplus Anggaran UPK untuk deviden Desa, penambahan
modal, dana sosial, reward dan penguatan kelembagaan yang
presentasenya diputuskan dan disepakati dalam MAD.
Presentase penggunaan Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
a. penambahan modal minimal 40 %,
dana sosial minimal 17 %;
penguatan kelembagaan maksimal 30 %;
deviden desa maksimal 10%,; dan
reward kelembagaan maksimal 3% sesuai dengan kriteria.

o oo o

Pasal 21
Pendanaan inventarisasi dan aktiva tetap ditetapkan melalui MAD.
BKAD melakukan evaluasi terhadeap inventarisasi dan aktiva tetap yang
masih menggunakan nama pribadi untuk memastikan kepemilikannya
dan mengambil keputusan untuk kelanjutan penggunaanya.
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset dan
inventaris termasuk permodalan dibahas oleh Tim Koordinasi
Kabupaten, selanjutnya diputuskan dan disepakati dalam MAD.

Pasal 22

Kelompok pemanfaat yang dapat didanai dengan Dana Bergulir
meliputi: '
a. Kelompok Dana Bergulir SPP dan UEP; dan
b. kelompok permodalan masyarakat yaitu kelompok penyalur

(chenelling) dan kelompok pengelola (executing).
Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola
Dana Bergulir.

BAB V
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
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Tujuan

Pasal 23

BKAD dibentuk dengan tujuan:

a.

melestarikan dan mengembangkan kegiatan Dana Bergulir yang
dihasilkan melalui pembangunan partisipatif serta bantuan sumber lain
untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar
masyarakat;

membentuk lembaga pengelolaan keuangan mikro dalam rangka
penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang
mendapatkan akses lembaga keuangan;

mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui
pendekatan  sistem pembangunan partisipatif  dalam rangka
pemberdayaan masyarakat;

membangun  kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip
kKemitraan;

membantu terwujudnya integrasi program yang berbasis pada
pemberdayaan masyarakat; dan

mendorong penguatan dalam mewujudkén kemandirian masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian
pembangunan partisipatif, memiliki fungsi strategis antara lain:

a.

pengelola perencanaan yaitu upaya untuk merumuskan, membahas dan
menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang
dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang
pengelolaan Dana Bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan
usaha kelompok;

pengelolaan kegiatan, yaitu dalam bentuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, menjalin kegiatan antar Desa, pengelolaan aset produktif,
dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan dalam
MAD;

pengelolaan péngawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan dalam
bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, BADAN
PENGAWAS, Tim Verifikasi, dan lembaga pendukung lainnya; dan
pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan
wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk
kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan di bidang tertentu.

Paragraf 3

Peran
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pengelola kegiatan kerjasama antar Desa;

pengelola keuangan mikro yang pelaksanaannya dilakukan sleh UPK;
pengelola kerjasama BKAD dengan pithak Ketiga;

pengembangan kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Paragraf 4
Prinsip Kerja

Pasal 26

BKAD dalam menjalankan kegiatannva dengan menjujung tinggi prinsip-
prinsip kerja sebagai berikut:

a.

kepastian hukum yakni kegiatan yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan dalam perencanaan pembangunan desa;

berorientasi pada masyarakat miskin yakni segala keputusan yang
diambil berpihak kepada masyarakat miskin;

partisipatif yakni masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur
tahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya kegiatan dengan
memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya atau dalam bentuk
meteriil;

keadilan dan kesetaraan gender yakni masyarakat laki-laki dan
perempuan mempunyai kesetaraar dalam perannya disetiap tahapan
program dan dalam menikmati manfaat pembangunan, kesetaraan juga
dalam pengertian kesejajaran dalam kedudukan pada saat situasi
konflik;

demokratis yakni masyarakat mengambil keputusan secara musyawarah
dan mufakat;

transparansi dan akuntabel yakni masyarakat memiliki ak ses terhadap
segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga
pengelolaan kegiatan depat dilaksanakan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun
administratif;

prioritas yakni masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfataan untuk
pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;
keberlanjutan yakni dalam setiap pengambilan keputusan atau tindalfan
pembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendghan
dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangan sistem
pelestariannya.

Pasal 27



Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud
kesepakatan dalam MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan
persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi
urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Sumber Pendanaan BKAD

Pasal 28

Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai hak;

a. melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama BKAD, kecuali
untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau
tidak bergerak;

b. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan
Rencana Anggaran dan Biaya BKAD yang telah disetujui den
ditetapkan dalam MAD; dan

¢. menggunakan jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan
ditetapkan dalam MAD.

Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai kewajiban:

a. melaksanakan keputusan MAD;

b. membuat dan mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan
Biaya Tahunan melalui forum MAD;

¢. mengelola keungan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan

d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
minimal 2 (dua) kali dalam 1 {satu) tahun dan laporan pelaksanaan
tugas setiap 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melaluj MAD.

Pasal 29
Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari:
a. kontribusi seluruh Desa yang melaksanakan kerjasama;
b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
c. surplus pengelolaan Dana Bergulir;
d. keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh
BKAD;
€. keuntungan kerjasama dengan pihak lain; dan
f. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/intensif Pengurus
BKAD dan rapat/musyawarah serta biaya lain ditetapkan melalui MAD.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung BKAD
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(2)

Lembaga pendukung uan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi lembaga dan unit kerja yang dibentuk dan diterapkan
berdasarkan hasil pelaksanaan PNPM-MPd dan/atau lembaga dan unit
kerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhan
pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd.

Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain : '

a. Badan Pengawas;

UPK;

Tim Verifikasi;

TP,

TPP;

TPM; dan

lembaga pendukung dan unit kerja lainnya yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan pengelolaan oleh BKAD.

Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakati

dalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Ketua BKAD.

® ™o n o0 g

Bagian Keempat
Pengelolaan Kerjasama

Pasal 3]

Ruang lingkup pengelolaan kerjasama meliputi:

a. pengelolaan aset produktif; dan

b. Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, meliputi:

a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga yang
berkaitan dengan pengeloaan aset produktif, sumber daya lokal dan
teknologi tepat guna;

b. memfasilitasi dan mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola
kegiatan yang handal dengan berbasis kegiatan sebagai lembaga
keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;

¢. memfasilitasi dan mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat
di Kecamatan;

d. memfasilitasi dan mendorong terbentulinya kelompok dan lembaga
usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi
lokal;

e. memfasilitasi dan mendorong pengembangan badan pengawas
sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan unit kerja BKAD
yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netrah’tas;.

L N o |
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h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi

lokal sebagal komitmen bersama.
(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi :

a. peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan;

b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan
ketertiban;

C. sosial budaya; dan

d. pemenfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

BAB VI
GUGUS RUANG BELAJUAR MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32
(1) Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan
Pemerintahan lokal menuju kemandirian dapat dibentuk Gugus RBM,
di Tingkat Desa, Kecamatan dan /atau Kabupaten melalui musyawarah
mufakat secara berjenjang,
(3)  Gugus RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu kultur

atau perilaku belajar yang terorganisir, tersetruktur dan sistematis
melalui kegiatan belajar bersama.

Pasal 33
Pembentukan Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pelaku dan
masyarakat (pelaku PNPM-MPd), Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, aparat
Pemerintahan di Daerah yang terlibat dalam PNPM-MPd.

Pasal 34
Susunan Organisasi Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
terdiri dari: :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
¢. Bendahara; dan
d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Gugus RBM



komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kaderisasi,

dan gelar kapasitas kelembagaan serta lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Gugus RBM menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan
program Kkerja bidang-bidang meliputi: bidang pengembangan media
informasi dan komunikasi, bidang pembangunan desa, bidang
pengelolaan dana bergulir, bidang kaderisasi, dan bidang gelar
kapasitas kelembagaan;

b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan media informasi dan
komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir,
kaderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan;

C. penyusunan rencana dan fasilitasi bidang-bidang RBM;-

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Kerja bidang-
bidang;

€. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan
program kerja bidang-bidang;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan
program kerja bidang-bidang;

g pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
stakeholder dan unir unit kerja lainnya yang terkait;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan

i. pelaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan RBM.

¥

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan
Pasal 36

Sumber pendanaan untuk kegiatan Gugus RBM dibeban pada APB
Desa untuk di Desa,

Sumber pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimakdud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
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Pasal 38

Bupati merupakan pembina dalam rangka melindungi, mengelola, dan
melestarikan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat
kabupaten.
Bupati atas nama Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam
memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan
kerjasama antar desa dalam bentuk BKAD.
Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati
melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai
berikut:
a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia bagi pengurus BKAD;
b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
C. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa

Pasal 39
Kepala Desa merupakan pembina dan penanggungjawab dalam
pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat desa.
Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil

kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama
Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 40
Bupati melakukan pembinaan  dalam rangka  pelaksanaan
perlindungan dan pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd,
Dalam rangka mendukung dan menunjang kelancaran terhadap
pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan
PNPM-MPd, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan
pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang berkedudukan di Daerah.
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
anggota Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan Desa. ‘
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:
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b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam
rangka kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan
PNPM-MPd;

c. melaksanakan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan
PNPM-MPd;

d. menerima dan menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan
pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd dari para pelaku PNPM-
MPd;

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kKegiatan pembinaan dan
pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd kepada Bupati,

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 41
Dalam rangka perlindungan dar. pelestarian aset produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan
pelestarian aset produktif yang dilaksanakan oleh BKAD; dan
b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana
yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas
pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset
sarana prasarana dasar yang ada untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42
Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program kaja BKAD;.
b. membangun partisipasi masyvarakat Desa dalam upaya r?ienjaga
kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestaris aset
produktif; '



memberikan laporan baik lisan maupun tertulis atas nama
penerima manfaat baik diminta maupun tidak diminta kepada
BKAD;

bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian
permasalahan pengelolaan Dana Bergulir di Desanya.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:

a.

menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada
di Desanya,

meningkatkan fungsi dan manfaatnya secara berkelanjutan; dan
memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengemangan

manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui
Camat.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 43

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pernerintah Desa dilarang:

a,

b.

membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi,
misi dan tujuan serta program kerja BKAD;

memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau palsu atas
identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat Dana
Bergulir; dan

menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas Dana

Bergulir yang dikelola oleh BKAD, kecuali telah disepakati dalam
MAD,

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Per.erintah Desa dilarang:

a.

b.

mengalihkelolakan kepada pihak lain yang bukan menjadi
kewenangannya;

menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak
lain yang bukan menjadi kewenangannya;

merubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan
tujuan pembangunanya; dan

menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset
prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.

Pasal 44

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh
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BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 45
Pembinaan pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Pemerintah
Daerah untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan
masyarakat.
Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh
masyarakat, Pemerintah Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
Pengawasan internal BKAD dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui MAD yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan
BKAD.
Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga BKAD.
Pelaporan perkembangan Dana Bergulir dilakukan sesuai mekanisme

pelaporan dalam PNPM-MPd dan disampaikan kepada Perangkat
Daerah terkait,

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46 _
Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam rangka
melaksanakan penataan perlindungan, kepemilikan dan pengelolaan
serta pelestarian sarana prasarana dan aset Dana Bergulir diselesaikan
dengan cara musyawarah mufakat melalui MAD dan musyawarah
lainnya secara berjenjang.
Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentarigan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BKAD dan RBM yang telah
ada wajib menyesuaikan diii dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan
pelestarian aset hasil kegiatan PNPM-MPd sesuai ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Daerah ini.

Pasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MPd)

[. UMUM

Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang
digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), telah
mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni; Sistem, Kelembagaan
dan Asset.

Pengelolaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di
samping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, system
dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip
PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan
berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka
semua pelaku PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui
dan mampu memahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-
prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM-MPd secara benar.
Hasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yang berupa prasarana, modal usaha
ekonomi produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan
kesehatan, merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara,
dikembangkan dan dilestarikan. Pelestarian kegiatan merupakan
tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung
jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan
pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah
berbasis pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan -Masyarakat Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-MPd). '

II. PASAL DEMI PASAL



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas,
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas,
Pasal 26
Cukup jelas.



Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas,
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR....



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

Menimbang

DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a
N .

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk mewujudka. oo eat VAR
adil dan makmur serta seialiteia Femerintah
Daerah menyelenggarakan Derhidiiggan dan
pemberdayaan petani SR nelEvan

secaraterencana, terarah, doo, 'w Lo longutan:

bahwa kecenderungan meningkatknya
perubahan iklim, globalisasi dan gejolak
ekonomi global, kerentanan terhadap bencana
alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang
tidak transparan dan tidak adil,
Petani/nelayan membutuhkan perlindungan
dan pemberdayaan:

bahwa berdasarkan S nmbangan
sebagaimana dimaksud dajzm ut  adan
huruf b perlu mettletapkat Pavaluan Daevah
Kabupaten Rembang tentang FPeriimdungan
dan Pemberdayaan Petan: car hMelavan  di
Kabupaten Rembang;



Mengingat :

—t
.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republikindonesia 1945;

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256 );

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang  Sistem = Penyuluhan  Pertanian,
Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
TambahanLembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Pengelolaan dan  Perlindungan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan



10.

11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Republikindonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tabun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangap
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor

5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang—
undangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



15. UUndang-Undang Nomo~ 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5870);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencermaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

17. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perlindungan Nelayan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Dan Pemberdayaan Petani;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN

DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN
REMBANG



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

HLO=

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
Bupati adalah Bupati Rembang. '
OPDadalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyal
tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian dan Perikanan,
pengairan serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
Petani adalah penduduk Kabupaten Rembang warga negara
Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang
melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Nelayan adalah setiap orang »ang santviepanya latk
sebagian  atau  seluruwinva  veng aclozarakan hasi
L enanghkapan ikan di laut.

Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk
membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,
kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, dan
perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani/Nelayan adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Petani/Nelayan untuk
melaksanakan Usaha pertanian dan perikanan yang lebih baik
melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan
lahanpertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan
Kelembagaan Petani dan Nelayan.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang
mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/ataupeternakan dalam suatu agroekosistem

Usaha pertanian dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang
pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya,
penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil,
dan/ atau jasa penunjang untuk mencapaikedaulatan dan
kesejahteraan yang bermartabat.

Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha
pertanian dan perikanan yang dapat diperdagangkan,
disimpan dan/atau dipertukarkan.



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21,

22,

23.

Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha
sarana produksi pertanian dan kelautan, pgngolahan 'dan
pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang

' pertanian yang berkedudukan di wilayahhukum Kabupaten

Rembang. ' N
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, bai

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan k_lukum.
Kelembagaan Petani/Nelayan adalah lembgga yang ditumbuh-
kembangkan dari, oleh, dan untuk petani gian nelayan'guna
memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani dan
nelayan, _
Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga berkedudukan di
Rembang, yangditumbuh-kembangkan dari, oleh dan untuk
petani dan nelayan yang terdiri dari sejumlahpetani/nelayan
guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat
Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani
guna memperjuangkan kepentingan anggotanya,

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Rembang
adalah kelompok nelayan Kabupaten Rembang.

Asosiasi Petani/Nelayan adalah kumpulan dari
petani/nelayan, kelompok tani dan nelayan, dan/ atau

' (}apoktag dan nelayan.

M T LRSS I e TS

Kelembagaan Ekonomi Petani/ dan nelayan adalah lembaga
yang melaksanakan kegiatan usaha pertanian dan nelayan
yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan guna
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

Badan Usaha Milik Petani/Nelayan adalah badan usaha
berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki
oleh petani dan nelayan.

Lembaga Keuangan Petani dan Nelayan adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada petani/nelayan dalam bentuk kredit

~dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkapembiayaan

usaha pertanian.

Lembaga Pembiayaan Petanj /Nelayan adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atay barang modal untuk memfasilitasi serta
membantu petani/ nelayan dalam melakukan usaha.



BAB 1l
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Y Ty LA S8 Y 1 S I TR R B, n'w"’.(",'.'{"]“;.\“‘
Ases Perlindungan dan pemberdavaan petant, r b oovdasarkarn:

a. kemandirian;

b. kedaulatan;

c. kebermanfaatan;

d. kebersamaan;

e. keterpaduan;

f.  keterbukaan;

g. efisiensi berkeadilan; dan
h. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Perlind ungan dan pemberdayaan petar; el adalah

a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/nelayan
dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup yang lebih baik;

b, melindungi petani dari kegagalan panen dav s A

¢. melindung: nelayan dari resiko kecelakaan o § oA

d. wmenyediakan prasarana dan sarune peciar e D perikanao
yaug dibutuhkan dalam mengembangkan woobio jorlanion doo

usaha penangkapan dan pemtbudichayva tho

e. Memfasilitasi tumbuh dan DeTkembangny A e pembyyam:

ditingkat petani dan nelayan:

f.  nieningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/nelayan serta
kelembagaan petani/nelayan dalam menjalankan usaha
pertanian dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju,
modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa

pasar dan berkelanjutan; dan



Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan
petani/nelayanmeliputi:

o R0 op

perencanaan,;
perlindungan petani/nelayar:;
pemberdayaan petani/nelayan;
pembiayaan,;

pengawasan; dan

peranserta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh,
transparan, dan akuntabel, '

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan:

a.
b.
c.

o

daya dukung sumber daya alam lingkungan;
kebutuhan sarana dan prasarana;

kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya
setempat;

. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
jumlah petani/ dan nelayan.

(3) Perencanaan sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian intregal dari:

a.
b.

rencana pembangunan nasional;
rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling
sedikit memuat strategi dan kebijakan,



Pasal 7

(1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani/nel'ayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapka.n Peme{mtah
Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan
perlindungan petani/nelayan.

(2) Strategi perlindungan petani/nelayan dilakukan melalui:

a,

k.

C.

—_

Gl f] """"304

ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi
pertanian dan produksi perikanan;

kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautgn;

Harga komoditi hortikultura  sesuar denpnn kemampunn
kuangan daerah;

Efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;

Fasilitasi dan mediasi konflik perani dan nelavar:

Desiminasi informasi peringatan dini teritasg s dan cunoa,
Fasilitusi asuransi pertanian don asuransi oein o o

» Ganti rugi akibat gagal paver Lejadioon joa dasa sesion
dengan kemampuan ke jangan cacoah

(3) Strategi pemberdayaan petani/ nelayan dilakukan melalui:

a.
b.

C.

d.

-

B

Pendidikan dan pelatihan;

penyuluhan dan pendampingan;

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasilperia:=
dan perikanan;

pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untukmemenuhi
kebutuhan pangan nasional;

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dandaerah
penangkapan ikan;

penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, daninformasi;
penguatan kelembagaan petani/ nelayan.

Pasal 8

(1) Kebijjakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
memperhatikan asas dan  tujuan perlindungan  dan
pemberdayaan petani/nelayan.

(2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan
petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah mempertimbangkan:

a. perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan dilaksanakan

selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang



dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait
lainnya;dan ’

b. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dapat
dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku
kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
disusun oleh Pemerintah Daerah dengan  melibatkan
petani/nelayan.

(2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh <:7T) terkait.

(3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana
perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baik jangka
pendek,maupun jangka panjang.

Pasal 10

(1) Renca:na perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas

rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
kabupaten.

(2) Rencana  perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
Kabupaten berpedoman pada rencana perlindungan
petani/nelayan Provinsi dan nasional

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Perlindungan petani /nelayan dilakukan melalui penentuan
strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e
diberikan kepada:

a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian
pokoknya adalah melakukan usaha pertanian.
b. nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan;






c. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas
lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar ' _
d. nelayanyang ikut dalam usaha penangkapan ikan sebagai
anak buah kapal.
e. petani/nelayan, yang tidak memerlukan izin u§aha.
(3) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dlma_ksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada

Petani/nelayan.
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berkewajihan atas perlindungan
petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikantasifiias: car mediasibagi
petani/nelayan.

(3) Pemerintah  Naerah  dapat  memiasilitias PR NCAN A KA
pendataan  pelaksanaan kepersertaan  peronciiaci Asuransi
patani/nelayan;

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  bDerkeaiion i BAastiitan
rerencanakan pendataan P AR S A SR

perindungan  asuransi  petani/vnolsan
chatur lelnb laniot dengan perariean s

st
LNV,

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani/nelayan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melaksanakan strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana
yang dimaksud Pasal 7 ayat (2).

(3) Strategi  perlindungan petani/ nelayan sebagaimana yang
dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf ¢ dapat dilakukan
oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/koperasi petani dan koperas; nelayvarn,



Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragaraf 1
Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah  Dberkewajiban  mwercizsilissiketersediaan
prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain meliputi:

a. jalan usaha pertanian, jalan produksi pertanian,

b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan
kewenangannya; dan

c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, panghaian
pendaratan ikan,tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 15
Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan
perikanan yang dibutuhkan petani/nelayan.

Pasal 16
Petani/Nelayan berkewajiban memianivitian
daiimemeliharaprasarana pertanian dan perikanan yang telah

dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.

Paragaraf 2
Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

(1) Pemeri_nta.h Daerah membantu menyediakan sarana produksi
pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang ge;jang1<au bagi
petani/nelayan sesuai dengan kewcer:agar% et »:.iaem'h.
(2) Sarana produksi pertanian dan produksi perxkapan@bagaxmana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penyediaan benihikan/udang. benih tanamarn, vakan, pupuk,
dan pestisida sesuai denganstandar mutu; dan '

b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai
standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. '

c. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai
dengan penggunaan sarana produksi lokal.

(3) Pemerintah Daerah mendorong  petani/nelayan untuk
menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang
berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1
(satu) kelompok.

Pasal 18

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat

menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang
dibutuhkan petani/ nelayan,

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit
tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan

mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

tepa‘g guna, tepat sasaran, tepat waktuy, tepat lokasi, tepat
kualitas, dan tepat jumlah. -

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 20

{1)Untuk menjamin kepastian usaha pertanian dan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah
Daerah berkewajiban:



a. menetapkan kawasan usaha pertanian dan perikanan
berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan
sumber daya alam;

b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan
perikanan kepada petani/ yang melaksanakan usaha
pertanian dan perikanan sebagai program pemerintah daerah;

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan
hasilperikanan.

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajibanm mbaniu menciptakan kondisi
yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan
yang menguntungkan bagi petani/nelayan.

Bagian Keempat
Efisiensi biaya usaha

pasal 22

Pemerintah daerah mengupayakan pesiindungis: kepoda petani dan
nelayan berupa praktek efisiensi biaya usaha peitaniiai: dan
perikakan;

Bagian kelima

pasal 23

Pernerintah Daerah Wajib mendesiuninasian e peringatan
dini iklim dan cuaca:



pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen
dengan melakukan: '

a prakiraan ledakan  serangan  organisme = pengganggu
tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
peramalan cuaca di laut; dan -

b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan
peramalan ledakan serangan organisme pengganggu
tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

(2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan—ayat—{2}
dilakukan dengan penyebarluasan informesi dan hasil prakiraan
iklim, hasil perkiraan ledakan organisme pengganggu tumbuhan
dan/atau wabah penyakit hewan
menular, cuaca dan badai di laut.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan petani/ nelayan dilakukan untuk memajukan dan
rnengequangkan pola pikir petani/nelayan, meningkatkan usaha
pertanian dan perikanan, menumbuhkan dan menguatkan

kelembagaan petani/ nelayan agar mampu mandiri dan berdaya
saing tinggi.

pasal 26

Pemezjintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan
petari/nelayan sesuai dengan kewenangannya.



Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani/ neilayan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c}ﬂakukan
untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani/nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan
pelatihankepada petani/nelayan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
antara lain berupa:

a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis
dan hasil perikanan.

(3) Petani/nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan
pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari
Pemerintah dan/ atau PemerintahDaerah,

(4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan

khusus pada petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2).

pasal 29

Petani/Nelayan  yang telah ditingkatkan  keahlian dan
keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan tata cara budidaya,
penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran
sertapenangkapan ikan yang baik sesuai dengan
petunjukpelaksanaannya.



Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan
kepada petani/nelayan.

(2) Pendampingan  sebagaimana dimaksud p_ada ayat (1)
dapatdilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang
berkompeten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan
pendampingan. '

(3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani/nelayan
dapat melakukan:

a. tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran danpenangkapan
ikan yang baik;

b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan

c. kemitraan dengan pelaku usaha;

d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non
bank dalam rangka peningkatan usahanya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan danpendampingan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

pasal 31

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan
Pemberdayaan Petani/Nelayan melalui pengembangan sistem
dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian
dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan:

a. mewwjudkan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang
memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta
memperhatikan ketertiban umum;

b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian dan
Perikanan;

c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan
Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok
Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, koperasi,
dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/ Nelayan lainnya di
daerah produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan ;



d. membatasi pasar modemn yang bukan dimiliki dan/atau tidak
bekerja sama dengan Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan
Kelompok Tani-Nelayan, Koperasi, dan/atau kelembagaan
ekonomi Petani/Nelayan lainnva di daerah produksi
Komoditas Pertanian dan/atau Perikanan;

e. mengembangkan pola kemitraan usaha pertanian dan
perikanan  yang  saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan;

f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil

Pertanian dan perikanan;

mengembangkan pasar lelang; dan

menyediakan informasi pasar hasil pertanian danperikanan.
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pasal 32

Setiap orang yang mengelola pasar modern

berkewgjibanmengutamakan penjualan komoditas pertanian dan
Perikanan Duaerah,

pasal 33

Pemecrintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menyel'enggarakan promosi den sosialisasi pentingnyamengkonsumsi
komoditas pertanian dan perikanan Ducrah.

Bagian kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

pasal 34
(1) 'emerintah Daerah dapat memfasilitasi pemhbiavass dian akses
permodalan usaha pertanian dan perikanan
(2) Fasilitasi akses pembiayaan dan akses permindiiing sebagainiana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan meiai



(1)

(2)

(1)

pemberian pinjaman modal untuk usaha nevieir dan
penangikapan ikan. ' |

pemberian bantuan program pertanian e e ialn
pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program
kemitraan dan bina lingkungan '

pemberian pendampinganprogrambantuan yang dlperlukar?
dalam rangka mengakses pembiayaan dan permodalan dap
pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahanakses

ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dibidang ertaman

ddan perikanan,

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kerja sama alih teknologi; dan

c. penyediaan fasilitas bagi petani/nelayan untuk mengakses
ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
sarana produksi pertanian dan perikanan

harga komoditas pertanian dan perikanan

peluang dan tantangan pasar

prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu
tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

pemberian bantuan modal; dan

g. ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.

oo

jac il e]

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat
serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
Petani/nelayan, pelaku usaha, dan/atau
masyarakat.



Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban mem/fasilitasi uji mutu hasil
komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Ketuju
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong danmemfasilitasi
terbentuknya kelembagaan. o

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari
kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi
petani/nelayan,

(3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan
kearifan local petani/nelayan.

(4) Kelembagaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. Kelompok Tani dan Nelayan;
b. Gabungan Kelompok Petani/ dan Nelayan;dan
C. Asosiasi komoditas pertanian dan perikanan;

(5) Kelembagaan ekonomi petani/nelayan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani/ nelayan.

Pasal 39

Petani/nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam
kelembagaan petani/ nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37.

Paragraf 2

Kelembagaan Petani/Nelayan



Pasal 40

(1) Kelompok Tani/ Nelayan sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 38
ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani/nelayan.

(2) Kelompok tani/ Nelayan dibentuk atas dasar lfesamaan
kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang
diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggota.

(3) Kelompok tani/ nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan
pengukuhan dari Bupati.

Pasal 41

Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 38 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa
kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam
kecamatan yang sama atau kabupaten,

BAB VI1
PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan
danpemberdayaan petani/nelayan, dilakukan pengawasan
terhadap kinerja perencanaan danpelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam

pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi
yang ada.



BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan
perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan.

pasal 44

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal «2
dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. lembaga swadaya masyarakat; dan
¢. Pelaku usaha.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1),
dapat dilakukan terhadap: '

- penyusunan perencanaan;

perlindungan petani/nelayan;

pemberdayaan petani/ nelayan,;

pembiayaan;

pengawasan; dan

penyediaan informsi

meoaec o

pasal 45

Masyarakat dalam perlindungan petani/nelayan dapat berperan
serta dalam:

a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan
perikanan;

b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan
dalam negeri;

¢. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;

d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani/nelayan yang
mengalami bencana.

f. Membiayai jaminan asuransi bagt analk buak karna:



pasal 46

Masyarakat dalam pemberdayaan petani/nelayan dapat berperan
serta dalam menyelenggarakan:

on oW

pendidikan non-formal;

pelatihan dan pemagangan;

penyuluhan;

penguatan kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan
ekonomi petani /nelayan; dan

fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.

Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

(1) Hak kelompok tani/nelayan antara lain:

a.
b.

C.

mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari
pemerintah daerah melalui OPD

mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya
kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi
pertanian, dan perikanan;

mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan

'perundang-undangan yang berlaku;

menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan
dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban kelompok tani/nelayan antara lain:

a.

mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai
petani/nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada
Perangkat Daerah yang membidangipenyuluhan agar
Pemerintah Daerah mempunyai data baseyang akurat;
menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan,
domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan
apabila petani/rielayan tersebut tergabung dalam suatu
kelompok;

melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan
secaraberkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada
pemerintah kecamatan dan (P untuk dapat diverifikasi



apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya
berupa hibah dan lain-lain;

d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaankegiatan
termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik
sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila
mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan
* Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal
BUPATI REMBANG,

ABOUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWATENGAH: ( / )



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ DAN

NELAYAN

I. UMUM _ ‘
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Repub'hk Indones%a
tahun 1945mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab

untuk melindungisegenap bangsa, memajukan kesejahterfian umum,
mencerdaskan kehidupanbangsa serta mewujudkan keadilan 'sos1a1
bagi seluruh rakyat Indonesia.Sejalan dengan amanat Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945 ,
pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untukmeningkatkan
sebesar-besar kesejahteraan petani/nelayan.Selama ini Petani /nelayan
telah memberikan kontribusi yangnyata dalam pembangunan
pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.Permasalahan
perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dalam pembangunan
pertanian dan perikanan untuk mendukungketahanan pangan dalam
memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hakdasar bagi
masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa
keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu
filosofi pembangunanbangsa, karenanya setiap warga Negara
Indonesia, berhak atas kesejahteraan.Oleh karena itu setiap warga
Negara Indonesia berhak dan wajib sesuaikemampuannya ikut serta
dalam pengembangan usaha di bidang pertanian danperikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayanindonesia
tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga
internasional,khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia.
Perlindungan Petani/ nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk
kebijakan danregulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor
kesepakatan dalam WorldTrade Organization, yang telah diratifikasi
dalam Undang-undang Nomor 7Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan
Pembentukan Organisai Perdagangan Dunia).Beberapa bentuk
kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi
kepentinganpetani/nelayan, antara lain subsidi sarana produksi,
penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean
pemasukankomoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk
didasarkan pada harga pasardomestik, komoditas strategis (tertentu)



nasional dan lokal, serta produksidankebutuhan nasional. Selain itu,
juga dilakukan penetapan kawasan pabeanpemasukan kqmoditas
pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi

sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan
daerahprodusen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan
Petani/. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditaspertanian
dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan
sentraproduksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi
balaikarantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan,
upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai
kesejahteraaan Petani/nelayan yang lebih baik.Pemberdayaan
dilakukan dengan memfasilitasi Petani/nelayan agar mampu mandiri
dan memiliki keunggulan kompetitif dalamberusaha pertaniandan atau
perikanan. Beberapa  kegiatan yang  diharapkan  mampu
menstimulasi Petani/nelayan agar lebig berdaya, antara lain
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses
Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses
Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga
kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi
Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nalayan
adalahPetani/nelayan, terutama kepada Petanipenggarap paling
luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian
pokoknyaadalah melakukan Usaha pertanian); Petaniyang mempunyai
lahandan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas
lahan paling luas 2(dua) hektare; Petanihortikultura, pekebun, atau
peternak skalausaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan
usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan
keten?uan peraturan perundang-undanganPerlindungan
petani/nelayan adalah segala upaya untukmembanty Petani/nelayan
menghadapi permasalahankesulitan memperoleh prasarana dan
sarana produksi dan nelayan kepastian
usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, Kketersediaan
!ahan,kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan
iklim.Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1)
ketersed.iaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana
proquksmertam’an dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi
Jaminanpenghasilan karena program pemerintah, Jaminan ganti rugi
akibat gagal panen,Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan
kondisi harga komoditasyang menguntungkan petani nelayan (risiko
harga dan pasar),(4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5)
perubahan iklim dengan
rnembgngun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan
Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan
mengembangkan pola  pikir, peningkatan usaha pertanian
penumbuhan danpenguatan kelembagaan Petani/nelayan melalui



pengelolaan ,

sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna

meningkatkankesejahteraan Petani/ nelayan Pempe rdayaan

petani/ dan nelayan dilakukan mela}m (1) pendidikan dan
pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangap
sistem dansarana pemasaran hasil dan nelayan (4) pengutamaan_hasd
pertanian dalamnegeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nas1qna1,

(5) konsolidasi danjaminan luasan lahan pertanian, (6) penyediaan

fasilitas pembiayaan danpermodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan

informasi, dan penguatankelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan
dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan,
kebersamaan,keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan
berkelanjutan.Upayaperlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan
selama inibelum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang
komprehensitholistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan
jaminan kepastian hukumserta keadilan bagi Petani/ dan nelayan
dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan.Undang-
undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum
mengaturupaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan
secarajelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam
undang-undangantara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah
Pertanian;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria,;

3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas TanahPertanian;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perausaransian;

5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang PerbankanAtas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan,

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan danTumbuhan;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
AgreementEstablishing The World Trade Organization (Persetujuan
PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia);

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;

11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
VarietasTanaman;

12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

14. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,;



15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24,
25,
26.

27.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
SosialNasional,; 3
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian
InternasionalMengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan
Pertanian;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan danNelayan Perikanan, dan Kehutanan;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana,;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
KecildanMenengah;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
KesehatanHewan;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah;

Undang-undgng Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
LahanPertanian Pangan Berkelanjutan; dan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur
perlindungandan pemberdayaan Petani/ dan nelayan secara

komprehensif,holistik, dan sistemik dalam suatu
terpadu dan serasi.

pengaturan yang



I1.PASAL DEMI PASAL

PasallCukup jelas

Pasal 2

Huruf a,Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah
penyelenggaraanperlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan
nelayanharus dilaksanakan secara independen dengan
mengutamakankemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayanharus dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/ nelayan yang memiliki
hak-hak dan kebebasandalam rangka mengembangkan diri.

Hurufc,

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan”
adalahpenyelenggaraanperlindungan dan pemberdayaan
Petani/nelayan

harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan
perlindungan Petani/nelayan harus dilaksanakansecara bersama-sama
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelakuusaha, dan masyarakat.

Hurufe,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani /nelayan harus memadukan
dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifatlintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan

perlindungan dan pemberdyaan Petani /nelayanharus dilaksanakan
dengan memperhatikan aspirasi Petani/nelayan dan pemangku



kepentingan lainnya yangdidukung dengan pelayanan informasi yang
dapat diakses olehmasyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan
harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama

secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan
kemampuannya. ‘

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan
perlindungan pemberdayaan Petani/nelayan harusdilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan untuk menjaminpeningkatan
kesejahteraan Petani/nelayan.

Pasal 3

Huruf a, Cukup jelas.
Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c,Cukup jelas.

Hurufd, Cukup jelas.

' Hurufe,
Peningkatan kemarnpuan dan kapasitas Petani/nelayan
sertaKelembagaan Petani/ nelayan ditujukan untuk meningkatkan nilai

tambah, daya saing, dan akses pasar.
Huruf f, Cukup jelas.
Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a, Cukup jelas.



Huruf b '
Kebutuhan sarana dan prasarana sebagali daya dukung usaha

pertanian danperikanan tangkap.
Huruf ¢, Cukup jelas.

Huruf d,Cukup jelas.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f,Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6,

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan upaya
upayaperlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan  yang
dilaksanakanolehPemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat.

Pasal 7,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),
Hurufa , Cukup jelas.

Hurufb, Cukup jelas.
Huruf ¢, Cukup jelas.
Huruf d, Cukup jelas

Hurufe, Cukup jelas.
Huruf f, Cukup jelas.
Huruf g, Cukup jelas.
Huruf h, Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf ¢, Cukup jelas.



Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Jaminan luasan lahan usaha pertanian agar Petani/ dan

nelayan . '
dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk
didalamnyapenyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat
penangkapan ikan.

Huruf g, Cukup jelas.
Huruf h, Cukup jelas.
Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9,
Ayat (1)

Pelibatan Petani/nelayan dalam perencanaan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani/nelayan dimaksudkan untuk memenuhi asas
kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)
Cukupjelas.

Ayat (3), Cukup jelas.
Pasal 10, Cukup jelas.

Pasal 11, Cukup jelas.
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf cd, Cukup jelas.

Huruf d. Nelayan anak nuah kapal (ABK) pada kapal pengkiapan ikan tanpa membedakan
ukuran mesin (GT) maupun jangkauan jarak mili laut penangkapan.

Huruf e, Cukup Jelas.

Pasal 12, Cukup jelas.



Pasal 13, Cukup jelas.

Pasal 14, ‘ .
Ayat (1), Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah

danPemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola
olehPetani/nelayan atau Kelompok Tani.

Ayat (2)
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan
buatan,jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik
secaraalamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing
tumpuan,serta bangunan pelengkap dan peralatannya.Yang dimaksud
dengan “dam” adalah sebuah bendung untukmeningkatkan muka air
sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempatyang akan diairi.Yang
dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur
yangmendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung,
atauembung terhadap lahan pertanian yvang dimiliki oleh
masyavakat.Dengan adanya Jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air
untuksawahdan ladang para Petaniakan terjamin.

Yang dimaksud dengan ‘embung” adalah tempat atau wadah
penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau
sebagaitempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yangmenjadi
kewenangan pemerintah kabupaten.

Huruf c, Cukup jelas.
Pasal 15, Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 7,
Ayat (1), Cukup jelas.



Ayat (2),

Sarana produksi pertanian dan atau penkanam harus
mengutamakankomponen produk dalam negeri.

Ayat(3)

Yang diinaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang

dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang
disepakati oleh kelompok tersebut.

Pasal 18, Cukup jelas.

Pasal 19, Cukup jelas.

Pasal 20,

Huruf a, Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha pertanian” adalah
hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang
disatukan oleh factor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial,
budaya, maupuninfrastruktur fisik buatan.

Huruf b, Cukup jelas.
Hurufc, Cukup jelas,
Pasal 21, Cukup jelas.
Pasal 22, Cukup jelas.
Pasal 23, Cukup jelas.
Pasal 24, Cukup jelas.
Pasal 25, Cukup jelas.
Pasal 26,Cukup jelas.

Pasal 27, Cukup jelas.



Pasal 28, Cukup jelas.

Pasal 29, Cukup jelas.

Pasal 30, Cukup jelas.

Pasal 31, Cukup Jelas.

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang

baikdilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang
dihasilkan Petani/Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33, Cukup jelas.

Ayat{2);

Hurufb-Cukupjelas:
Hurufe;Culcupjelas:



Pasal 34,Cukup jelas.

Pasal 35, Cukup jelas.
Sesiaﬁsas%dimaksudkan_agapmasyapakatmenge%ah%ﬁmenyada&

Pasal 36, Cukup jelas.

Pasal 37, Cukup jelas.

Pasal 38, Cukup jelas

Ayat-th;



Pasal 39, Cukup jelas.

Pasal 40, Cukup jelas.

Pasal 41, Cukup jelas.

Pasal 42, Cukup jelas.

Pasal 43, Cukup jelas.

Pasal 44, Cukup jelas

Huruf ¢, Cukup jelas.

Pasal 45, Cukup jelas.

Ayat{i);
Hurufa;Cukupjelas:



Pasal 47, Cukup jelas.

Pasal 48, Cukup jelas.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

MBANG NOMOR
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN RE
4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di

I

Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
dan taraf hidup masyarakat pesisir, perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan
ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu
disempurnakan sesuaj perkembangan dan dinamika
masyarakat nelayan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentano Hitlriirm A e oo



10.

11,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
&1 Tahun 2004 tentang Perik~.nan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Unidang Undang Nemor & ionun Ay
e Pemberdavaan Nelava: Fembovat o veapn e
Caram dLembaran  Negnrn b Ay ik
Mo 68, Tambahan Lew e o crniiil
Nuroe 93705, 4 ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
N.omor S Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang
Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Rembang Nomor 91)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 9,

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 120} diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1] diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua)

angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehi /
sebagai berikut : 8 Ingga Pasal 1 berbunyi

Dalam Peraturan Daerah ini yang di
g dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. ;

o~ -



Sb.

10.

11

12.

13.

14,

4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selgnjutnya disingkat
Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Rembang.

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya Qisebut
Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Rembang.

Sa. UPT - PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan
Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.

Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlut‘kan yang ditugaskan
untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian
maupun seluruhnya, didasarkan atas hssil penangkapan ikan di laut.

Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat
pelelangan ikan.

Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan
tangkap.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disingkat TPl adalah tempat
yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran
tertinggi sebagai pemenang.

14 a. Pelelangan sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya

difasilitasi oleh TPI dengan pemenano lelameomoan Aitatm oo e 14



15.

i6.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termgsuk proses yang
terintegrasi alam pengumpulan informam', analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi 'sumberdaya ikan dan
implementasi serta penegakkan hukurp dari peraturan perundang—
undangan di bidang perikanan, yang dllak.ukan oleh pemerintah ‘a'tau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan .produ.ktmtas
sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

Retribusi TPl yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,.

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran pokolk
retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

rat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa denda dan/atau bunga.

Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari k
untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya wakty tertentu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribus;.

Benyldikan Tindak Pidana dj bidang Retribusi adalah serangkaian
tmdakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnyg 'disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang buktl Itu membuat terang tindak nidana di bidang retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya,

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3 diubah e it
ayal sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berigut :( ) e

(D

Pasal 5

Hasgil neramolroe o o



(3) Dihapus

{4} Pou pos penjualan ikan sebagaimane Jiseio Lot avat (1)
’ lebih lanjut cengan Peraturarn Bupai:

Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1)  Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPl adalah
Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.

(2)  Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI dibantu oleh
Koperasi Nelayan.

(4) Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.

(5)  Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunali.

(6) Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan pembayaran
sebagaimana dimaksud f:ada ayat (5) maka di kenakan sanksi
administratif berupa stop elang dan harus menyelesaikan pembayaran
lelang ikan yang belum terbayar.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi
ikan yang dilelang di TPI.

(2)  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilaj lelang dan/atau
volume produksi ikan yang dilelang di TP,

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat

{)2) .ﬁistisipxan I ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
erikut :

Pasal 14

(1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,55

:/o {Ddulf koma lima puluh lima persen) bagi TPI yang melaksanakan lelang
erbuka,

(la) TPI yang melaksapakan lelang tertutup dikenakan retribys;i berdasarkan
volume produksi ikan yang di lelang, Dengan ketentuan setiap 25 (dua

pulul}l)lima) kg ikan dikenakan retribusi sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus
rupiahj.

(2) Retribusi sebagain;ana' dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
nelayan selakuy penjual ikan sebesar 1,15 % (Satu koma lima belas persen)

dan be;kul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 9, (satu koma empat puluh
persen).

73\ ) P



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR



Menimbang :

Mengingat:

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa jasa konstruksi merupakan salah saty kegiatan
dalamn  ULidang ekonomi, sosial dan budaya yang
mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai
Sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Pemerintah Daerah berwenang
menyelenggarakan urusan pemerintahan jasa konstruksi;

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa
konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan
izin usaha jasa konstruksi

bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam
pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi dj
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai
perizinan usaha jasa konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha
Jasa Konstruksi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahiim 90NQ Neawe oo co . o .



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Undang-U.dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaru Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 635,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2738);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 128)

H

Dengan Persetujuan Bersama
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Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN JSAHA JASA
KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.
Bupati adalah Bupati Rembang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yanxy memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang

membidangi perizinan untuk memberikan Izin Usaha
Jasa Konstruksi.

. Jasa konstruksi adalah layanan jasa  konsultasi

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat
BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan

hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dj bidang jasa
konstruksi.

Lembaga adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang
dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.

usaha adalah izin untuk melakukan usaha di bidang
Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- Tanda Daftar Usaha berseorangan adalah izin yang

diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk
menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atay sebagian

Sertifikat adalah -

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi
dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan
usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk

orang perseorangan atau badan usaha; atau

4 o



tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
tertentu.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau
kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam
melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

13.Sertifikat Badan usaha adalah tanda bukti pengakuan
terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan-
badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil
penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi
asing.

14.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti
pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Usaha berlandaskan pada asas kejujuran
dan keadilan, manfaat, keserasian, kemandirian,
keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi
kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk
melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha.

Pasal 4
Peraturan daerah ini bertujuan untuk ;

a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian izin usaha
sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan
perundang-undangan guna menunjang terwujudnya
iklim usaha yang baik;

b. mewujudkan Kkepastian keandalan penyedia jasa
konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;

¢. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian
target standar pelayanan minimal dibidang jasa
konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI



Pasal 5
Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
a. usaha jasa Konsultasi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

(1) Sifat usaha jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. umum,; dan
b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha Jasa Konsultasi Konstruksi
bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ay
huruf a antara lain;

a. arsitektur;

b. rekayasa;

C. rekayasa terpadu;dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi

bersifat spesialis sebagimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b antara lain:
a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Jasa
Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
pengkajian;

a.
b. perencanaan;
C. perancangan;
d

- péngawasan; dan/ atay

€. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan wusaha yang dapat diberikan oleh jasa
Konsultasi  Konstruksi yang  bersifat  spesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. survei;
b. pengujian teknis;dan/atau
C. analisis



(2)

a. umum,; dan
b. spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliput’:

a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain:

a. instalasi;

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan; dan
€. penyewaan peralatan.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan
Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

C. pembongkaran; dan/atau
d. pembangunan kembali.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan
Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan
bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk
fisik lainnya.

Pasal 8

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ meliputi:
a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan
Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. rancang bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bagian Kedua
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Pasal 9

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 10

Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 terdiri atas:

a. kecil;
b. menengah dan
C. besar,

Penetapan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalyj penilaian terhadap:

a. penjualan tahunan;
b. kemnampuan keuangan;
c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d. kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi.

Pasal 11

Perseorangan.

Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagimana
dimaksud pada Pasa] 9 yang akan memberikan layanan
Jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. .

Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa
konstruks;.

Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruks;

harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat
Badan Usaha,

BAB v
PEMBERIAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha



(2)

(3)

(1)

merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

Bupati memberikan Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha
Perseorangan yang berdomisili di Daerah.

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada perangkat daerah yang
membidangi perizinan.

Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di
seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan Izin Usaha

Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
melakukan  pelayanan pemberian izin usaha
berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK dan
usaha orang perseorangan.

Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. permohonan izin baru;

b.  perpanjangan izin;

€. perubahan data; dan/atau
d. penutupan izin.

Proses pemberian izin usaha dilakukan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan
dinyatakan lengkap.

Bentuk fomulir, tata cara serta persyaratan pengajuan
izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 15

(1) BUJK yang mengajukan permohonan izin usaha wajib

memiliki penanggungjawab Teknik Badan Usaha.
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Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi
yang membidangi jasa konstruksi.

(4) Tenaga Konstruksi yang berstatus tenaga teta'p pada
suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga
tetap pada badan usaha atau usaha orang perseorangan
lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 16

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang
beroperasi di wilayah daerah wajib memiliki klasifikasi dan
kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 17

Izin usaha mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa
berlaku.

Bagian Kelima
Sistem Informas;i Jasa Konstruksi

Pasal 18

Perangkat daerah pemberi izin usaha melakukan input data
pelayanan izin usaha ke dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi sesuaj peraturan perundang-undangan

BAB vV
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 19 ,
(1} Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencana

wajib  memiliki Tanda  Daftar Usaha Orang
Perseorangan.

(2) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan
Klasifikasi dan kualifileac: 1ot . <o encan



(4)
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Persyaratan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian pertama
Hak

Pasal 20

Pemegang (zin Usaha berhak:

a.

b.

mengikuti proses pengadaan Jasa konstruksi; dan

mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Pemegang Izin Usaha wajib  memenuhj ketentuan
tentang:

a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan
umum, konstruksi bangunan, mutu hasil
pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen
bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan
standar atau norma yang berlaku;

b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat
kerja  konstruksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

¢. perlindungan  sosial tenaga  kerja  dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan; dan

d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pemegang izin usaha wajib melaksanakan pekerjaan
konstruksi sesuaj dengan kontrak.

Pemegang izin usaha dengan Bidang Usaha Pelaksana
dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi
sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta

PN e e e . . - W
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sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan
keteknikan.

Pemegang izin usaha wajib memenuhi ketentuan
administrasi sebagai berikut:

a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK
dan usaha orang perseorangan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
perubahan data;

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang
disampaikan kepada Perangkat daerah pemberi izin
usaha paling lambat bulan Desember tahun
berjalan; dan

C. memasang papan nama perusehaan yang
mencantumkan nomor izin usaha di kantor tempat
BUJK berdomisili.

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b meliputi:

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

(1)

(2)

YANG MEMBERIKAN IZIN USAHA

Pasal 22

Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan
pemberian izin usaha, wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sekali kepada Bupati.

Bupati menyampaikan laporan pemberian izin usaha
kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan
sekali.

Laporan pertanggungjawaban pemberian izin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi:

a. daftar pemberian izin usaha baru;
b. daftar perpanjangan izin usaha;
¢. daftar perubahan data izin usaha;
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g kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap
tertib izin usaha.

Laporan Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberian izin usaha di daerahnya.

Instansi yang membidangi perizinan melakukan
pemberdayaan BUJK dan Usaha Orang Perseorangan
yang telah memiliki izin usaha di daerahnya.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan
pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat
(2), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat
(4), ayat (5) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak
menghentikan dan meniadakan hak berusaha
perusahaan;

b. pembekuan izin usaha yang akan menyebabkan
perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan
pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau

c. pencabutan izin usaha yang akan meniadakan hak
berusaha perusahaan.

Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diumumkan kepada masyarakat umum

Ly
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Pasal 25

Mekanisme pembekuan izin usaha se_baga'imana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sebagai berikut.

a. sanksi pembekuan izin usaha dikenakan. apabilg dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hgri sej‘gk peringatan
tertulis dikeluarkan tidak memenuhi kewajibannya;

b. Perangkat Daerah pemberi izin usaha memberikan surat
keterangan pembekuan izin usaha kepada pemegang izin
usaha yang dikenakan sanksi pembekuan;

c. masuk ke dalam daftar hitam; dan

d. izin usala yang telah dibekukan dapat diberlakukan
kembali apabila BUJK atau Usaha Orang Perseorangan
telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 26

Mekanisme pemberlakuan kembali izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah sebagai berikut:

a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan
kembali izin usaha secara tertulis beserta bukti-bukti
telah memenuhi kewajibannya kepada Perangkat
daerah pemberi izin;

b. Perangkat daerah pemberi izin memeriksa berkas
permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila
diperlukan;

C. apabila berkas permohonan beserta bukti-bukti
pemenuhan kewajiban dinyatakan lengkap, maka
Perangkat Daerah pemberi izin dapat memberikan surat
pemberlakuan kembalj izin usaha;

d.  Perangkat daerah pemberi izin mengumumkan kepada
masyarakat umum diantaranya me'alyj sistem
informasi jasa konstruksi dan/atau papan
pengumuman instansi penerbit izin usaha.

Pasal 27

BUJK atau usaha orang perseorangan akan dikenakan
sanksi pencabutan izin usaha apabila:

a. telah terkena sanksi pembekuan izin usaha sebanyak 2
(dua) kali;

b.  sedang mendapatkan sanksi pembekuan izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 namun tetap
melaksanakan pekerjaan; atay

C. telah terbukti menyebabkan kegaoalam  lemm et lows
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Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal
19 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin usaha yang diberikan sebelum diundangkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakarn tetap berlaku sampai
dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ni dengan

peneémpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR .... TAHUN ..........

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,
sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Selain  berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa
Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya
berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib
administrasi dalam bentuk perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan
pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian,
keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan,
keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan,
serta berwawasan lingkungan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan
sebagai upaya memberikan Perizinan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan
tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa
kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa

Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhj berbagai kewajiban guna
memperoleh haknya.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat’ adalah bahwa segala kegiatan
Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip
profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan
efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal

bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi
kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmam: dala.

PR B
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Yang dimaksud dengan ‘"asas kemandirian' adalah ' bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan
sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan
informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya
transparansi  dalam  penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara
optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi
sehingga dpat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja
para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah
bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan
lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa
Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb

Cukup Jelas
Hurufc

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara
Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansij Konstruksi.

Pasal 6
Ayat (1)
Hurufa

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harys
memenuhi Kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi
secara utuh yang menghasilkan  dokumen pengkajian,
peréncanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

dari proses  konsultansi yang menghasilkan dokumen
pengk'ajlan, berencanaan, perancangan, peéngawasan, dan/atau
manajemen penyelenggaraan konstruksi. ;

Ayat (2)
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Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus
memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan
konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan
lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya
bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus
memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian
tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuXk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan
integrasi penyediaan jasa antara pekerjaan Konstruksi
dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh
aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak
mencakup proses pengadaan.

Huruf b
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan”usaha orang perseorangan” adalah usaha

yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa mr embentuk
badan usaha.

Pasal 10
Ayat (1)
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha

Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat
yang bersamaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Klasifikasi dan kualifikasi merupakan kegiatan registrasi untuk
penetapan usaha di bidang konstruksi.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

Setiap BUJK harus memiliki

penanggungjawab teknik in
beroperasi sesuai den
lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

N PR T T

penanggungjawab teknik, keahlian
i diharapkan dapat menjamin BUJK
gan prosedur sehingga tidak membahayakan



DRAF

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANCGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang

strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan

dan penyelengaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi
antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta

masyarakat;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Dasralr ICmlnammtmos J ol e 1o 4



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4675);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

IMcdarnaecia NAarm e SOC)Y.



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung jawab Sosial Perusahaan den  Lingkungan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S305);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil

Dan Program Bina Lingkungan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWARB SOSIAL



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang,

2. Pemerintah Daerah acdalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selan utnya disingkat
TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap
perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi
dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat

setempat dan lingkungan.

Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum bajk
yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan
menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang
dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan ~usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah
Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde
Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan
usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan

1
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12,

13.

14.

15.

Jt

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN
adalah badan wusaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan

daerah yang dipisahkan.

. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya

disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Penerima penyelenggara tanggung jawab jawab  sosial
perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam
lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,
yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
keberadaan, kegiatan dan perilaku  perusahaan yang
bersangkutan.

Cabang Perusahaan adalah perusahaan mi'ik perusahaan
induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun
anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten
Rembang.

Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana
vang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung

jawab sosial nerusahasn vamo diomeaeaclreee Ao 35 te 4
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Forum TSP adalah Organisasi yang dibentuk beberapa

perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun
tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah

komunikasi, konsultasi dan evaluas;i penyelenggaraan TSP.

BAB I]
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

a.

o

a o

om0

kepastian hukum;
partisipatif dan aspiratif;
kepentingan umum;
keterbukaan;
keberlanjutan;
kemandirian;
kebersamaan; dan

berwawasan lingkungan.

Jagian Kedua

Prinsip

Pasal 3
Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
a. kesadaran umum;
b. kepedulian;
c. keterpaduan;
d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;

. kemandirian:

¢]



(2)

h
1.

J.

. kemitraan;
mutualistik dan non-diskriminasi; dan

koordinatif.

Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:

p. 0o T W

™SO0

SEL

—e

. manajemen yang sehat;
. professional;
transparan;
. akuntabilitas;
kreatif dan inovatif;
terukur,
program perbaikan dan berkelanjutan;
. keadilan yang bijak; dan

kebijakan yang adil.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam peraturan daerah ini

meliputi;

a.

o

o o

-

peran pemerintah daerah;

hak dan kewajiban perusahaan;

pelaksana dan program TSP;

forum TSP;

prosedur penyelenggaraan TSP,

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
pelaporan;

penerima TSP;

. peran serta masyarakat,

pembiayaan,;

dan



MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Fasal 5
Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk memberikan :
a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program
TSP di daerah.
b.arahan dan kebijakan kepada perusahaan dJdan pemangku
kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai

dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk -

a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai
tanggungjawab sosial perusahaan termasuk  lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

C. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;

d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga
kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negative
terhadap operasional perusahaan;

€. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan

mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

b . . o,
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g mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekita - lokasi kegiatan
perusahaan beroperasi;

h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan
tanggung jawab sosial;

i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan
kesehatan masyarakat;

J.  mensinergiskan program TSP dengan perencanaan

pembangunan di daerah.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7 |

Dalam pelaksanaan TSP d; daerah, pemerintah daerah berperan -

a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada
sosial dan lingkungan di daerah;

b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program
TSP dengan pFrogram pemerintah daerah;

€. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan
dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah;

d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSP dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan;

€. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah
dan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang
belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program
tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan”;

f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah
melaksanakar. TSP dengan baik dan sesuzj ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g' melakUkan netrtrhiriasarn lrmeem o1 o
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HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian
dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;

b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program
pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah melalui Forum TSP;

C. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi
perusahaan yang telah melaksanakan TS2? berdasarkan
kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan

d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP
sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha
dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan
peraturan perundang-undangan;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam
penyelenggaraan TSP di daerah;

c. melaksanakan Kkajian, monitoring, dan evaluasi terhadap

PR PR P - TNCNTY I
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telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah
Daerah melalui Forum TSP;

e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan
pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan

f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROGRAM TSP
Bagian kesatuy

Pelaksana

Pasal 10
(1) Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan
usahanya di daerah.
(2) Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan
terbatas;

b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma
dan persekutuan komanditer; dan

C. perusahaan perorangan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
baik di dalam maupun di luar lingkungan perusaaan.

(S) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

(6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau

BPIIAMITY Aave Dasirmem e mom o OV g e



(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

12

Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2). ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Program TSP

Pasal 11
Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
b. kemitraan usaha mikro dan kecil ;
¢. program langsung pada masyarakat.
Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan  dan dilaksanakan  untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi
masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para
pelaku dunia usaha, membanty penanggulangan kemiskinan
dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di
daerah.

Pasal 12
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang
bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan
pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. bina lingkungan fisik;
b. bina lingkungan sosial; dan
¢. bina lingkungan usaha mikro dan kecil

Program kemitraam 11eaha  ceilomm 1. I,
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dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah

sasaran perusahaan.

(4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) buruf b meliputi kegiatan:

a.
b.

penelitian dan pengkajian kebutuhan;

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;

¢. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

e

f.

g.

pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

. pelatihan pengembangan usaha seperti peringkatan mutu

produk dan desain, kemasan, peémasaran, jejaring kerjasama
dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan

penumbuhan inovasi dan kreativitas,

(5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a.

b.

hibah;

dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang
membutuhkan yang besarnya sesuaj dengan kemampuan
perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penghargaan;

dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi
dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja
bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan
bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
beasiswa;

diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
subsidi

berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau
kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan

leeril:
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kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan

f. pelayanan sosial;
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan

santunan pekerja sosial.

BAB VIII
FORUM TSP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13
(1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan
mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk
Forum TSP di daerah.
(2) Pembentukan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat '1) difasilitasi oleh bupati
(3) Keanggotuan “orum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur :
a. perusahaan,
b. masyarakat,
C. perguruan tinggi ;dan
d. pemerintah daerah.
(4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di
tingkat Daerah.
(5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
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bertugas:

a.

melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh
perusahaan setiap tahunnya;

memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai
program  kegiatan yang layak diprioritaskan  untuk

pelaksanaan TSP mengacu pada program Pemerintah Daerah:

c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta

. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku

kepentingar akibat pelaksanaan TSP,

(2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum TSP berwenang :

a.
b.

mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;

menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait
pelaksanaan TSP;

menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan
TSP,

melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan

menentukan standar operasional prosedur penyelesaian

sengketa pelaksanaan TSP,

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja

dan tata kerja Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum
TSP di daerah berciirmber darr
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C. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17
(1) Program TSP di daerah dilakukan sesual prosedur yang
ditentukan oleh Forum TSP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan TSP, Forum TSP melakukan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program

kegiatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENERIMA TSP
Pasal 19
(1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perseorangan, keluarga. kelompolk dan /atatl rmacunralea s
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PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan TSP di daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a.
b.
C.
d.

pengawasan;
pemberian saran, pendapat dan usul;
keberatan, pengaduan; dan

penyampaian informasi dan/atay laporan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk:

a.

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat;

menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses
penyusunan TSP;

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan

pengawasan; dan

- mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

(1) Pembiayaan pelaksanaan TSP berasal darl sebagian keuntungan

bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah

di tentukan oleh perusahaan.

(2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha

yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib

menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan di

mmarhitrrrm ol rmen el m el LY

-
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(3) Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuaji dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X1V
PENGHARGAAN
Pasal 22
(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang
Secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik
dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
(2} Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penghargaan tertulis (plagam/ sertifikat);
b. pengumuman di media massa; atau
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara
penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak
menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 23

(1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara
musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum TSP.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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pelaksanaan TSP di daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi
urusan perencanaan.

(3) Pembinaan dan bengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2)
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pembekuan [zin;
¢. Pencabutan Izin dan/atau
d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannys:.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Hal-thal Ay Ialiyean 1Y L EEE ,—



(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah
ini diundangkan.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaky tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran

Daerah Kabupaten Rembang,.

Ditetapkankan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

09000000 n00e0e

Diundangkan di Rembang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ooooooooooooooooo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENREMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( / ).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ....... TAHUN ......
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I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di
daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan
kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa
yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi,
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian

yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin
melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua linj kehidupan
masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian
dari warga negara (corporate citizenship) yang terlibat langsung dengan dinamika
masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh
hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi
masyarakat (profit, people planet). |

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP merupakan sesuatu
pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada
masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga
serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang lomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perstirram  Meaesie o
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a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab
sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak

yang menjadi pelakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya

guna;

d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan
dampak positif keberadaan perusahaan;

€. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan

serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan

beroperasi;

g menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab
sosial;

h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan

masyarakat;
. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam necara
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Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu
proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni
keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita,
keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
Pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan
di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti

yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup
masyarakat yang luas.

Hurud d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong

peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam
kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf h

Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
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kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu

berupa dukungan materi maupun non materi.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya
hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak

keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.
Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah
ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau

tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara
untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek

yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga

masyarakat.

Hurufe

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap
keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan

untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan
pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan
terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Hurufg

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal

berpihaknada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h
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oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

atau perihal hubungan/jalingan kerjasama sebag:u mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu
membentuk kemitraan (net working) yang saling menguntungkan
dengan pihak lain,

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa
perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua
dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertenty dengan

tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat
koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapaij

ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
sekitarnya.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen
yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuan modal, aset, volume
usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan
kualitas mutu yang baik.
Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang

memerlukan kepandajan khusus untuk menjalankanny kompeten

P SR D Y S
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab

sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab
penyelenggaraan  suatu urusan  pemerintahan  ditentukan
berdasarkan kedekatannnya dengan luas, besaran dan jangkauan

dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suaty urusan
pemerintaban. ,

Hurufe

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk

menciptakan atau menghasilkan Sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan
sesuatu yang baru,

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan
dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif
maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan

sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah
program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam

) R SR, I T I T
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Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan
hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan

fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Hurufi

Y‘aﬁg dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan
yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai
tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai
dengan karakter dan kebutuhannhya dan perumusannya yang

realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11



Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

28
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Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

................



Menimbang

A

. i‘ . !'I’:‘Zi"s ,.-:‘",
KPR
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki

barang milik daerah sebagai aset yang perlu diatur
dan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan
publik  dan kesejahteraan masyarakat dengan
mendasarkan pada asas fungsional, kepastian

hukum), transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai;

. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 Peraturan

Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintal
Daerah Kabupaten Rembang Lerwenang untuk
membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang
pengelolaan barang milik daerah;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai
lagi dan perlu diganti dengan yang baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norpor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-@ndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahgn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara



12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
téntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Noraor 58 Tahun 2005
tentang Fengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republilk [ndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 516 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Femerintah Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sgbagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang



20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 90);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

ouk

TENTANG PENGELOLAAN Ba RANG MILIK DAERAH.

BAB .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
Bupati adalah Bupati Rembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Rembang.

Orgnisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat OPD/SKPD adalah unsur pem'bantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. ‘
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. o . -
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperole
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.p

23,

24,

25.

26.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang miljk daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembanty adalah yang diserahi tugas menerima,

barang yang telah laly dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang
Sesuai dengan tugas dan fungsi instans; yang bersangkutan,
Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Mijlik Daerah yang tidak
digunakan untuk Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD
dan/atay Optimalisasj Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan olel;
pihak lain tersebuyt dalam jangka wakty terteptu yang tela
disepakati, untuk selanjutnysa diserah.k'an kembali tanah b;:_serta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasr.va setelah berak irnya
g:r%gjn“ aSkell‘;h Guna adalah Pemanfaatan Barar}g‘kMxhlg I?auc;::
berupa tanah oleh pihak lain de.n‘gan cara mendn‘n taTaha sgelesai
dan/atau  sarana berikut fasxhtaspya, dan seleh e Soal
pembangunannya diserahkan untuk dldayag'unalz{ant.o eh p
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang dlsepal, a 1a cama antara
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah ker;

. %
e D R PO N
Femeriutah dan Bada“ - 11t L 1, 4



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,
antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh
penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisankan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fistk dan/atau
kegunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna
Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya,

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah,

Penatausahaan adalah rangkaian  kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang~undangan‘
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada
saat tertentu,

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah,

Pasal 2

(1) Barang Milik Daerah meliputi:

a
b

. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD: dan
. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; _
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjajian/kontrak;

barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

baranfz vane dineroleh hord o amrlrm s s es s om on o e aeq
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Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan pemeliharaan;

Penilaian;

Pemindahtanganan;

Pemusnahan;

Penghapusan;

Penatausahaan; dan

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

VOBE TR PR 0 a0 op

pejabat pengelolaan barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan:

pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;

pemindahtanganan;

pemusnahan;

penghapusan;

penatausahaan;

pengawasan, dan pengendalian;

- pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum;
barang milik daerah berupa rumah negara;
ganti rugi dan sanksi; dan
ketentuan lain-lain.

BAB 1]
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal §

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.,
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang
Milik Daerah;

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Daerah;

. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
menyetujui  usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;,
menyetujui  usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau



C.

Kepala OPD/SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah yang
dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang;

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan

Pengurus Barang Milik Daerah, yang terdiri dari:

1) Pengurus Barang Pengelola;

2) Pengurus Barang Pengguna; dan

3) Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

C.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

melakukan koordinas; dalamn pelaksanaan Inventarisasi Barang
Milik Daerah; dan

melakukan Peéngawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna Barang dan Kuasa Per gguna Barang

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- mengajukan rencana kebutuhan dan benganggaran Barang Milik

Daerah bag; OPD/SKPD yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan statys Penggunaan Barang
Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan Inventarisas;j Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

. menggunakan Barang Milik Daerah yang Dberada dalam

peénguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD/SKPD yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;

mengajukan usuy] Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetyiuan Dewam Do o1 o84 g



i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
Penggunaan Barang Milik Daerah yang Dberada dalam
penguasaannya; dan

J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 9
(1) Kepala OPD/SKPD pengelola keuangan daerah selaku Pejabat

Penatausahaan Barang mempunyai fungsi sebagai pelaksana
pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

¢. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;

€. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
disetujui oleh Bupatiatau DPRD; .

f. membanwu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;

g melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD/SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lgu.n
kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta barang milik



(1)

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 10
Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dgitetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Perigguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pelaksana
pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan peénganggaran barang milik
daerah pada Pengguna Barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
C. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan pPersetujuan DFPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atay bangunan:

€. mengusulkan rencana benyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untyuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

g meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atay Pengurus Barang
Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB)
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)
untu< mengeluarkan barang milik  daerah dari gudang
penyimpanan;

. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun;

J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantuy.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 11

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat

Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat yang membidangi fungsi pelaksana nencelalaan harano



(4)

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati;

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan dar Pengguna Barang, sebagai bahan
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
peéngaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;

menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan tungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupati melalui Pengelola Barang;

menyimpan dokumen asl; kepemilikan barang milik daerah;

- menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang;

- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah; dan
merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
Seémesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai
bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalu; Pejabat Penatausahaan Barang.
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungs;i administrasi Pengurus
Barang Pengelola dapat dibanty oleh Pembanty Pengurus Barang
Pengelnla yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atay
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD,

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 12

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:

a.

b.

membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
barar.g milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah; N
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang;

| : P
- menylapkan dokumen pengajuan usulan mnemanfeoios



h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota

permintaan barang; |

J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat

Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi -isik

barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antars lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milix daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteljti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang
dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dalam. hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(S) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

e
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Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 13

(1, Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa
Pengguna Barang melalui Penggur.a Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;



kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

I. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota

permintaan barang;

J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik
barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna.

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin

atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

—
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BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 14

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/SKPD
serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi OPD/SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka
dasar (baseling) serta penyusunan rencanu kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada:

a. standar barang;



(7) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(8) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan bgrang yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan
kantor yang dipimpinnya.
(2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana
kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya
sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 16
Tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB IV
PENGADAAN
Pasal 17
(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
(2) Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 18
(1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan Bupati.
(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayart (1) tidak dilakukan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa:
1. barang persediaan;
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan; dan

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 19
(1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi
tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. .
(2) Pendelegasian penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daeran



b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada
Bupati untuk ditetapkan status pPénggunaannya.

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD, guna dioperasikan oleh
Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas

Pasal 23
(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status Penggunaannya darj
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya  untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati
(2) Pengalihan status peénggunaannya dari Pengguna Barang kepada

Pgngguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Pengelola Barang.

(3) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan

terlebih  dahuly memberitahukan maksudnya tersebyt kepada

Pengguna Barang.

Tata cara Pengalihan statys Penggunaan Barang Milik Daerah dari

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimzna

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(4)

Pasal 24

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atauy bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah
dan/atau bangunan tersebut diperlukan  untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang Pengguna Barang
yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
tanah  dan/atau bangunan yang tidak  digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang Milik Daerah,

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk
digunakan atau dimanfaatkan dalam Jangka waktu tertenty yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh

Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsj Pengguna Barang dan tidak

dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati memperhatikan:

a. standar  kebutuhan tarah dan/atau  bangunan untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi
bersangkutan;

b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atauy

. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain,

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas benyerahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4. penetapan statys Penggunaan;

b. pemanfaatan; atay

C. pemindahtanganan,

Pasal 27
Ketentuar? lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatuy
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 28

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/atau bangunan.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan
kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 29
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;



(3)S
b

. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepsda Bupati;

. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atay

. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan,
Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h.uruf
a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

ewa Buarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan dari Pengelola Barang,

Pasal 31

Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain,
Jangka wakty Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Jangka wakty Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2 dapat lebih dar S (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk:
a. kerja samag infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan walkey

sewa lebih darf 5 (lima) tahun; atau
¢. ditentukan lain dalam Undang—Undang.
Formula tarif/besaran Sewa Barang Mij)ik Daerah berupa tanah

Besaran Sewa atag Barang Mjjij Daerah untyk kerja sama
Infrastruktyr sebagaimanag dimaksud pada ayat (3) huruf g atau
untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan wakty
Sewa lebih dari § (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurgf b. dapat memper‘timbangkan nilai keekonomian dari masing-
masing jenis infrastruktur.,

ormula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atay bangunan ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah,
Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian,
yang paling sedikit memuat;
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumilah barang, besaran Sewa, dan Jangka waktuy;
C. tanggung jawab Pe€nyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan



(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit

memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka
waktu;

C. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selaina jangka waktu peminjaman; dan

d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan
Pasal 33
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik [aerah dengan Pihak Lain
dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah:
dan/atau

b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 34

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ataubangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujun Bupati.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 35
(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untulk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan
yang, diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali
untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
pentinjukan langsung;

. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang
dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Keria Sama



f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan
Pengelola Barang;

g dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian

sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h. besaran nilaj bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan  kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh
bersen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan:
. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan
J. selama Jangka  wakty pengoperasian, mitra Kerja Sama
Pemanfaatan dilarang menjaminkan atay menggadaikan Barang
Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan: dan

k. jangl:a wakty Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan

Kerja Sama Pemanfaatan menjadi  beban mitra Kerja Sama
Pemanfaatan.

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan pengumpan lokal,
sungai dan/atay danau, terminal, dan/atay Jjaringan rel dan/atau
stasiun kereta api;

b. infrastruktur jalan meliputi Jjalan jalur khususjalan tol, dan/atau
jembatan tol;

C. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baky
dan/atau waduk/bendungan;

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
Jaringan transmisi, Jaringan distribusi, dan/atau  instalasj
pengolahan air minum; dan

€. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan/atau Jaringan utama, dan/atau sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat
pembuangan.

(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang. -

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Barang Milik
Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pgc%a
ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha M:lil
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Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 36

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk  kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atay Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati,

(3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada
pada Pengguna Barang dan telahdirencanakan untuk penyelenggaraan
tugas  dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat
dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan
mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari
pelaksanaan Bangun Guna Serah atay Bangun Serah Guna dilaksanakan
oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD
terkait,
Pasal 38
(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atauy mitra Bangun Serah Guna
dilaksar akan melalui tender.
(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah
ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; dan

¢. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun

Serah Guna;

2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah;
dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jingka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau
Bangun  Serah  Guna harus digunakan langsung untuk



(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atay
Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya Persiapan Bangun Guna Seruh atau Bangun Serah Guna
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atay
Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atay

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir Jjangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern

Pasal 39
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata
cara:
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah
Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan:
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan

yang ditetapkan dalam perjanjian; dan

d. setelah jangka wakty pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah
Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern
Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 40

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah
dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada
Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

C. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.

Pasal 41
(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah
dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan
usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah: dan/atau



a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur;

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan
barang hasil Kerja Sama Penyediaan [Infrastruktur; dan

¢. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yvang
ditentukan pada saat perjanjian dimulaj (clawback).

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimalksud pada ayat
(S) huruf ¢ disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ ditetapkan oleh Bupati,
(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktyr kepada Pemerintah Daerah pada saat

berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pen edizan Infrastruktyr sesuai

perjanjian.

(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang
Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuaj
perjanjian,

Bagian Kedelapan
Tender
Pasal 42

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurufb dan Pasal

38 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

a.

réncana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya Sepanjang terdapat paling
sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3

gtiga) peserta, dilakukan Pe€ngumuman ulang di medig massa nasional;
an

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses
dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
proses selanjutnya dilakukan denganmekanisme seleksi langsung;

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
Proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan
langsung.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 44
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(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukt;
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.,

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib
dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47
(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan
dalam rangka Péngamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 48

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau KuasaPengguna Barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
berada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

(3) Biaya pemelitaraan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak
Lain, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnva
dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur,

Pasal 49

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara
tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna
Barang secara berkala.

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasjl
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 50
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam ranolea memuilas e n



Pasal 52

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dalam rangka Pemanfaatan atay Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atay
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilaj wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atay Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilaj yang ditetapkan
Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilaj wajar sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasi] Penilajan
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 54
(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian
kembali atas nilaj Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam
neraca Pemerintah Daerah.
(2) Keputusan mengenai Penilaian kembalj atas nilai Barang Milik Daerah
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Barang Milik Daerah diatyur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56
(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan
tugas Pemerintahan Daerah dapat dipinda'.tangankan.
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagzaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
¢. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Penmerintah Daerah.



(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuaj dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah dissdiakan dalam dokumen penganggaran;

¢. diperuntukkan bagi pegawai negeri,

d. diperuntukkan bagi kepentingan umurm; atau

e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang jika status 1<epemilil<ann,\'a
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 58
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal57 diajukan oleh Bupati.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (2) dilakukan oleh

(l)Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay
bangunan yang bernilaj sampai dengan RpS.OO0.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati,

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay
bangunan yang bernilai lebih dar RpS.OO0.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuaj dengan peraturan
perundeng-undangan.

Pasal 61
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan;
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah vang berlebih atau tidalk
digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
dan/atau
C. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62
(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam
hal tertentu,
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau
b. Barang Milik Daerah 1ainmua ueee o) oo
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(S) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai denganperaturan
perundang-undangan.

Pasal 63
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati,

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 dilakukan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melaluj Pengelola Barang mengajukan usuyl

yuridis;

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay bangunan dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;

C. apabila memenuhj syarat sesuaij dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay bangunan yang akan
dijual sesuaj batas kewenangannya; dan

usulan tersebuyt,
(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 65
(1) Tukar  Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan;
& untuk  memenuhj kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;
b. untuk optimalisas;i Barang Milik Daerah; dan
C. tidak tersedia dana dalam APBD.
(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
C. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau hadan
hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
d. swasta,
Pasal 66
(1) Tukar Menukar dapat berupa: '
a. tanah dan/atau bangunan vang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
atau
¢. selain tanah dan/atau bangunan.
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(S) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 67

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

P

a

a

sal 66ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

apabila memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujul dan menetapkan

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan;

Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Bupati; dan

pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima

Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksyd dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

a. P

Daerah selai_n tanah dan/atay bangunan kepada Pengelola Barang
@sertal pertimbangan, kelengkapan data, dan hasi] pengkajian tim

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertim bangan tersebut dar
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

apabila maemenyh;i Syarat sesuai deqgan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelnla Barang dapat menyetujui usuyl
Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan sesuaj batas kewenangannya;

Proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atay bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan

pelalisanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

Bagian Kelima
Fibah
Pasal 68

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan memndidiL o

PN e e L LY



(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan,
kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan
penyelenggaraan  pemerintahan negara/ daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan.

Pasal 69
(1) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;

¢. selain tanah dan/atay bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati.

(3) gh‘bah.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

upati,

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(S) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh
Pengguaa Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,

a. Pengguna Barang melalyi Pengelola Barang mengajukan usul Hibah
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Bupatg disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah
berdasarkan pertimbangan dan Syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68;

C. apabila memenuhj Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui  dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal S6dan Pasal 58;

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati: dan

f. pelalisanaan serah terima  barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasi] pengkajian tim intern
instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik
Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68;
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Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 71
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan
dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah scoagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a. Barang Milik Daerah yang dai awal pe ngadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam
rangka penugasan pemerintah; atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 72

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat
berupa:

a. tanah dan/atauy bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati:
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atay
C. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud bada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Bupati.

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 73
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf a dan huruf b

dilaksaiiakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data:

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

C. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui  dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tangh dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal Peme.rmtah Daerah;

d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintall Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 Pasal
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barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
intern instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71;

C. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas
kewenangannya;

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan
instansi terkait;

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada DPRD untuk ditetapkan; dan

Peraturan Daerah ditetapkan.

, Pasal 74 :
Ketentuan lebih lanjut  mengenai tata cara pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMUSNAHAN
Pasal 75

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:
a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 76
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.
(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Bupati.

Paanl 742



BAB XI
PENGHAPUSAN
Pasal 79
Penghapusan meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna,; dan
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 80

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan  dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Barang Milik Daerah yang
dihapuskan karena:

a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23;

b. Pemindahtanganan; atau

c. Pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik
Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 81
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam 2asal 79 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau
karena sebab lain.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari
Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Barang; dan

b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang
berada pada Pengelola Barang,

BAB XII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 82
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut

penggolongan dan kodefikasi barang.
(R} Pencelola Raraneo menohitmmniirn MNaffar Rararma Pamoaaiime cnlne mn v m .



Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 83

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 84
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 85
(1) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang
Pengguna Semesteran dan Tahunan.
(2) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD/SKPD untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 86

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola
Semesteran dan Tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) sebagai bahan pényusunan Laporan Barang Milik Daerah.

(3) L{a.poran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah

Pasal 87
Tgtg cara pelalfsanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang
Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 88
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
. Pengguna Barang melalui pémantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 89

(1) Pengguna Berang melakukan pemantauz.n dan penertiban terhadap
Penggunaan. Pemanfantam  Dasmeio .1, o peiiertball tern



Pasal 90

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah. :

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 91
Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-
undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHOLEH BADAN LAYANAN UMUM
Pasal 92
(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersangkutan.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV |
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 93

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai
negeri.

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dimaksid pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah
Negara.

(3) Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan,
Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah
berupa Rumah Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan
insentif,

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai
yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
(1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capital charge)
terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur cengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku:

a. Pemanfaatan Bareng Milik Daerah yang telah terjadi dan belum
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan
permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai
dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:

1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah
Daerah.

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan
tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah
tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik
Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan
mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:

1. Pengelola Barang memastikan nilaj barang pengganti paling
rendah sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang
dipertukarkan; dan

2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab
penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang
Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan
sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurif a dan pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud
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penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan
proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku;

b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau
penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

c. mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha.

Pasal 99
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah
dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor
99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 102
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang. .
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Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH:! / )



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perly melakukan
penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairaana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO' tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Jndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 1I
Rembang (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor .13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
472),



14.

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir dj Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114);

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan

Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 114), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut : :
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi dan jenis kendaraan yany menggunakan
tempat parkir di tepi jalan umum. ’

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan)
jam.

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :
- kendarﬂﬂﬂ T‘I\AQ Avrm Ao e 3



2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dihapus.
(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu
rupiah);
kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp 12.500,00 (dua
belas ribu lima ratus rupiah).

Q.00

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebégai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-

Undang  Nomor 13 . Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji
dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Kabupaten
Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



S.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang~undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneria Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5345);

Peraturan Presiden Nomor 5S4 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keemapat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 128):



Menetapkan

Pearatiira

MEMUTUSKAN;

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11

TV A a

Daerah adalah Kabupaten Rembang,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
tertentu di Daerah.

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Rembang,

Jamaah haji adalah jamaah haji reguler Kabupaten
Rembang.

Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi
jamaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari
Debarkasi ke Daerah.

Embarkasi adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke
Arab Saudi.

Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab
Saudi.

Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang
bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan
pelayanan umum.

. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang

menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang
bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah
Hayji.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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a. meningkatkan layanan kepada jamaah haji;
b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam
penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
c. (dihapus)
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. layanan transportasi
b. pembebasan pemberian layanan kesehatan
C. penunjang penyelenggaraan badah haji

BAB [V
LAYANAN TRANSPORTASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportaasi darat kepada
jamaah haji.

(2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemberangkatan jamaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
b. pemulangan jamaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.

(3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

(4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas layanan,
kepastian layanan, keselamatan dan kearnanan.

(S) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Layanan transportasi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan
ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya/retribusi layanan kesehatan bagi
jamaah haii di RSUD dr. R. Soetrasno Kahiinatarn Parmheme dam Draalsmoo oo



(3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABVI
PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 8
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan
ibadah haji.
Pasal 9

(1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Agama,
dan unsur terkait lainnya.

(3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

Pasal 10

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
(1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a. memberikan pelayanan secara umum pada jamaah haji;
b. memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah haji;
c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji;

(4) Pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI

JAWA TENGAH (/).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ..... TAHUN 2017
TENTANG
LAYANAN JAMAAH HAJI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkan
kemampuan fisik, non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah lainnya,
ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktu
yang bersamaan serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari umat Islam,
tidak saja dari Indonesia melainkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan
karakter yang demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi cukup
diserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainkan membutuhkan
keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-
negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dari
perlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran
agamanya yang dijamin oleh Konstitusi, Bentuk perlindungan itu antara lain
melakukan pengaturan melalui produk perundang-undangan dan
memberikan fasilitas guna mempermudah pelaksanaannya. Semuanya
bertujuan agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara
nyaman, khusyu’ dan hikmat sehingga memperoleh predikat haii mabrur.



antara pemerintah pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintah

daerah melalui Gubernur dan /atau Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan kepada Gubernur dan/atau
Bupati/Wali Kota adalah pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji
(PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi maupun daerah yang tidak

memiliki embarkasi. Kewenangan lain yang didistribusikan

transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jamaah haji
ke Arab Saudi dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat
kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu Undang-Undang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah

Pelaksanaannya juga secara implisit memberikan kewenangan
Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk memberikan pelayan
yang dibutuhkan jamaah haji selama di daerah. Semua pelayanan

haji di daerah yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat itu harus

dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ...,



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUS]

TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa calam rangka peningkatan pelayanan terhadap
pelaksanaan parkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir,
perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus
parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahx’n:x_‘ 2003 tentang Keuangan

ANl mrvrmatem T mamm b o o WY e



10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lerabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tirgkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
472);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi



14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR.
Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah peiayanan tempat khusus
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dihapus.

(3) . Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagali berikut :
Pasal 6

(1) Tingkat pengguraan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan
tempat khusus parkir.

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gdalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan)
jam.

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dim-ksud pada ayat



3 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) dihapus.
(2) Struktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut :
.a_ kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 2 000,00 (dua ribu

rupiahj;
b. kendaraan roda empat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
c. kendaraan roda enam scbesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
d kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu

rupiah).
4 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

. ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

1 EMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR






